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Kata Pengantar

Banyak hal yang dapat dikritisi berkaitan dengan
kebijakan dan regulasi yang dijalankan pemerintah saat ini.
Dalam banyak kesempatan, termasuk ketika di kelas, manakala
saya memberikan perkuliahan, terutama pada program
Doktoral agar para dosen muda dan mahasiswa yang berlatar
belakang akademisi untuk menulis berkaitan dengan regulasi-
regulasi bidang ekonomi.

Sekaitan dengan itu, saya menyambut gembira atas
diterbitkannya buku ini dari kumpulan tulisan dalam bentuk
bunga rampai beberapa Regulasi Ekonomi Beserta Implikasi
terhadap Perekonomian Indonesia yang disusun oleh Sdr
Muhammad Amir Arham peserta (alumni) Program Doktor
[lmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

Kemampuan penulis dalam merangkum berbagai
diskusi selama mengikuti mata kuliah Ekonomi Politik dan
Regulasi yang saya bimbing, benar-benar mengagumkan
sehingga bisa dituangkan kedalam suatu buku untuk dapat
berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan para pembaca
yang tidak mengikuti perkuliahan tersebut.

Di masa lalu ekonomi politik adalah ilmu yang
berusaha memberikan nasehat-nasehat kepada para negarawan
tentang bagaimana cara mengelola urusan ekonomi agar
kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Namun sekarang telah
beralih lebih menekankan kepada pengaturan pasar atau
kegiatan sektor-sektor ékonomi di suatu negara.

Saya yakin bahwa pemikiran penulis yang mengaitkan
landasan teori Ekonomi Politik dan Regulasi dengan fakta
nyata di lapangan, akan dapat menambah perbendaharaan
ilmu ekonomi khususnya yang fokus terhadap masalah
regulasi. Saya berharap akan dapat mengundang minat para
pembaca yang ingin lebih memperdalam masing-masing materi
yang disinggung dalam buku ini.

.wﬂ_.

Semoga hasil kerja sdr Muhammad Amir Arham dapat
membawa manfaat bagi pembacanya sera dapat menambah
wawasan kita di dalam mengembangkat pengetahuan dan
lImu yang kita tekuni.

Dr. Setyanto Prawim Santosa, S.E., MA.

{Dosen Ekonomi Palitk dan Regulasi FEB Unpad,
Mantan Direkpr Utama PT. Telkom Thk.,
Mantan Direkts Utama PT. INTI (Persero),
Mantan Sikjen Menparpostel RI dan

Mantan Deputi Meneg BUMN)




Pengantar Penulis

Tidak dapat dipungkiri, kondisi makro ekonomi
nasional pasca krisis lebih dari satu dasawarsa yang lalu terus
mengalami perbaikan. Meskipun akar masalahnya belum
tertangani dengan baik, masalah-masalah itu sifatnya klasik
seperti pelayanan belum efisiensi, mata rantai birokrasi masih
panjang, kondisi infrastruktur masih minim dan sebagian
mengalami kerusakan, kondisi sosial politik dan kelembagaan
pemerintah daerah belum memberikan kontribusi signifikan
untuk mendorong perkembangan ekonomi, kasus korupsi dan
pungutan yang membebani pelaku usaha masih terus berjalan
secara massif.

Hal ini berdampak terhadap peringkat daya saing
nasional belum beranjak dari posisi paling bawah
dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Selain itu, sebagian
kebijakan yang ditelorkan oleh pemerintah belum mampu
menjawab secara keseluruhan masalah-masalah klasik.
Meskipun diakui oleh banyak kalangan perekonomian
Indonesia memberikan ekspektasi yang cukup besar ditandai
dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, terutama pasca
krisis global. Indonesia bersama China dan India mencapai
pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-
negara lainnya di Asia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sekitar 6
(enam) persen, akan tetapi dari realita yang ada pertumbuhan
belum banyak memberikan dampak secara luas. Malahan
cenderung bersifat anomali, karena daya saing masih sangat
rendah ditambah peringkat indeks pembangunan manusia
masih berada di bawah level beberapa negara Asia lainnya.

Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan
tenaga kerja sangat rendah, atau mengalami penurunan
dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ini indikasi
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkualitas,
lebih banyak didorong pada konsumsi, atau sektor-sektor non
tradeable. Sementara industri manufaktur relatif mengalami
penurunan, sekaligus memberikan signal bahwa terjadi
deindustrialisasi. Antisipasi terhadap hal ini tentu perlu

dilakukan perbaikan dari aspek kebijakan publik melalui
regulasi beberapa aturan atau payung hukum terhadap
kegiatan ekonomi nasional maupun perekonomian daerah.

Upaya ke arah itu sudah ada, regulasi maupun paket
kebijakan insentif untuk Emﬂncnanm perkembangan ekonomi
sudah banyak dilakukan. Namun hasilnya belum optimum,
atau sebagian regulasi itu tidak berjalan pada implementasinya
karena banyak kendala atau benturan yang belum dibenahi
secara terintegrasi. Daftar negatif investasi belum tuntas, ru iah
cenderung mengalami pelemahan beberapa bulan ter ir,
pada akhirnya pertumbuhan ekonomi terkoreksi.

Kaitannya dengan hubungan keuangan pusat dan
daerah, pemerintah memiliki political will untuk membuat atau
mereformulasi kembali UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD), arah reformulasi UU tersebut adalah
memperluas basis pendapatan daerah. Selain itu perbaikan
infrastruktur, terutama listrik yang selama ini menghambat
daya tarik investasi. UU kelistrikan juga sudah dilakukan revisi
setelah ada pembatalan dari MK karena dianggap terlalu
liberal, dalam jangka panjang dapat merugikan rakyat
(konsumen), dan bertentangan dengan konstitusi negara.

Selanjutnya, masalah pekerja migran dan TKI seolah
tidak berkesudahan, kekerasan dan kematian seolah masih
menjadi pemandangan biasa. Kebijakan pemerintah terhadap
perlindungan sudah sangat jelas melalui UU Ketenaga-kerjaan,
tapi problemnya lagi-lagi pada implementasinya. Akar masalah
dorongan dan tarikan pekerja migran juga seolah tidak
terjamah, sepanjang itu tidak terselesaikan persoalan pekerja
migran dan TKI bermasalah selalu hadir. Setidaknya penulis
berasumsi pokok persoalannya, yakni kemiskinan dan
perlindungan yang lemah.

Dengan perbaikan beberapa masalah pokok di atas
diharapkan secara keseluruhan perekonomian kita makin
membaik dan kompetitif untuk menghadapi pasar bebas,
terutama penerapan ASEAN — China Free Trade Area (AC-
FTA) yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2010. Masalahnya
ada kekuatiran dari sebagian akademisi maupun pelaku usaha,
AC-FTA secara konsepsional amat baik, tapi dalam
implementasinya terutama penekanan prinsip kompetisi,
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kemungkinan Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen
ketimbang sebagai produser. Pada akhimya produk-produk
luar negeri, terutama China akan mendominasi pasar
Indonesia. Jauh sebelum AC-FTA berlaku, produk-produk
China yang murah sudah menyerbu pasar Indonesia. Ini nyata
akan merugikan Indonesia dalam sistem perdagangan
internasional, karena itu di dalam buku ini juga dibahas sekilas
dampak dari penerapan AC-FTA.

Sekalipun AC-AFTA belum efektif berlaku beberapa
tahun yang lampau, persoalan bangsa yang cukup “kronis”
yang mengancam perekonomian dalam jangka panjang, yakni
makin membanjirnya barang impor produk pertanian. Padahal
bangsa ini dikenal sebagai bangsa agraris, memiliki lahan yang
cukup luas nan subur. Potensi perikanan dan hasil laut sangat
besar, tapi kenyataannya untuk mencukupi kebutuhan
masyarakat kebijakan impor masih tetap jalan. Tentu saja
kegiatan impor cukup mengganggu balance of payment negara
kita dengan negara lain, terutama China. Kegiatan impor akan
cenderung makin kuat jika sekiranya UU Pangan akan
diterapkan karena daerah diberikan kewenangan yang luas
untuk merancang, mengelola maupun kegiatan ekspor-impor
pangan, juga pedagang memiliki keleluasaan mengelola
ketahanan pangan, pada saat yang bersamaan badan
penyanggah dikurangi kewajibannya.

Persoalan nyata, dan ini menjadi hambatan serius dalam
perekonomian kita, sekalipun pemerintah terus melakukan
regulasi, munculnya masalah-masalah penyalahgunaan
wewenang dari sebagian aparatur pemerintah. Kasus
pengemplang pajak, korupsi dan penyelewengan menjadi
ganjalan perbaikan ekonomi, regulasi tentang remunerasi
belum membuahkan hasil yang optimal malah menciptakan
ketimpangan pendapatan dengan aparatur lain. Belum lagi
muncul modus operandi untuk menggerogoli uang negara,
dimana banyaknya makelar kasus untuk sektor hukum dan
ekonomi sangat mengganggu pemulihan ekonomi.

Ditambah hasrat dan “syahwat” perilaku elit politik
berkeinginan memperbesar anggaran untuk mendorong
percepatan pembangunan di daerah konstituennya, namun
caranya kurang elegan yang justru dapat menciptakan distorsi
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ﬂ.._.__:___.__. ferutama ketimpangan antar wilayah, serta
renangan dengan aturan-aturan lainnya yang sudah dibuat.

Kebijakan-kebijakan lain yang kerap dikeluarkan
pemerintah terkadang, tidak memiliki urgensi, pada akhirnya
akan menimbulkan biaya yang tinggi. Kebijakan redenominasi
suplah oleh BI barangkali menjadi contohnya, kebijakan ini
Hilak terlalu urgen dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi
sangat kecil. Sementara itu untuk mendorong badan usaha
fegara, pemerintah menempuh kebijakan privatisasi. Kebijakan
il pada dasarnya baik, namun terkadang dalam
implementasinya  menimbulkan  kontroversi  di tengah
masyarakat, seperti penjualan saham Krakatau Steel lewat
Initinl Public Offering (IPO) ditengarai dijual dengan harga
murah.

Kita berharap di tengah kondisi perekonomian yang
terus membaik, perhatian pemerintah terhadap pelaku
ckonomi kecil dan menengah makin kuat. Tapi dalam
realitasnya, dari segi kebijakan publik porsi perhatian UMKM
masih kecil dibandingkan dengan usaha-usaha besar, meskipun
pada kenyataannya UMKM memberikan kontribusi terhadap
pembentukan PDB nasional lebih dari 50 persen. Sembari
memperhatikan kebijakan pengelolaan BBM sebagai komoditi
strategis, tidak jarang pemerintah kerap dalam posisi yang
serba salah. Bilamana harga minyak dunia meroket, pilihannya
tidak banyak, yakni menambah porsi subsidi atau menaikkan
harga BBM.

Tapi terbaca selama ini, pemerintah lebih menjaga
kebijakan populis dengan mempertahankan harga yang
berlaku, berarti konsekuensinya menambah subsidi. Tingginya
subsidi jika dibiarkan akan mengganggu sustaniable fiskal, serta
menciptakan kondisi anggaran yang tidak sehat. Hal ini tidak
banyak berubah pada APBN 2013 dimana nilai subsidi begitu
besar sementara belanja publik jauh di bawah yang justru
subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat decile atas.
Penyusunan APBN, elit politik cenderung menghindari resiko
dengan mempertahankan subsidi, sekalipun UU - APBN
memandatkan ﬂmmﬂ pemerintah untuk melakukan penyesuaian
harga, namun mereka tetap ragu dan maju mundur. Apalagi
dalam tahun politik menaikkan harga BBM resiko politik lebih




menjadi pertimbangan utama ketimbang resiko ekonomi dan
sustaniable fiscal.

Pada akhirnya kelihatan pemerintah maju mundur
mengambil keputusan terkait dengan kenaikan harga BBM,
kebijakan yang lamban justru dapat menciptakan masalah baru,
terutama inflasi. Respon wm_ummmmmb pemerintah yang lamban
juga akan merugikan posisi Indonesia, sentimen negatif muncul
dari pihak Asing dalam memandang perekonomian, karena itu
Indonesia dipandang bukan tujuan utama investasi. Peringkat
utang menurun dari positive outlook menjadi stable outlook,
artinya investment grade makin menjauh dari Indonesia. Padahal
kenaikan harga BBM merupakan keharusan, dalam perspektif
ilmu ekonomi hitung-hitungannya teramat jelas. Meski kita
semua menyadari dalam jangka pendek menaikkan harga BBM
cenderung menciptakan shock ekonomi, tetapi jangka panjang
justru akan menyehatkan perekonomian. Namun bila kebijakan
menaikkan BBM tidak dilakukan tepat waktu (lewat
momentum) akan menciptakan inflasi, serta tingginya
konsumsi BBM akan mendorong peningkatan impor minyak
yang memiliki efek terhadap tekanan rupiah.

Konsumsi BBM sepertinya akan naik secara terus
menerus setiap tahunnya, hal ini akan memberikan efek negatif
meningkatnya impor BBM. Cadangan dollar akan terkuras
untuk membiayai impor, implikasi selanjutnya terhadap defisit
neraca perdagangan. Defisit yang besar, akan berpengaruh
terhadap nilai uang domestik, langkah kebijakan otoritas
moneter atas kondisi ini dengan melakukan pelambatan
ekonomi, bersamaan dengan paket kebijakan fiskal. Tapi
nampaknya paket kebijakan fiskal belum terasa sehingga
pertumbuhan ekonomi melambat, apalagi gambaran APBN
2014 kurang mencerminkan pro pertumbuhan dalam
menghadapi momentum politik tahun depan.

Hal-hal inilah yang digambarkan dalam buku ini.
Meskipun penulis sadar bahwa buku yang ada ditangan para
pembaca yang budiman masih banyak yang belum diulas
secara tuntas. Tapi paling tidak apa yang terpaparkan dalam
buku ini merupakan potret perjalanan perekonomian kita.
Terutama masalah-masalah regulasi dan kebijakan sepanjang
tahun 2009 sampai 2013. Tentu saja ada banyak paket kebijakan

atau UU maupun peraturan yang memberikan relasi terhadap
perkembangan ekonomi nasional luput dari perhatian penulis.

Luputnya perhatian itu sebagai indikasi bahwa itulah
keterbatasan manusia. Tapi ini nikmat dan hidayah yang sangat
luar biasa diberikan oleh Allah kepada penulis, sebab di tengah
keterbatasan dan kesibukan masih dapat menyisakan waktu
luang. Sebagai catatan, sebagian artikel ini dibuat semasa masih
aktif kuliah S3 dan yang laihnya terekam setelah kembali aktif
mengajar. Kegelisahan dan keingintahuan hal-hal yang bersifat
up to date masih dapat direkam walau tidak utuh. Sembari
disibukkan dengan studi S3 diselipkan waktu untuk menulis,
selain dari hasil bacaan maupun informasi dari perkuliahan
memunculkan ide dan gagasan yang segar. Tulisan yang dibuat
ini sengaja lebih difokuskan pada kajian-kajian ekonomi
kebijakan dan regulasi, karena memang menjadi minat penulis.
Sekaligus merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi dalam
perekonomian kita kurun waktu tersebut.

Sebagai orang yang dalam tahap belajar, tentu masih
banyak kekurangan untuk merefleksikan pikiran-pikiran. Atas
kesadaran itu, penulis membuka ruang yang lebar untuk
diberikan masukan dan koreksi yang konstruktif untuk
memperbaiki diri dan penyempurnaan karya-karya berikutnya,
terutama isi buku ini. Semoga sumbangsih pikirannya
memberikan manfaat dan perbaikan.

Sembah sujud kepada Allah SWT., atas karunia, rahmat
dan hidayaNya sehingga buku ini dapat disusun dan dicetak.
Terima kasih yang tidak bertepi kepada kedua orang tuaku
yang selalu mendoakan anaknya untuk sukses dalam meraih
cita-cita. Istri dan anak-anakku, ketabahannya sangat luar biasa,
di tengah keterbatasan ekonomi mereka sangat survive
mendukung kelanjutan studiku, meski mereka saya tinggalkan.
Terima kasih, spesial kepada bapak Dr. Setyanto P. Santosa,
SE, MA., selama memberikan perkuliahan mata kuliah
Ekonomi Politik dan Regulasi banyak menyiapkan ruang
untuk berdiskusi dengan beliau, Wm:mmigmzhﬁ sebagai
praktisi (mantan Dirut PT. Telkom Tbk (Persero), Mantan Dirut
PT. INTI (Persero), Sekjen Departemen Parpostel, maupun
mantan Deputi Meneg BUMN) sangat kaya dan informatif
berkaitan dengan masalah-masalah regulasi.
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Pak Setyanto dalam banyak kesempatan menggugah
kami sebagai akademisi untuk selalu "gelisah” melihat realitas
yang ada. Hasil “kegelisahan” dan ketidaknormalan keadaan
(governmentless), terutama beberapa kebijakan pemerintah
dalam implementasinya tidak berjalan harus ditulis. Bagi saya,
menulis w:wmb karena anjuran beliau tapi justru makin
memberikan pelumas apa yang sudah saya lakukan selama ini.
Setidaknya meskipun tidak sesering mungkin menulis tapi
sudah dilakukan sebagaimana yang ada di tangan pembaca
yang budiman. Berkaitan dengan itu, beliau dengan tangan
terbuka di tengah kesibukannya meluangkan waktunya untuk
memberikan kata pengantar buku ini.
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ampak Perubahan LU __u“__m_ﬁ Dacrah dan Retribusi Daerah
Terhadap Perekonomian

evisi (reformulasi) Undang-Undang Pajak Daerah dan
% Retribusi Daerah (UU PDRD) menjadi UU No. 28 Tahun

2009 telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR RL
Reformulasi UU PDRD diperlukan sebagai konsekuensi dari
penerapan desentralisasi fiskal, meskipun jika dilihat dari jangka
waktu pelaksanaan desentralisasi sudah cukup lama yang mulai
berlaku efektif 1 Januari 2001 lalu. Hakekatnya, pemerintah
menginginkan basis penerimaan daerah lebih diperluas untuk
mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan
membuka ruang memperkecil ketergantungan transfer dari pusat.

Di dalam UU PDRD, dijelaskan reformulasi dilakukan
untuk meningkatkan PAD dengan mengeluarkan lima paket
kebijakan baru. Pertama, menaikkan tarif pajak kendaraan
bermotor dari 5 persen menjadi 10 persen, serta menerapkan
pajak progresif. Dasar penilaian progresifitas tarif adalah nilai jual
kendaraan bermotor, kepemilikan, usia kendaraan bermotor, dan
jenis bahan bakar. Kedua, tarif Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dinaikkan dari 10 persen menjadi 20 persen. Penerapan
pajak progresif juga diterapkan di jenis pajak ini. Ukurannya
adalah nilai jual kendaraan bermotor, kepemilikan, dan usia




kendaraan bermotor. Selain untuk meningkatkan PAD, kebijakan
ini sekaligus sebagai disinsentif untuk membeli kendaraan
bermotor sehingga mampu menghemat konsumsi BBM. Ketiga,
menaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari 5
persen menjadi maksimum 10 persen. Pajak jenis ini menganut
diskriminasi tarif, yakni dibedakan untuk kendaraan pribadi,
kendaraan umum, dan jenis bahan bakar. Kebijakan keempat
adalah pemberlakuan pajak parkir dengan menaikkan tarif
maksimum dari 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan kelima
adalah pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas.

Dari lima paket kebijakan (reformulasi) UU PDRD tersebut
secara substantif memiliki empat sasaran utama; Sasaran pertama
pemerintah menginginkan daerah berperan optimal dalam
menurunkan konsumsi BBM, sasaran kedus memperbaiki moda
transportasi darat yang semrawut sebagai sumber kemacetan lalu
lintas, sasaran ketiga yaitu meningkatkan produktifitas masyarakat
dengan adanya penurunan kemacetan, dan sasaran Fkeempat
meningkatkan PAD.

Berkaitan dengan peningkatan PAD, dalam UU PDRD
juga dilakukan reformulasi pajak rokok dan hiburan. Dalam pasal
29 ditentukan tarif pajak rokok ditetapkan 10 persen dari cukai
rokok, pajak rokok berdasarkan ketentuan dalam UU PDRD akan
dibagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk, semakin besar
jumlah penduduk suatu daerah makin besar proporsi
penerimaannya, sedangkan hasil penerimaan pajak ini provinsi
dan kabupaten/kota minimal mengalokasikan 50 persen untuk
mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat
yang berwenang.

Sementara yang terkait dengan pajak hiburan ditetapkan
paling tinggi 35 persen, khusus untuk hiburan berupa permainan
ketangkasan, diskotik klub malam, karaoke, mandi uap, panti pijat
dan pagelaran busana, serta konteks kecantikan, tarif pajak
hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75 persen. Sedangkan
hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan
maksimal 10 persen. Ketentuan lain di dalam UU PDRD dan
penerapannya molor tahun 2014 dibandingkan dengan tarif pajak
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daerah lainnya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea
wrolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan
—z:_:_,. jenis pajak itu tercatat dalam APBN hanya sebagian kembali
ke daerah, mulai tahun 2014 secara langsung akan dipungut oleh
daerah,

Melihat sasaran pertama kebijakan di atas, menurunkan
konsumsi BBM memang perlu terus dilakukan karena Indonesia
termasuk negara yang boros mengkonsumsi BBM, sebagai contoh
pada tahun 2006 saat konsumsi BBM di negara-negara lain berada
di bawah 1 juta bph, konsumsi BBM Indonesia mencapai 1,84 juta
barrel per hari (bph). Meskipun tidak dapat dipungkiri
pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan konsumsi
BBM, sehingga tahun 2008 sedikit turun menjadi 1,6 juta bph, dan
diharapkan tahun ini turun sebesar 1,5 juta bph. Tapi usaha ini
lidak gampang. Meskipun pemerintah tetap optimis dengan target
jangka panjang seperti disampaikan oleh Dirjen Migas
Departemen ESDM, bahwa tahun 2025 pemerintah menargetkan
konsumsi BBM di bawah 1 juta bph. Di tahun 2025 di bawah 1 juta
barel atau setidaknya sama dengan Jepang dan Jerman di 2006.

Dengan adanya gerakan hemat BBM, maka penggunaan
energi fosil dapat ditekan sehingga bisa mengurangi impor BBM,
sebab Indonesia sudah termasuk negara net imported BBM.
Dengan adanya kebijakan reformulasi UU PDRD daerah turut
memikul beban untuk menurunkan konsumsi BBM. Hanya saja
kebijakan penurunan konsumsi ini sejatinya dibarengi dengan
kebijakan yang simultan untuk mendorong penggunaan energi
alternatif seperti penggunaan biodiesel. Program ini nampaknya
sudah tidak menggema lagi sehingga dikuatirkan konsumsi BBM
tetap tinggi.

Sedangkan berkaitan dengan kemacetan lalu lintas
terutama di ibukota bukan merupakan problem yang tidak berdiri
sendiri, tapi banyak hal yang terkait di dalamnya terutama
masalah kebijakan transportasi di tanah air. Bila menengok
kebelakang pertumbuhan kendaraan bermotor merupakan
dampak langsung dari kemajuan ekonomi masyarakat, selaras
dengan itu kepemilikan kendaraan pribadi terus naik. Kemudian




jumlah kendaraan yang beredar di jalan makin bertambah,
sementara volume jalan tidak tumbuh secara signifikan. Misalkan
perbandingan pertumbuhan kendaraan di Jakarta sebesar 12,2
persen sementara pertambahan volume jalan hanya tumbuh
sekitar 0,01 persen. Jadi berapapun pertambahan pembangunan
arus jalan di Jakarta tidak akan mampu mengikuti laju
pertumbuhan kendaraan.

Selain itu, kemacetan lalu lintas di ibukota tidak dapat
dipisahkan dari dampak kebijakan transportasi yang bersifat
kolutif, banyak ahli transportasi merekomendasikan serta melihat
pengalaman di negara-negara yang sukses mengatasi kemacetan
lalu lintas alternatif yang paling baik, yakni mengembangkan mass
transportation, seperti monorel, kereta api komuter dan kereta api
dalam kota. Namun yang terjadi jenis moda transportasi ini
ciabaikan, bahkan beberapa jalur kereta api di ibukota telah
dihapus, justru memberikan ruang yang lebih lebar pada
pengadaan bus-bus AKAP milik beberapa konglomerat. Pada
akhirnya kemacetan sudah menjadi pemandangan keseharian,
Kompas pernah merilis kerugian lebih dari Rp 28,1 triliun per
tahun (nilai waktu, pemborosan bahan bakar, dan biaya
kesehatan) akibat kemacetan di Jakarta.

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk
membatasi kepemilikan kendaraan pribadi yang dianggap sebagai
penyumbang tertinggi kemacetan, seperti penerapan three in one
tapi program ini tidak berjalan efektif karena dipenuhi perjokian;
program waterway di Jakarta dengan memanfaatkan Kali Ciliwung
tapi mandek, sungai ini makin dangkal dan dipenuhi sampah;
pembangunan monorel masih macet karena tidak didukung oleh
pendanaan yang memadai dan dukungan kebijakan yang setengah
hati, bahkan akhirnya program ini dihentikan oleh Gubernur DKI
Jakarta, Fauzi Bowo. Tiang pancang yang terlanjur dibangun
menambah ketidak elokan wajah ibukota, karena tidak ada
fungsinya sama sekali.

Kini pemerintah mencoba mengatasi kemacetan dan
kepemilikan kendaraan pribadi dengan menerapkan pajak
progresif dengan mengubah UU Pajak Daerah dan Retribusi

[Dacrah. Hanya saja pelaku industri otomotif tidak setuju dengan
didukung oleh Departemen Perindustrian, juga pihak kepolisian
sendiri. Menurut pelaku usaha industri otomotif, pengenaan pajak
progresif kendaraan akan memperlambat industri otomotif
(mobil), padahal industri,otomotif penopang utama pertumbuhan
ekonomi, selain sektor pertanian dan komunikasi.

Khusus berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah
sendiri memproyeksikan reformulasi pajak daerah dan retribusi
daerah (PDRED) mampu meningkatkan penerimaan asli daerah
(PAD) sekitar 41 persen — 83 persen untuk provinsi dan 37 persen
untuk kabupaten/kota. Dapat dibayangkan dari hitung-hitungan
pihak pemerintah, jika bea balik nama kendaraan bermotor dan
pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 50 persen, potensi
peningkatan PAD sebesar 42 persen atau Rp. 75,56 triliun. Jika tarif
rata-rata sejumlah pajak tersebut dinaikkan 100 persen, maka
potensi PAD mencapai 83 persen atau mencapai Rp 90,96 triliun.

Asumsi saya dari empat
sasaran reformulasi UU PDRD,
paling mungkin optimal sasaran
peningkatan PAD, sementara
sasaran lain sulit diwujudkan.
Secara teoritis keinginan
mendorong daerah ikut serta
menghemat BBM  mengurangi
kepemilikan kendaraan pribadi,
tapi jumlah kendaraan pribadi
yang paling banyak justru berada
di  pusat-pusat kota yang
membutuhkan mobilitas tinggi. Sementara daya dukung
transportasi massa yang nyaman, aman, bersih dan tepat waktu
tidak tercipta, sehingga sasaran itu sulit tercapai. Konsumsi BBM
dipastikan penurunannya tidak signifikan, karena pemilikan
kendaraan pribadi tidak berubah.

UU PDRD ini secara substansi kelihatan ideal, terutama

untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah, sebab
sebagain besar kemampuan kapasitas fiskal daerah amat kecil.




Target jangka panjangnya daerah makin mengurangi

ketergantungannya terhadap transfer dari pusat (seperti DAU).
Namun kalau dicermati UU PDRD yang akan diterapkan setelah
masing-masing daerah (provinsi, kabupaten/kota) membuat Perda
sebagai penjabaran UU, saya menduga kurang berjalan optimal.
Apalagi masing-masing daerah memiliki kapasitas ekonomi yang
berbeda dampaknya terhadap penerimaan (revenue) berbeda pula.
UU PDRD ini hanya menguntungkan provinsi dan daerah
perkotaan, sebab pajak kendaraan ditangani oleh provinsi,
sementara pajak hiburan dan turunannya lebih menguntungkan
kota-kota yang sudah mapang. Sehingga asumsinya daerah tetap
akan bergantung banyak terhadap DAU. Dalam pandangan
Yustika (Investor Daily, 18/8/2009) UU PDRD kemungkinan akan
menyelesaikan masalah alokasi, tapi problem keterbatasan
anggaran tetap muncul.f

Qe

Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik
PIN

istrik bukan lagi sebagai barang mewah (luxurius goods)
% dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi sudah menjadi

_um—.mbm_. normal (normal Wnﬁ_m.m\w &Fﬁmﬂ.m umumnya M_m:.mm
barang seperti ini jika income kelompok masyarakat mengalami
kenaikan, permintaan terhadap barang tersebut juga meningkat.
Tidak mengherankan jika kemudian permintaan kebutuhan listrik
terus menanjak, sementara supply daya, pertumbuhannya
melambat. Hal ini berdampak terhadap terjadinya disparitas
antara supply dan demand, adanya disparitas mengakibatkan
—_n.mpmhm_.ﬁmm—.r MNormalnya, jika terjadi kelangkaan banyak
perusahaan tertarik memproduksi barang (supply) jika tidak ada
hambatan (barrier to entry).

Pertanyaan yang patut kita
ajukan, apa hambatannya sehingga
listrik supply-nya terbatas sementara
pasar (konsumsi) potensinya sangat
besar?. Jawabnya tidak perlu terlalu
canggih  untuk menjelaskan,
sederhana saja karena adanya
struktur pasar monopoli dari PLN.
Perusahaan lain penyedia jasa *5F S
kelistrikan tidak dapat masuk ke | T.ALvAEDISON 1847 - 1931




industri ini karena ada hambatan (barrier to entry), hak monopoli
PLN dipayungi undang-undang.

Hak monopoli diberikan pada PLN karena salah satu
asumsinya, listrik menyangkut hajat hidup orang banyak (dalam
teori ekonomi disebut public utility) karena itu perlu diurus sendiri
oleh negara berdasarkan konstitusi negara. Jika pun ada
perusahaan jasa kelistrikan, hanya sebatas pada pembangkitan,
sementara distribusi tetap dimonopoli PLN. Praktek pasar
monopoli sudah barang tentu menimbulkan biaya sosial, dan
masyarakat (konsumen) mengalami beberapa kerugian, terjadi
kehilangan surplus konsumen dan surplus produsen, apalagi
listrik yang dihasilkan oleh PLN hampir tidak ada subtitusinya.

Beda halnya dengan bahan bakar minyak, ada beberapa
subtitusinya, jika harga BBM tinggi masyarakat dapat beralih
menggunakan kayu bakar, atau konversi ke gas. Sementara listrik,

apalagi sudah menjadi barang normal (kebutuhan) jika harganya

tinggi, tidak ada pilihan konsumen, kalaupun ada subtitusi
penerangan paling menggunakan lilin atau lampu teplok, tapi
dalam kondisi modern seperti ini apa kita akan kembali pada
zaman batu?.

Dengan adanya struktur monopoli, biaya sosial pasti
muncul, kondisi ini disadari oleh pemerintah karena itu listrik
diberikan subsidi, subsidinya kepada produsen (PLN) agar
mereka menjual listrik ke konsumen lebih murah atau disebut
dengan tarif dasar listrik (TDL). Selisih subsidi ke PLN setidaknya
dilihat dari biaya pokok produksi (BPP), selama ini BPP listrik
berada di kisaran Rp1.300 per kWh, sementara itu harga jual
berupa TDL yang dinikmati konsumen berada di kisaran Rp. 630
per kWh. Sedangkan nilai total subsidi listrik tahun anggaran 2009
sebesar Rp 60,43 triliun dari APBN. Dilihat dari prognosa
keuangan setiap tahun, terkesan PLN selalu menempati urutan
pertama BUMN yang dikategorikan selalu merugi. Muncul
pertanyaan berikut, kok monopoli tapi merugi terus? Fasilitas dan
gaji karyawan PLN termasuk yang “gemuk”, kantor PLN dimana-
mana executive class, apalagi kantor pusatnya, apa yang salah?

Dampak lanjutan dari PLN yang terus merugi,
pelayanannya menjadi tidak maksimal dimana-mana terjadi
pemadaman listik, termasuk Gorontale. Bahkan pemadaman listik
sudah berskala massif dan intensitas pemadaman makin sering.
Muncul joke-joke dimasyarakat, PLN bukan lagi perusahaan listrik
fegara tapi sudah menjadi perusahaan lilin negara, karena kinerja
I'LN yang tidak optimal, lilin akhirnya jadi laku. Dengan sering
terjadi pemadaman disamakan dengan orang minum obat tiga kali
sehari, pagi, siang dan malam terjadi pemadaman. Lalu ada juga
joke lain yang tak kalah lucunya dan menyegarkan, kalau mau
bayar listrik di PLN, tanya yang dibayar konsumen itu nyalanya,
atau matinya listrik? Biaya sosial lain yang ditanggung konsumen
(haca masyarakat), sekalipun kerap terjadi pemadaman listrik, tapi
biaya tagihan justru melonjak, belum lagi banyak alat-alat
elektronik rumah tangga yang rusak.

Dalam konteks lebih luas, pemadaman listrik juga akan
mengganggu kinerja industri nasional. Infrastruktur listrik yang
minim tentu menjadi hambatan serius dalam kegiatan
perekonomian, sebab salah satu variabel penting untuk menjadi
daya tarik investasi, yaitu ketersediaan pasokan listrik yang
memadai. Percuma saja pemerintah ambisius ingin menarik
investasi sebanyak-banyaknya, sementara infrastruktur listrik
sangat minim.

Dari kalangan internal PLN sendiri berulang kali
menyampaikan alasan pemadaman bergilir, salah satunya karena
biaya operasional yang minim, hal yang sama dikemukakan oleh
serikat pekerja PLN, menurut mereka permasalahan PLN dan
kelistrikan muncul karena adanya kebijakan direktur keuangan
yang memotong anggaran biaya operasi, termasuk biaya
pemeliharaan sebesar 30-40 persen. Terjadinya pemadaman
bergilir hampir seluruh wilayah bukan semata-mata kesalahan PT
PLN, melainkan karena kebijakan pemerintah untuk tidak
menaikkan tarif dasar listrik sampai akhir tahun 2009 ini, dan
subsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Jadi tidak
mencukupi untuk biaya operasi dan investasi yang diperlukan
PLN sesuai pertumbuhan permintaan listrik (Kompas Online, 11-
12-2009).
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Jika itu alasannya, apa iya? Sebab fakta dilapangan
menunjukkan minat untuk berinvestasi pada sektor kelistrikan
cukup tinggi, justru kendalanya lebih banyak dari PLN itu sendiri,
karena mereka berfungsi sebagai regulator dan operator sekaligus.
Dalam aktifitas ekonomi, suatu lembaga selain monopoli juga
merangkap peran, kecenderungannya yang muncul yaitu
inefisiensi, bahkan cenderung koruptif karena besarnya
kewenangan yang dipegang.

Pro Kontra Amandemen UU Ketenagalistrikan

Masalah kelangkaan listrik sudah dicoba diatasai oleh
pemerintah, dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 22
Tahun 2002, akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan
UU tersebut pada tahun 2004. Alasan pemohon (serikat pekerja
PLN) dikabulkan oleh MK, karena UU ini sarat dengan muatan
alat kampanye ekonomi, terutama menarik investor di sektor
ketenagalistrikan. MK berpendapat bahwa UU ini cenderung
kurang melindungi kepentingan konsumen (masyarakat) karena
lebih kuat alasan ekonominya, suatu UU harus mengacu pada
UUD 1945. Masalah ekonomi acuannya pada pasal 33 yang dapat
diterjemahkan bahwa setiap komoditas yang menguasai hajat
hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Alasan pemohon,
UU Nomor 22 Tahun 2002 akan menjadikan produk listrik sebagai
komoditas yang dapat dikompetisikan. Dampak yang timbul
adalah akan mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat karena
harga listrik menjadi lebih mahal lagi.

Karena itu kemudian pemerintah melakukan amandemen
UU Ketenagalistrikan dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal
8/09/2009 lalu. UU Ketenagalistrikan yang baru (UU No. 30 Tahun
2009) memang masih cenderung “liberal”, PLN bukan lagi sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Dalam UU
tersebut pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan
fungsi regulasi dalam UU ketenagalistrikan. Meskipun bukan lagi
pemegang PKUK, sebagai BUMN, PLN tetap akan mendapatkan
prioritas sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum, namun jika PLN tidak sanggup maka swasta
akan masuk dan PLN boleh melaksanakan proses bisnis Business to
lusiness untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu.
PPemerintah berkeyakinan bahwa UU Kelistrikan yang baru tidak
akan membebani masyarakat, justru akan membantu
meningkatkan elektrifikasi daerah-daerah yang kekurangan daya
listrik. Selain itu, juga diatur regionalisasi tarif, asumsinya tarif
regionalisasi akan membantu pemerintah untuk mengurangi
subsidi dan menyalurkan subsidi kepada rumah tangga yang
memang membutuhkan alokasi subsidi.

Akan tetapi sebagian pengamat masalah kelistrikan
cenderung menolak UU yang baru ini, tapi substansi penolaknnya
juga kurang tegas, seperti dipermasalahkannya desentralisasi
pengaturan penyediaan ketenagalistrikan. Dalam hal ini Pemda
diberikan kewenangan lebih besar terutama dalam pengusahaan.
Hal yang sama dilakukan oleh serikat pekerja PLN mereka
menolak UU ini, anggapan mereka UU yang sekarang secara
substansi tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya yang dibatalkan
MEK. Persepsi yang dibangun oleh serikat pekerja PLN, masalah
kelistrikan harus ditangani satu badan (pembangkitan sampai
distribusi), jika dipecah-pecah justru akan menimbulkan konflik
dan permasalahan baru. Selain itu, ada kecenderungan
pemahaman yang dibangun oleh serikat pekerja PLN, dan tentu
saja dikalangan internal PLN itu sendiri dengan disahkannya UU
baru, maka potensi tarif listrik akan mengalami kenaikan (mahal)
karena akan dikompetisikan. Belum selesai disitu, sekarang serikat
pekerja PLN tengah berupaya membangun opini termasuk
menolak pergantian direksi PLN, apalagi munculnya orang luar
sebagai calon dirut cukup resistensi dari mereka.

Klaim persepsi sebetulnya masih merupakan asumsi yang
kemungkinan dua-duanya salah atau justru benar. Tapi
tergantung dari pelaksanaan dan juga kita lihat dari aspek
teoritisnya. Umumnya perusahaan yang terbiasa disusui (subsidi)
selamanya akan menikmati kondisi itu, tidak terbiasa
berkompetisi. Semenjak PLN berdiri sejak itu pula disubsidi,
hingga hari ini belum pernah ada cerita yang indah (baca; profit)
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tentang E.; yang ada kerugian terus mendera, sementara mereka
Ejsc?w:‘m#r. Secara teoritik, sebagaimana diuraikan pada awal
_..=r.mm_,= ini, praktek monopoli pasti akan selalu menimbulkan biaya
sosial yang tinggi, kurangnya daya saing (ko isi), inefisiensi
el . Vi y g (kompetisi), inefisiensi

Sekarang yang perlu kita tanyakan kepada yang kontra
terhadap UU yang baru, mau mereka apa? Apakah akan tetap
bertahan dengan kondisi sekarang dan selamanya mau disubsidi?
Padahal UU yang baru ini cenderung lebih terbuka memberikan
peran kepada pihak swasta dan Pemda sebagai regulator, saya
memakai kata cenderung sebab UU ketenagalistrikan yang baru
s.‘.mmﬁ_._ memberikan peran yang luas terhadap PLN dalam kegiatan
bisnis listrik. Swasta "belum” dimungkinkan masuk terutama di
.umﬂ.&; pedesaan jika PLN masih mampu, Itupun swasta masih
dititikberatkan pada pembangkitan, sementara distribusionalnya
tetap dalam kendali PLN.

 Demikian halnya keterlibatan Pemda dan pemberlakukan
tarif regional ada yang menolak, sementara praktek ini sebetulnya
sudah berjalan lama. Pemerintah Kota Tarakan sejak tahun 2001
sudah menerabas rigiditas aturan pemerintah pusat (Kepres)
tentang TDL, sebagai antisipasi seringnya pemadaman di kota itu
kemudian Pemkotnya berusaha menaikkan TDL. Status E._l
Q.&mﬁm kemudian dirombak menjadi anak perusahaan PLN yang
E:mmm saat ini terus mendapakan profit. Hal yang sama dicoba
m__mrzwm_n oleh Pemkot Palu dengan berupaya mendatangkan
investor dari China untuk membangun PLTU, perusahaan ini
telah berjalan beberapa tahun. Pada awal pengoperasiannya, para
stakehol-ders (Pemkot Palu dan pemilik perusahaan) cukup lelah
menunggu izin operasional dari PLN.

Setelah berjalan beberapa tahun, PLTU ini tidak optimal
sebab harga pembelian PLN dianggap terlalu murah (Rp. 505
kWh) harga /kWh yang ditawarkan oleh perusahaan minimal Rp
550 kWh untuk tetap bisa survive, tapi PLN tetap keukeuh pada
harga pembeliannya. Pemkot Palu dan Pemrov Sulteng sudah
beberapa kali melakukan mediasi antara PLN dan PTLU tetap
mengalami jalan buntu, bahkan sudah dibawah ke pemerintah
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pusat, tapi sepertinya PLN memiliki kerajaan sendiri, yang tidak
mau patuh terhadap saran-saran pemerintah.

Dari kapasitas terpasang PLTU Palu sebetulnya kebutuhan
listril dapat terpenuhi secara minimal, akan tetapi yang saya
{angkap justru memang PLN kurang memberikan apresiasi
terhadap keberadaan PLTU tersebut, justru mereka mengusulkan
kepada Pemrov Sulteng agar membeli PLTU itu, kemudian PLN
yang akan mengoperasikannya. Jika tidak, untuk mengantisipasi
pemadaman bergilir yang terus terjadi di Kota Palu dan sekitarnya
ada usulan untuk membeli genset baru.

Saya patut menduga, jika PLN berpikir tentan
kesejahteraan masyarakat, karena memang BUMN dibentu
membawa misi sosial bukan hanya orientasi profit, kenapa
keberadaan PLTU di Palu tidak dioptimalkan, malahan cenderung
“dirusak” keberadaannya oleh PLN itu sendiri, atau justru kenapa
PLN lebih suka memakai genset ketimbang membeli daya dari
PLTU. Tidak salah kemudian saya beranggapan, jika daya dibeli
dari swasta maka peluang manipulasi makin sedikit, sebaliknya
jilka menggunakan genset, maka subsidi akan terus jalan, artinya
biaya subsidi itu bisa “diatur” pengunaannya untuk kepentingan
orang PLN.

Pemadaman listrik cukup memprihatinkan, pelaku
industri pun kerap mengeluh dengan kondisi ini. Program 10.000
mw yang sudah dibangun oleh pemerintah yang dulu dikomando
oleh” Jusuf Kalla untuk sementara belum dapat diharapkan
mengatasi kelangkaan pasokan listrik, awalnya ditargetkan akan
beroperasi tahun 2009 bergeser ke tahun 2010. Sementara
perencanaan pasokan listrik dan energi jangka panjang belum ada
blue print yang jelas, terutama pemantaatan sumber energi (gas
dan batu bara). Kedua sumber energi ini pasokan untuk pasar
internasional lebih diprioritaskan ketimbang pasar domestik. Hal
yang sama program biofuel yang pernah digelorakan oleh
pemerintah yang bersumber dari tanaman pohon jarak, justru mati
suri. Anti klimaksnya muncul skandal “blue energy” yang
diprakarsai oleh staf khusus presiden, ternyata pepesan kosong.

Pemadaman listrik juga mencerminkan ironi, sebab pada
umumnya daerah lumbung energi juga mengalami pemadaman
yang intens, ini membuktikan bahwa PLN tidak bisa diharapkan
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sendirian menyediakan listrik. Keberadaan UU ketenagAlisftil
yang baru harus disambut dengan baik, sembari masyarakat !
mengawasi pelaksanaannya. Peran swasta atau masyarakat dali
penyediaan energi listrik harus terus didorong, disamping |
diharapkan PLN membenahi diri karena peluang kompell
memang ada dalam UU yang baru. .

Bagi kita, dengan terbukanya pemain baru prakil
monopoli yang memang terbukti tidak menguntungkan semu,
pihak akan terhapus. Kekuatiran munculnya biaya tarif listri]
akan semakin mahal tidak beralasan, justru disitulah pentingnya
peran pemerintah baik pusat maupun daerah membuat regulasi

penetapan tarif melalui kebijakan floor price atau ceiling price. Jikn

serikat pekerja PLN menolak UU ketenagalistrikan yang baru,

pertanyaannya mereka membela siapa, masyarakat atau

kepentingan monopoli yang mereka nikmati puluhan tahun?
Kaitannya dengan pembenahan PLN, pemerintah melalui

Kementerian BUMN akan melakukan perombakan direksi PLN,

Lagi-lagi serikat pekerja PLN menolak rencana ini, termasuk
menolak direksi dari luar. Apakah serikat pekerja PLN ini tidak
sadar jika PLN adalah BUMN milik pemerintah (pemegang
saham), pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan itu.
Selain itu, tidak ada UU yang melarang orang luar PLN menjadi
direksi. Orang luar yang memimpin PLN memang bersifat
hipotetik, kemungkinan sukses atau gagal, tapi hal itu perlu
dilakukan sebab telah bertahun-tahun orang internal yang
memimpin PLN kinerjanya tidak lebih baik.

Sebaliknya sebagian besar BUMN yang berkinerja baik,
justru jarang dipimpin oleh orang dalam, tapi dari kaum
profesional yang terkadang tidak sesuai dengan bidang yang
digeluti. Anehnya lagi, serikat pekerja PLN beranggapan bahwa
bisnis PLN orang internal PLN yang paling tahu, lagi-lagi kita
patut bertanya bukankah selama ini PLN dipimpin orang internal
PLN sendiri, tapi kinerja tetap buruk? Intinya, penolakan UU
Ketenagalistrikan yang baru dan penolakan calon direksi PLN dari
luar oleh serikat pekerja PLN cukup aneh? Pertanyaan saya makin
bertambah, serikat pekerja PLN menjalankan agenda siapa?
Bukankah selama berpuluh-puluh tahun PLN dipimpin dari

Pl
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Regulasi Ketenagakerjaan, Akar Masalahnya Kemiskinan
dan Lemahnya Perlindungan TKI

KI bermasalah yang bekerja di berbagai negara masih saja

terus terjadi, penyiksaan dan pembenahan seolah tidak

mengenal perikemanusiaan. Kasus teranyar,
pemancungan Suyati karena membunuh majikannya menyita
energi sebagian masyarakat yang care terhadap kasus ini. Jika
kasus-kasus semacam ini muncul, terutama jika menjadi headline
pemberitaan media oleh pemerintah seolah sigap, terkesan sangat
memperhatikan kepada mereka yang mengalami kekerasan.
Sehingga yang nampak adalah penanganan yang reaktif, ibarat
pemadam kebakaran ia bekerja jika terjadi kebakaran. Setelah
padam apinya, para petugasnya kembali ke markas mereka, dan
sepanjang tidak ada kebakaran, mereka lebih banyak berdiam diri.

Kasus Sumiati, TKW dari Dompu NTB yang mengalami
penyiksaan, mulutnya di gunting oleh majikannya di Arab Saudi,
serta pembunuhan Kikim Komalasari TKW dari Cianjur kemudian
jasadnya dibuang di tempat sampah yang mencuat akhir tahun
lalu bukan kasus baru dan pertama. Peristiwa yang memilukan ini
menggambarkan bahwa TKI begitu hinanya, seolah tidak memiliki
martabat sama sekali, jika ia dianggap sebagai budak sekalipun
semestinya tidak diperlakukan seperti sampah, atau binatang, Ini
sudah berulang kali terjadi, bahkan kasus yang sama banyak
terjadi hanya saja tidak terekspose secara luas oleh media.

i8

Kasus pemancungan Suyati, dari segi usia, merunut pada
aturan semestinya Suyati tidak dibolehkan lagi menjadi TKI, ia
menghadapi hukuman pancung seolah seorang diri, karena negara
{idak hadir di sana. Pada saat dihukum pancung, pemerintah tidak
mengetahui sama sekali, tak jauh berbeda saat proses persidangan
kendati diklaim oleh pemerintah sudah dilakukan pendampingan
hukum. Tapi faktanya keringanan hukum tidak didapatkan,
bahkan makin mengindikasikan perhatian terhadap Suyati yang
semestinya  bertanggung-jawab tidak maksimal karena upaya
banding tidak ada, sehingga pemerintah kerajaan Arab Saudi

mengeksekusinya.

Jika ada kasus TKI serupa muncul seperti ini, tipikal
pemangku kepentingan bersilat lidah, tindakannya defensif
membela diri seolah sudah berbuat, bahkan ada kementerian yang
menangani masalah ini menterinya rajin mengiklan diri setiap usai
menandatangani Mol tentang ketenagakerjaan sebagai bukti
“keberhasilannya” membenahi regulasi ketenagakerjaan. Namun
begitu masalah TKI muncul, pihaknya menganggap bahwa yang
memiliki jangkauan
kewenangan pelaksanaan,
lembaga lain. Kasus
pemancungan Suyati, sudah
direspon oleh presiden meski
sangat terlambat bila
dibandingkan respon
terhadap permasalahan yang
mendera diri dan
keluarganya, seperti S5MS5
fimah, pemberitaan negatif
dari media asing, atau merasa
jadi sasaran teroris.

Ini indikasi bahwa
pemerintah begitu lemah memberikan perlindungan terhadap

' warganya, diplomasi terhadap negara tujuan pengiriman TKI

begitu lemah, terutama TKW yang berprofesi sebagai pekerja |
rumah tangga (pekerja migran). Padahal mereka sangat berjasa
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mendatangkan remitansi (devisa) terhadap negara, karena [l
disandangkan gelar, TKI sebagai pahlawan devisa. Berdasarki
data Worl Bank, pada tahun 2009 remitansi yang didatangkan pag

TKI di luar negeri memberikan kontribusi sekitar 1,3 pers 1
terhadap PDB atau sekitar 6.793 dollar AS. Keberadaan mereky
menyumbang remitansi terhadap negara asal dan ekonomi global,
sangat signifikan peran mereka, sekali pun hanya bekerja sebagal
pembantu rumah tangga memungkin produksi barang dan jasa,

implikasinya terhadap perputaran ekonomi global terus berjalan,

Dampak ikutan ekonomi atas kehadiran mereka cukup

luas, menggiatkan bisnis perbankan, pengiriman barang dan uang,
industri penerbangan dan firma hukum. Kondisi ini tentu saja
menggiurkan banyak pihak, tidak hanya bagi TKI itu sendiri akan
tetapi juga banyak berkepentingan, terutama Penyedia Jasa
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Jumlah PJTKI terus mengalami
penambahan, jasa TKI (pekerja migran) sepertinya menjadi
“tambang emas"” buat mereka. Calo dan kepanjangan tangan para
PJTKI bergentanyangan keluar masuk kampung. Tempat-tempat
sasaran beroperasi mereka di kampung-kampung jumlah
penduduknya relatif padat, dan di kantong-kantong kemiskinan.
Mereka beroperasi mencari calon tenaga kerja dengan menjanjikan
bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

Di tengah himpitan ekonomi, dan lingkaran setan
kemiskinan terus melilit tidak ada pilihan lain, tawaran itu cukup
menggiurkan. Kendati para pekerja migran (TKW) meninggalkan
anak dan suami selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan
hasil survey nasional pola remitansi TKI yang dirilis oleh Bank
Indonesia, bahwa motivasi terbesar para pekerja migran yakni
mencari penghasilan yang lebih besar, mengumpulkan modal
untuk membuka wusaha, menambah penghasilan karena
penghasilan suami kurang, terbatasnya lapangan pekerjaan dan
diajak tetangga, teman atau keluarga.

Jika ada pilihan lain profesi yang dapat dijalani untuk
mencukupi biaya hidup mereka, menjadi buruh migran tidak akan
menjadi pilihan. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri terlalu
banyak resiko dan pengorbanan, tapi kenyataannya tidak dapat
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kkan karena tuntutan ekonomi. Selain alasan mwoﬂnﬂ_r
ijn migran muncul karena ada faktor pendorong dan penarik
dulamnya. Khudori (2010) menyebutkan bahwa fenomena

_ pili migran tak ubahnya proses urbanisasi, faktor penariknya

wang kerja di luar negeri dan contoh-contoh pendahulu yang

_.ﬂ____r-z_:, Sebalik-nya, lapangan pekerjaan di desa, kemiskinan

Win marginalisasi menjadi faktor pendorong.

Asumsi saya, faktor pendorong dan penarik dapat & atasi
dengan cara menghentikan pengiriman TKI (pekerja migran)
lintuk sektor non formal, karena merekalah yang rentang terhadap
hokerasan. Cara lain dengan membangun industri pertanian, atau
memperluas lapangan kerja di desa. Tapi sayang Hu.En._.m:hEF
piielalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berasumsi _um?__._.m
menghentikan pengiriman pekerja migran “melanggar” r”n_n azasi
manusia untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa di sadari _umh,._iw
pemerintah  justru lalai atau bahkan gagal . memberikan
penghidupan yang layak bagi warganya, pemerintahlah yang
sesungguhnya melanggar hak azasi masyarakat.

[a lupa bahwa menjadi pekerja migran Em__E.H._ _amn.mnm
ketiadaan lapangan kerja di desa mereka, indikasinya bisa dilihat
sekalipun secara nasional angka wﬁsmmgﬁh terus menurun,
namun pada saat yang bersamaan angka kemiskinan di _u.wm_mmmm_..._
justru meningkat. Meningkatnya kemiskinan di pedesaan sebagai
akibat makin menurunnya produktivitas sektor pertanian (baik
lahan, maupun petani). Demikian halnya rmﬁ.w_.ﬁm_E _m_._..E._
makin menyusut, rata-rata kepemilikan lahan bagi petani saat ini
sekitar 0,25 Ha. Pembangunan yang terus digalakkan justru
membuat mereka makin terdesak (terpinggirkan). Dengan _.S_,znmm_
itu, daripada mereka menganggur, menjadi pekerja migran
menjadi pilihan untuk mengangkat martabamya sekalipun
dibayang-banyangi kematian dan kekerasan.

Kebijakan pembangunan ekonomi selama ini yang
ditempuh, memarginalisasi pembangunan pedesaan. Para pemilik
modal terus memburu lahan dipinggiran kota untuk
diperuntukkan pembangunan industri dan properti. Akibatnya
lahan produktif terus menyusut, sekalipun sudah banyak aturan
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bahkan UU yang mengatur penggunaan lahan, maupun
revitalisasi sektor pertanian tidak memberikan resonansi sama
sekali. Terlebih selama implementasi otonomi daerah, tata guna
lahan makin tidak teratur, sehingga mereka yang bekerja di sektor
pertanian makin terpuruk. Tidak ada pilihan bagi pemerintah
untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan harus membalikkan
keadaan dengan memprioritaskan sektor industri yang berbasis
pertanian. Membalikkan arah pembangunan dari industri atau
sektor non tradeable seperti sektor keuangan yang makin
menggelembung, sektor jasa, properti yang makin tumbuh,
komunikasi dan transportasi yang lebih banyak menggunakan
capital intensive, ke sektor-sektor labor intensive.

Pilihan lain yang dapat memberikan peluang menurunkan
angka kemiskinan di pedesaan atau pulau yang padat
penduduknya menggalakkan kembali program transmigrasi. Pada
umumnya kantong-kantong ftransmigrasi sangat sukses
mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi lokal. Tapi
sepertinya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak
hanya gagal dalam manajemen ketenagakerjaan para pekerja
migran, program transmigrasi pun sepertinya tidak lagi menjadi
agenda penting, Padahal program transmigrasi diberbagai daerah
cukup sukses mengubah keadaan ekonomi daerah tujuan, seperti
di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi
Tengah, Gorontalo dan Papua.

Mereka sukses karena pada dasarnya sudah memuiliki etos
kerja dari kampung asalnya, hanya saja selama ini tidak ada lahan
yang dapat digarap. Dengan keuletan para ftransmigran,
memberikan transformasi etos kerja, pada akhirnya berdampak
terhadap penduduk setempat. Hanya saja program transmigrasi
menghadapi banyak rintangan. Penyebabnya, banyak daerah
tujuan transmigrasi yang menolak, dengan alasan sangat politis
terutama setelah otonomi daerah. Cukup rasional, para
transmigran solidaritas dalam banyak hal membuat penduduk
setempat merasa terancam, apalagi kalau sudah masuk ke ranah
politik. Ada banyak contoh, daerah-daerah transmigrasi kalau
mau jadi pemenang Pilkada maka gandenglah pemimpin (tetua
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idi daerah _mnmhm:..mmnmmm
Al) mercka, seperti di Sumatera Utara, atau
-___m_ “,_E:P umumnya wakil kepala daerah adalah warga

fransmigran.

Dalam pandangan saya, program ._.._.E_mﬁnmnmmm harus
dihidupkan kembali, meski harus j_mw.wmmzm.g dengan rom“ﬁ_
asal don tujuan transmigrasi, sebab ini juga penting ,&mﬁ%m ;
Pldak dapat dipungkiri ada juga ftransmigran = gaga
jemanfaatkan program ini karena E&.Eu_m._unwwdm.n_ sektor
Informal, kemudian ikut program transmigrasl menjadi pengolah
lahan pertanian tidak cakap, akhirnya bantuan berupa lahan n_m—M
perumahan dijual dan kembali menggeluti mﬁrmaﬁ:ﬁ semula.
Kehadiran Kementerian Tenaga Kerja dan ~Transmigrasi
dibutuhkan disini, menyambungkan kepentingan daerah asal dan
daerah tujuan transmigrasi. Meskipun urusan rﬁmw_mmﬂwﬁ_mﬁ,
berbasis tansmigrasi sudah diserahkan ke daerah, anm.w.vaE
kementerian ini membiarkan begitu saja. Program ini tetap
membutuhkan intervensi pemerintah pusat, mmw.m_ﬁ_._& untuk
menciptakan keseimbangan demografi antar wilayah dan antar
pulau.

Lemahnya Perlindungan TKI

Kematian, kekerasan dan pemancungan para pekerja
migran En:ﬁ#»:? TKI secara keseluruhan masih tetap muncul.
Bahkan ada 23 kasus yang sama dialami semacam Suyati menanti
di Arab Saudi. m_mrm_.smaﬁn_mﬂ_u_wmm WMhm .....__Mﬂ:mmummwumu M_.“M..mr_”mn

ia keras membantu, dan terpenting m

ﬂwﬁmm_.__mw_._w? sebab hukuman dan tindakan bagi TKI m.”.mmE_ mw..wmr
bukan sebab. Dari segi kelembagaan yang menangani TKI di luar
negeri sudah lebih dari cukup, ada Kemenakertrans, mﬂmﬂﬁw
Kemenlu, PJTKI dan Kementerian Hukum I}E Tapi untu
mengatasi masalah TKI sepertinya lembaga ini, presiden merasa
tidak cukup, karena itu pihaknya yang terbiasa menyelesaikan
masalah lewat Satuan Tugas (Satgas). Pembentukan Satgas sudah
barang tentu memiliki implikasi, baik penganggaran EEM:M..
personil, kenapa tidak memaksimalkan saja lembaga yang suda
ada?.
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Permasalahan TKI di luar negeri begitu banyak dan
beragam, akan tetapi yang kerap muricul kepermukaan kasusnya
yang menonjol yaitu di Arab Saudi dan Malaysia. Meski demikian,
kasus per kasus mengalami penurunan seperti klaim pemerintah
termasuk yang memegang otoritas penempatan TKI di luar negeri
(BNFP2TKI) bahwa jumlah pekerja migran (TKI) bermasalah terus
menurun. Manajemen penempatan dan perlindungan bagi mereka
makin membaik. Tidak tanggung-tanggung presiden pun
membanggakan perbaikan ini yang disampaikan lewat pidatonya
dihadapan peserta konferensi ILO awal bulan ini. Lain halnya
dari pandangan LSM seperti Migran Care, menurutnya angka TKI
bermasalah masih tinggi, data mereka menunjukkan bahwa TKI
(TKW) bermasalah, khusus di Arab Saudi sebanyak 5.563 orang
baik karena penganiayaan, sakit, dan korban kekerasan seksual
maupun fidak digaji. Sementara data pemerintah (BNP2TKI)
hanya mencatat ratusan orang. Perbedaan angka statistik ini
sebetulnya sudah menjadi masalah, tidak ada salahnya
pemerintah dan LSM yang memiliki kompetensi melakukan
advokasi terhadap pekerja migran bekerjasama, dan saling
bersinergi.

Tidak dapat disangkal, justru pemerintah terkesan
menegasikan peran LSM seperti data-data yang di lansir Migran
Care. Dalam dialog yang cukup panas di salah satu televisi swasta
nasional makin memperkuat dugaan saya ini, data Migran Care
menunjukkan bahwa pekerja migran yang menghadapi masalah di
Malaysia saja ada sekitar 4.000-an, sementara data BNP2TKI
melansir "hanya” seratusan. Terkesan, data pemerintahlah yang
paling sah seperti yang diungkapkan oleh kepala BNP2TKI
(Jumhur Hidayat) bahwa data Migran Care itu mungkin dari
langit ketujuh.

Kekerasan yang dialami para pekerja migran jauh sebelum
Sumiati maupun Kokom sudah banyak, tapi penyelesaian secara
hukum tidak tuntas, peristiwa serupa terus berulang. Afirmasinya,
pemerintah sangat lemah melakukan diplomasi terhadap
perlindungan TKI. Kebijakan moratorium pengiriman pekerja
migran ke Malaysia misalnya tidak berjalan efektif, karena pekerja
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migran ini tetap banyak yang berangkat. Demikian jugaUU No. 39
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja
I Luar Negeri menetapkan usia minimal bekerja sebagai
pembantu rumah tangga diluar negeri adalah 21 tahun. Tapi
nyatanya banyak berusia dibawah 21 tahun dipekerjakan melalui
perdagangan manusia (traficking) untuk bekerja diluar negeri
dengan memanupulasi umur mereka.

Sementara peristiwa kekerasan yang mendera para pekerja
migran di wilayah Timur Tengah, juga menunjukkan titik lemah
pemerintah karena tidak ada perjanjian bilateral dengan negara-
negara  fujuan  penempatan TKW. Pekerja migran hanya
dihubungkan dengan penyalur tenaga kerja melalui agen. Status
pekerja migran untuk pekerja rumah tangga dianggap urusan
internal rumah tangga bagi majikannya, karena pekerja migran
bukan dianggap sebagai pekerja (buruh). Penanganan dan
pengawasan berada di kementerian dalam negeri tempat bekerja
para TKI, bukan kementeriam tenaga kerja. Implikasinya, mereka
tidak terikat dengan aturan-aturan ketenagakerjaan.

Secara antropologis kultur orang Arab dan Indonesia
sangat berbeda, relasi gender sangat tidak setara. Bagi orang Arab,
pembantu rumah tangga adalah budak, jika ia seorang wanita
maka berhak dimiliki oleh tuannya (pria). Kepemilikan dokumen
dan alat komunikasi TKW berhak dikontrol oleh majikannya.
Kultur semacam ini sulit dirubah, termasuk persepsi bagi
pemerintah dinegara-negara Timur Tengah.

Dengan melihat kondisi itu, rasanya kebijakan pemerintah
untuk membekali alat komunikasi (handphone) bagi para pekerja
migran bukan solusi jitu untuk mengurangi kekerasan bagi
mereka., Paling penting dari semua itu adalah bentuk
perlindungan yang jelas dan tegas. Ada hukum tertulis secara
terintegrasi melalui perjanjian kerja antar kedua negara. Selama
ini tidak ada mekanisme dan konstruksi hukum yang permanen
untuk melindungi pekerja migran.

Persoalan perlindungan pekerja migran, patut kita belajar
dari Filipina cara melindungi pekerja migran mereka. Para pekerja




migran Filipina selain mereka dibekali keterampilan memag
klausul perlindunganpun dimuat dalam kontrak kerja stands
yang ditandatangani antar pekerja migran asal Filipina dar
majikannya di Malaysia, antara lain jam kerja tidak lebih dari 100
jam, dengan waktu istirahat tidak kurang dari delapan jam
berturut-turut. Paspor dipegang pekerja migran, akomodasi yang
layak dan makan tiga kali sehari, bebas biaya kesehatan dan
rumah sakit jika pekerja migran sakit, hingga pengesahan kontrak
kerja oleh kedutaan Filipina dan divalidasi oleh Fhilippine
Overseas Employment Agency (Kompas, 26/11/2010).

Selain perlindungan, bentuk rekrutmen, pengawasan dan
penempatan perlu dibenahi dan diperketat. Umumnya calon
tenaga kerja yang akan diberangkatkan pembekalan kemampuan
keterampilan maupun berbahasa semua diserahkan kepihak
penyalur tenaga kerja yang melakukannya. Pemerintah lebih
banyak bertumpu pada administratifnya saja, seperti sertifikasi
calon tenaga kerja. Persoalan administrasi di Indonesia, termasuk
sertifikasi relatif mudah diperjualbelikan. Kasus Sumiati menjadi
cermin yang terang, ia tetap diberangkatkan ke Arab Saudi
kendati tidak dapat berbahasa Inggris dan Arab, meski hanya
bahasa pasif. Dengan kemampuan bahasa yang terbatas,
komunikasi antara majikan dan pekerja migran dipastikan
menimbulkan masalah tersendiri, tentu saja para majikan merasa
dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Mereka merasa kecewa karena pekerja rumah tangga yang
didapat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dugaan saya,
kekecewaannya kerap ditimpakan kepada TKW, bahkan dengan
kekerasan yang berulang-ulang, pada akhirnya seperti kasus
Suyati tidak tahan lagi diperlakukan kasar pada akhirnya ia
bertindak nekat. Yakinlah, selama penataan dan pembinaan calon
tenaga kerja tidak dilakukan perbaikan secara optimal, serta
lapangan kerja dalam negeri minim. Calon tenaga kerja selamanya
tetap akan berusaha mengais rezeki diluar negeri kendati memiliki
resiko yang tinggi.Ll]
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. -rah perdagangan bebas merupakan bagian penting
g M_H..W mmmaﬂmmmm_.mm.mr perdagangan internasional yang
sudah ada sejak lama, menekankan pasar terbuka,
Diasumsikan, perdagangan bebas akan menciptakan _uMmEmnHM
perdagangan bebas juga menunjukkan keragaman atau mnﬂﬁm.mﬁ
kebudayaan yang dapat menciptakan rmﬂmfﬁ:nmhr panj rmm
sejarah telah membuktikan bahwa Em_.w.wm yang mﬂﬂm_._wm_u?
dalam sistem perdagangan dengan dunia luar (terbuka) le
makmur. . .
Inilah yang menjadi dasar pijakan teori QE._ nmﬂm:mwmﬁmm_
kebijakan kegiatan perdagangan bebas, memberikan ekspe mMM”
menguntungkan negara-negara yang terlibat dalam rmm_m”wﬁﬂ._ﬂ
bebas baik negara maju maupun negara-negara _umh_u MMM
sepanjang waktu. Munculnya teorl ini _“ﬁm_immmzmmﬂm Tm_mmu\mn_._
keberlanjutan sampai hari i, merupakan kore ”“_ . Mﬁm - nm.
kebijakan dari merkantilisme yang telah berkembang H_. rop 4
tahun 1500. Jika ditelaah historisnya, Ekonom yang pa ing ﬂ:q :
menolak sistem merkantilisme adalah Adam Smith dan diperkua

oleh David Ricardo.

dasar dari merkantilisme yaitu perlunya dilakukan

oo tuk memperbesar devisa, namun

perdagangan antar negara un
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ekspor dan memperkecil impor : 5 b
: proteksi dalam negeri (kerajaan
pada zaman itu) menjadi keharusan. Adam Smith nﬁnm%._?wwa_‘“_

dgar suatu negara sejahtera dan memiliki devisa yang banyak

maka setiap negara harus mengembangkan free trade, protel

justru akan menciptakan inefisiensi dan kemampuan kompet;

menjadi rendah. Karena itu diperlukan free trade, keuntungann

setiap negara akan memiliki keunggul e
gulan absolut (absolufe
advantage), dengan adanya keunggulan absolut setiap negara

melakukan spesialisasi, et .
efisiensi dan kompetisi. yang juan untuk menciptakan

Dalam perkembangannya, David Ricardo juga

crorang ekonom klasik mengembang teori mw.w._ Wm%ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
dengan keunggulan komparatif
(comparatif advantage), Ricardo
berpandangan bahwa keunggulan
absolut tidaklah cukup harus
dimiliki suatu negara dalam
sistem perdagangan internasional,
akan tetapi keunggulan
komparatif jauh lebih penting
terutama mendorong
produktifitas tenaga kerja,

Pada akhirnya konsep
perdagangan bebas terus
berkembang, perdagangan bebas
adalah sebuah konsep ekonomi
yang mengacu kepada Harmonized Commodi ipti
ﬁn&:ﬁ System (HS) dengan ketentuan mm_.__m___ ﬂ”ﬂﬁﬁﬂwhﬂm
Otganization yang berpusat di Brussels, Belgia. Penjualan produk
antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan
_umun_wm.mbm.m: lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan
sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang
ﬂ%&mﬁ.ﬂ n_ﬁm_ﬁm_.?mmr_.m_. dalam perdagangan antar individual-

Vidual dan perusahaan-peru i
e i AEWME&&. perusahaan yang berada di negara

ADAM SMITH 1723-1790

Meskipun  teoritisnya ideal, akan tetapi dalam

. ipendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar

Ilup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala
ai. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas

!..__.,:_irm:rﬂ: negara maju untuk mengeksploitasi negara
Iwitkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi
slandar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan

bobias  juga dianggap merugikan negara maju karena ia
menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara
laln dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang
imenyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.

Kendati muncul polemik, hampir semua pemerintah
(negara) memiliki keyakinan keuntungan dari perdagangan bebas.
Arus utama perdagangan bebas tetap mengalir, bukan saja negara
maju ikut di dalamnya akan tetapi negara berkembang pun tidak
mau ketinggalan. Dalam konsep ekonomi internasional, ada
beberapa bentuk perdagangan internasional yaitu multilateral
(didalamnya seperti World Trade Organization), untuk tingkat
regional dikenal Free Trade Area (FTA) dan Free Trade Agreement
(bersifat bilateral). Sementara dilihat dari teori tahapan integrasi
ckonomi regional, ada beberapa model kerjasama ekonomi
diantaranya; Trade Preferency Arragement, Free Area Trade, Customs
Union, Common Market, Economic Union dan Monetary Union.

Beberapa bentuk organisasi yang dikemukakan ini,
Indonesia sebagai negara berkembang juga menceburkan diri,
menjadi anggota WTO, APEC, FTA yang memiliki nuansa
perdagangan bebas. Dengan penuh  keyakinan, pemerintah
Indonesia menjadi anggota APEC, dalam konsep awalnya akan
diberlakukan mulai tahun 2020. Sedangkan FTA ASEAN sudah
berlaku dan ASEANChina-FTA (AC-FTA) pemerintah sudah
melakukan agreement mulai berlaku efektif 1 Januari 2010.

Jadi pertanyaan, apa itu FTA? Free Area Trade adalah suatu

bentuk kerjasama ekonomi regional yang perdagangan produk-
produk orisinalnyan negara-negara aggotanya tidak dipungut bea
masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain "internal tarif”
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antara negara anggotanya menjadi 0 persen, sedangkan masl
masing negara memiliki “external tarif” sendiri-sendiri, Conta
AFTA (ASEAN Free Trade Area). Jika dihitung dari sekary
pemberlakukan ASEAN-China FTA berarti tinggal tujuh Iy
(hitungan ini dilakukan pada saat artikel ini ditulis, red).

Lalu apa dampak dari implementasi dari ASEAN-Chiy
FTA bagi Indonesia? Secara teoritis manfaat perdagangan beby
sudah dikemukakan di atas, tapi dampaknya yang muncul bag
Indonesia secara negatif sangat banyak. Karena itu banyak pihal
menganggap bahwa pemerintah terlalu nekat menyetujui ASEAN

China FTA. Dalam konteks negara ASEAN sendiri, kita tidak

terlalu kuatir implementasi FTA tersebut, kendati beberaps

produk negara ASEAN lain seperti Vietnam untuk produk teks
dan mebel sangat kompetitif, akan tetapi dengan China akan
memberikan dampak yang serius. Dalam kenyataannya
implementasi perdagangan bebas dengan China jauh sebelumnya,
produk-produk China sudah membanjiri pasar Indonesia. Apalagi
jika sudah diberlakukan, maka produk China akan memukul
produk lokal Indonesia.

Lalu, apa salahnya dengan produk China? Di sinilah
persoalannya. Sudah bukan rahasia lagi, selama ini mutu produk
China yang membanjiri pasar kita tidak jauh berbeda dengan
produk dalam negeri, bahkan lebih buruk. Produk China juga
masih diragukan keamanannya bagi kesehatan. Selain itu, barang
dari ‘Negeri Tirai Bambu' itu kelewat murah sehingga produk
dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya mati. Saat ini hampir
semua jenis produk China melenggang bebas masuk ke negeri ini.
Padahal, pada era 1970-an produk China yang diimpor hanya
produk yang tidak bisa dibuat di Indonesia (Media Indonesia,
22/12/2009).

Ada beberapa dampak yang akan timbul dengan ASEAN-
China FTA, jika dilihat dari transaksi perdagangan, defisit
perdagangan China selama lima tahun dengan Indonesia
membengkak, dan Indonesia merugi puluhan triliun dengan
China. Indonesia hanya mengalami surplus perdagangan dengan
China pada 2003. Tahun-tahun berikutnya, Indonesia mengalami
defisit perdagangan dengan Indonesia. Neraca perdagangan
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. jadi j donesia mengalami
jn-China menjadi jomplang dan In r

| L% 3,61 milyar pada tahun 2008. Perdagangan di wm_am.n

Wlaktur mencapai defisit terbesar yakni US$ 7,61 miliar pada

i 2008 (inilah.com).

Dengan demikian, perjanjian perdagangan w.m_umm Pmmhwwq.
il amat jelas bakal lebih menguntungkan China darip ”
panegara  ASEAN, dan sangat ._m_mm terutama mw_wm.ww
Weruglkan Indonesia. Data resmi dari m”n._mmb Pusat me_um
; unjukkan saat ini saja ekspor kita ke China hanya 5,91persen,

_ _ i Kelak, ketika
Sulangkan impornya mencapai 8,55persen. :
,ﬂ_._.?”::mm: bebas sudah dijalankan, diprediksi ekspor kita hanya
i

Ik 2,29 persen menjadi 8,20 persen. Hw_ur sebaliknya impor kita
datl China bakal naik 2,81persen menjadi 11,37persen.

nghadapi pelaksanaan perjanjian _um_.m_mmmhmﬂ._ _ummw.wm
}z__‘bz__.,‘.WmEmm m_.H_wr ﬂ_..H_mm 2010, Indonesia sepertinya _._mE..m m_wm_ﬂ
slap kehilangan uang senilai Rp15 friliun. Uang ini adalah _““nw
pemasukan yang biasanya diterima KE._E,H Bea dan Cu » MHW
fahunnya menurut Dirjen Bea dan ﬁ.“_._am_ Um_u_ﬁ:.. ﬂmnﬁ_”ﬂm _E_u.
furjadi ketimpangan besar jika FTA n_nzﬁ_mﬂmﬁﬁm_wﬂ.m : u.m.rq
torhitung 1 Januari 2010, bea masuk E?_.,“_ 8,097 pos tari ﬂhﬁ
sektor industri akan dibebaskan menjadi 0 persen. Kesepakatan
pembebasan bea masuk impor justru akan memperlemah posisi

i i i di Indonesi, selain itu
UMEM sebagai tulang punggung En:m_.a_ . .
akan mengancam sebelas sektor industri. Sebelas sektor industri

lersebut diantaranya industri tekstil, E,mrmw—mh dan minuman, M_m_
dan hasil pertanian, petrokimia, sintetik Eumr. besi nmﬂ H....m_m FE._
manufaktur, serta otomotif. Jika kelompok industri ini kolaps
maka akan menciptakan ledakan pengangguran.

Ragillia (2009) mengemukakan _Em.nm_,._.w _u_mmm._b n:.mm_nnﬂm
memperkirakan pemutusan hubungan kerja ..m_uw_”ﬁ _..E.mm»www.rm:
orang. Hasil riset Ikatan Sarjana mrcﬁon.n. Fmo_..mm_m_ .
menyebutkan tujuh sektor industri Wm_..mu.mnmu_m_ merugi Ebmmw i p-
35 triliun per tahun. Mereka terdiri dari mm:awﬁﬁ.ﬂ .mez mm_
produk tekstil (TPT), alas kaki dan barang kulit, elektronik,
keramik, makanan dan minuman, serta besi baja. Ketujuh industri
itu akan kehilangan pangsa pasar lokal cukup besar.
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Kemudian industri baja nasional juga mengalamj .

M:J..P n_ﬁmmﬂwmm, bakal kalang kabut rm“.mmm &mnw_ut _um._‘“.ﬁm_ i
funa. Betapa tidak? Dibentengi dengan bea masuk pun. (i
&nﬁﬁ&.ﬁmﬁﬁ: menjual dengan harga dumping. nﬁwﬁ_fr: 1
Mmﬂm ﬁﬂwsm.mﬁsﬁmm._m adalah tekstil dan produk tekstil (T[¥
udah lama industri TPT di Tanah Air termehek-mehak gara«g ,
serbuan buatan China yang murahnya minta ampun. “

Kekuatiran yang sama dikemukan
yang ekonom dan Kely
wﬂﬁ Group Koordinasi Fiskal dan Moneter, Sri Adiningsih, kala
onesia tidak siap, bisa terjadi keresahan sosial. Jangan sa ¥

¥yang menjadi korban adalah
banyak kesempatan kerja, usaha padat karya yang menyeray

) Kekuatiran  penerapan  ACFTA  bukan :
a_._HMn_ME;ﬁ_E: para politisi, civil society, dan ekonom akan _”mmﬂu_.ﬂ
pelaku :mmr.m Juga amat pesimis. Para pengusaha sangat m_c_u
produk nasional akan dilibas produk-produk asal _D_.m w .,
sangat _.Sﬁ_umn:.h bila kesepakatan perdagangan bebas :hmﬂﬂhm
tetap dilanjutkan. Ada beberapa pandangan yang men m..m_ ka
bahwa pelaku usaha siap dengan AC-FTA paling mm_u% MM_HHP

ifupun ada beberapa persyaratan untuk mendukung kelansungan

dan daya saing usaha mereka.

Merespon keberatan dan keingi

. nginan  pelaku usaha,
W_Hnn_wm%sm_mr akan mengusahakan penundaan penerapan rmE_mrmﬂ
s Mwﬂ e mﬂﬂmﬁﬂsmﬂm W..HE terhadap 303 sub sektor usaha. Dari

gambilan ljakan, pemerintah seperti i
ﬂam?ﬁmi:rr&._ keberatan yang disampaikan _umu_uwma& b.__uum”mw_ﬂ_m”
E“M ﬁrm“ﬁgfﬁham&swm kebijakan itu ditempuh vm_.n_mmmm_._a.:

ement dari agai stakeholders. Keberat is: i
berbagai pihak bukan men e o L

: gada-ada, tapi dampaknya sudah t
seperti yang sudah digambarkan di ata 4 agangan
: y : dampak perd

Indonesia — China). Kalan i & e e
: - gan internal pemerintah sendiri i
mEm__ﬂ berjalan sendiri-sendiri, keinginan Umﬁmﬂmmﬂ_u.,: u._pﬁwmr._u_mﬂ“
untuk menunda penerapan AC-FTA sudah disuarakan, tetap
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Wileimen Perdagaangan juga memiliki agenda sendiri terkait
i AC-FTA.

Saal ini pemerintah melalui Departemen Perindustrian
Wilidontifikasi beberapa jenis industri akan diajukan revisi
nidaan implementasi AC-FTA. Ini menandakan bahwa
Merintah sendiri tidak konsisten dengan kebijakannya, kasarnya
llat ludah sendiri. Ada beberapa jenis industri yang diusulkan
Wik direvisi, yaitu industri tekstil, baja, alas kaki dan petro

I
Hungapa PProduk China Murah?

China (Tiongkok) termasuk negara unik, menarik banyak
[angan ilmuwan yang kerap melakukan kajian tentang idiologi.

~ Asumsl yang menjadi keyakinan bersama bahwa demokrasi
pulitik merupakan cara untuk membangun negara menjadi lebih

wjahtera. Saya tidak berkesimpulan bahwa China sudah menjadi
negara makmur (sejahtera), tapi harus diakui China sudah
menjadi pemain utama ekonomi dunia. Jutaan warganya menjadi
milloner dalam sepuluh tahun terakhir ini. Itu pertanda bahwa
negara ini sedang bergerak maju. Pada saat krisis global tahun
2008, hampir semua negara mengalami pertumbuhan minus,
sementara China tetap tumbuh sekitar 8 persen.

Pertanyaan saya, apakah demokrasi politik akan menjamin
demokrasi ekonomi (negara lebih sejahtera)? Atas pertanyaan inj,
(‘hina mungkin menjadi salah satu negara pengecualian asumsi
ini. Betapa tidak, China menganut liberalisasi ekonomi yang
sangat massif, sementara perilaku demokrasi politik masih jauh.
Kekuasaan politik China masih didominasi oleh partai komunis,
lidak ada proses pemilihan umum. Semua kritik dibungkam
secara keras, pers tidak bisa bersuara kritis, ini yang saya
maksudkan negeri yang unik secara idiologi.

Liberalisasi ekonomi yang dipilih China, tentu sulit
dicerna dengan sederhana logika teori yang memadukan antara
kaptilisme ekonomi dan komunisme politik, tapi itu bisa terjadi di
China. Liberalisasi ekonomi dan praktek ekonomi pasar yang
dijalankan mendorong China makin agresif sebagai pelaku dan

r— e

i3




company (MNC) membuka cabang di China, bahkan sebagian beg
Justru memindahkan kantor pusatnya ke negeri itu.

Hasilnya, hampir semua produk China merajai sem|
pasar-pasar.  Kemampuan  melakukan produk  mas
mengakibatkan industrinya lebih efisien dan kompetitif sehingg
produk-produk China lebih murah, kendati darj segi kuality

sebetulnya tidak lebih baik dari produk lokal Indonesia send
Mengapa ‘China begitu hebat membangun ekonominya?, sudaly
ratusan buku dan tulisan yang mengulas kehebatan China dagl

segl ekonomi, bahkan kemampuan militernya juga makin maju.

Secara sosilogis, China begitu cepat maju karena tidak
terlepas dari apa yang disebut oleh Wibowo (2006) memiliki jaring
laba-laba keluarga. wmnmmmzm.nmmmmmsm China berhasil menembusg

pasar kemana-mana karena menggunakan jaringan ini. Selain ity

orang Jepang, Eropa dan Amerika tapi didominasi oleh investor
dari China perantauan,

Terkait dengan kemampuan China menghasilkan barang-
barang murah, banyak faktor yang menyebabkan produk China
bisa begitu murah. Pertama adalah biaya uang (cost of fund).
Dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan di
Indonesia, pengusaha China akan jauh lebih diuntungkan. Kedua,
infrastruktur yang ada di China lebih tersedia sehingga bisa
membuat perusahaan lebih efisien. Ketiga, Pemerintah China
memberikan insentif Pengurangan pajak hingga 15 persen kepada
perusahaan yang berorientasi ekspor. Keempat, kepastian berusaha
di China jauh lebih kondusif sehingga segala macam proses
perizinan bisa berjalan cepat.

Hal lain yang patut dicermati mengapa produk China
begitu murah? Umumnya industri-industri biaya komponennya
yang paling besar terletak pada biaya riset dan pengembangan,
China mampu menylasati pada variabel research and development

disebut reverse emgineering.
il dengan memanfaatkan apa yang : :
it ﬂ_:ﬁ.zmmlx.% merupakan suatu kegiatan membuat _n_mn.:_uw
il w:ﬂﬁ sudah ada dengan menggunakan part, material,

_ il cara pembuatan yang sama seperti produk aslinya. Dengan

I lain meniru. Reverse Engineering ada dua (2) jenis, yaitu:

| 1 i linya. Meniru material,
Muniru material, bentuk sesuai dengan as

Dntuk tetapi dilakukan modifikasi. Dengan Ewgmh.mmm*__wﬂ“
Welode produk China dapat memanfaatkan beragam jenis produ

ulam waktu yang singkat.

Netidaknya, Apa yang Harus Dibenahi Pemerintah?

Penerapan pasar bebas di _nwimmm.ﬁ um.mmn__sm_ }MNWW nmu
China sudah kadung berjalan, artinya ,_E.,m. siap mﬁﬂwwnﬁﬁﬁ%
harus siap menghadapi realitas Im—aﬂﬂ_wmm_l. UMWM.. o
tumpelition pasti ada pemenang Eeﬂ:ﬂh&.uﬁd pihal WMMM IH‘..W
necara normatif permainan diarena globalisasi E_NE HE .w N y
saja perlu dukungan dan kesiapan yang _....ﬁ_....mnw“w. .E,”m Ebwnm
bertanding dalam dunia olah raga, mustahil akan jadi .Em_nE n_wn
pernah latihan. Aktifitas latihan perlu dukungan infrastruktur
5DM yang tangguh. |
lam  ranah erdagangan  bebas, tentu juga
:.Ej_uﬂw.wwmh kesiapan. “EM_ tidak jangka panjangnya kita mM%man
jadi penonton saja, membeli karcis untuk menonton pertan E—MEE
di lapangan luas (pasar) kita, dan yang wm_.ﬂm__:_._:mm“”n:ﬁm
Banyak hal yang mendasar yang harus &_?m.:m_ﬁ oleh peme -
menghadapi realitas ini. Dalam Wmhum,._n _._mm: studi Enﬂnﬂﬁu -
daya saing kita relatif lebih rendah dibandingkan n_m_..mmﬁ mw i
lain di ASEAN, karena pelayanan birokrasi yang belum op 0y
masalah-masalah perbankan yang belum Hn_mr.p quﬂMﬁ
dibandingkan dengan perbankan di luar, masalah E_.ﬂ...mmwﬂ; EMm
pasokan listrik dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pus
dan daerah. Belum lagi kasus korupsi nmw_ penyelundupan M_M.M
banyak merugikan produsen lokal, sehingga daya saing
makin melemah. |
Terkait dengan rendahnya daya saing industri
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manufaktur, antara lain akibat kegagalan PLN dalam menjaga
pasokan listrik dan tingkat harga. Ironisnya, tingginya biaya
produksi terjadi karena PLN tidak mendapat dukungan pasokan
energi murah baik batu bara maupun gas dari pemerintah.
Padahal Indonesia memiliki kekayaan energi alam yang tidak
kalah jika dibandingkan dengan China. Tetapi pemerintah
Indonesia memilih menjadikan batu bara dan gas sebagai
komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun industri.
Kéndati pemerintah telah berulang kali mempublis secara luas,
bahwa energi kita lebih diutamakan domestic oriented, tapi dalam
implementasinya tidak jalan.[0)

Pddd
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Negeri Importir; Implikasi Kebijakan vang Kurang
Berpihiak

ndonesia sudah dikenal sejak dahulu karena kekayaan
% alamnya, potensi itu menjadi incaran negeri-negeri

Eropa. Lama kelamaan kekayaan dikuasai oleh mereka,
berlanjut pada sistem kerja rodi untuk memproduksi komoditi
yang dibutuhkan di pasar Eropa, sekaligus menjadikan nusantara
ini sebagai negara kolonial. Penguasaan sumberdaya alam, serta
kekayaan lainnya terus berlanjut hingga kini meskipun dengan
metode yang berbeda.

Jika ditelaah, lalu dikelompokkan, setidaknya ada dua
potensi utama Indonesia yang dapat dijadikan sebagai
“keunggulan komparatif’, yakni sumberdaya alam dan jumlah
penduduk yang besar, selain China, India dan USA. Kekayaan
sumberdaya alam berada di atas tanah, di bawah permukaan
tanah maupun di dalam laut, Meski demikian kekayaan
sumberdaya cenderung menjadi kutukan bangsa ini, sebab
hasilnya belum mampu memberikan kesejahteraan secara optimal,
malahan bangsa lain yang banyak menikmati.

Kefakiran (miskin) masih begitu mudah kita menemukan
disetiap sudut-sudut kota besar sampai di pelosok desa, anak
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putus sekolah disetiap perempatan jalan, penduduk
bermigrasi masuk kota mencari penghidupan yang layak,
jutaan di luar negeri yang tidak terlindungi dengan maksim
karena minimnya ketersediaan lapangan kerja dalam negeri.

Dalam perpspektif lain, berulang kali pemeri
mengklaim sukses dalam bidang ekonomi, terutama mengata
stabilitas makroekonomi, cadangan devisa meningkat, inflasi y
terkendali, nilai tukar rupiah cenderung menguat, angk
kemiskinan menurun, serapan tenaga kerja meningkat, se
kesuksesan-kesuksesan lainnya. Pada kenyataannya memang,
secara statistik sulit kita bantah. _

Banyak cerita di bidang perekonomian, pada saat yang
bersamaan dibalik cerita itu menyimpan potensi “duka” dan amat
membahayakan perekonomian nasional dalam jangka panjang,
Meski efeknya sudah terasa saat ini, sepertinya pemerintah tidak
beranjak dari model kebijakan konvensional yang ditempuh dari
tahun ke tahun. Dalam PDB, jika dikelompok persektor ada
sembilan sektor sebagai kontributor perekonomian, setidaknya
bila dibedah satu persatu permasalahannya mungkin akan
memiriskan hati sebagai bangsa yang kaya sumberdaya dan
berpenduduk besar. Mulai dari sektor pertanian, sektor
pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor
listrik gas dan air bersih, sektor bangunan/konstruksi, sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan
komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan
seklor jasa-jasa. .

Namun dari keseluruhan sektor yang disebutkan di atas,
tulisan ini hanya hendak mengulas masalah yang dihadapi sektor
pertanian dan turunanya, sebab sektor paling banyak digeluti
angkatan kerja kita. Sektor ini juga sesungguhnya memiliki
keunggulan daya saing, namun justru terpuruk. Tidak sekedar itu
saja, akan ditelaah berbagai implikasinya secara luas, bahkan
kedalam sub sektor.

Dari konstruksi masalah yang ada, tidak menutup
kemungkinan ada pemikiran alternatif sebagai bantalan kebijakan,
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para  ekologis, lebih melihat

ngabaikan faktor sosial, apalagi masalah keadilan untuk
pentingan bangsa. .
Pada level pengambil kebijakan biasanya abai terhadap

lgslapan perangkat pendukung, keberpihakan terhadap bangsa

i i i di dengan pragmatisme
aslonalisme) seringkali dikalahkan
s_ud_*nrms, Selain itu mafioso ekonomi fturut wmﬂr”nmﬁ .umn-m
koglatan ekspor-impor yang kurang peduli dengan wmﬂﬁ.m“
bangsa, mereka sesungguhnya pemburu rente yang y
mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Negara Agraris dan Membanjimya Produk Impor Pertanian.

S § e yaan
Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa, kekayai
sumberdaya alam sangat melimpah. Akan tetapi r_“...wwm_,mw: _u.wE
belum memberikan kesejahteraan secara _.Ewm:ﬂm_ . #mmm
masyarakat secara luas. Ada banyak masalah yang ninmnm:__ ! mh
sektor dan subsektor pertanian. Sektor pertanian yang melipt
{anaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan,
dan hortikultura. o
4 .
Meski pada kenyataannya sektor pertanian memuii pe
penting memberikan lapangan kerja bagi hampir separuh
angkatan kerja Indonesia. Bahkan sektor _mnm_m?.:_ juga
memberikan kontribusi yang nyata terhadap total nilai m_am_uo_, M_..“_.
produk domestik bruto (PDB), atau malahan _m__.w_.__w& se .
andalan dalam kegiatan ekspor, terutama komoditi karet, sawi
kakao, kayu dan rotan di tengah lesunya ekspor industri olahan.
ini i i dah dari
N rkembangan sektor ini masih _m?._,._ ren
potensi Hﬂnﬁ? dan partumbuhannya berkejaran nmn_mnn
rtumbuhan populasi. Kegiatan sektor pangan dan m_.._.“_ sektor
__H% lainnya sebagian besar masih terfokus pada nr.wﬁ_ﬁm di
lahan pertanian (on-farm), padahal peningkatan kesejahteraan




petani hanya bisa didukung dengan pengembangan kegiatan di

luar pertanian (off-farm).

Perkembangan kegiatan ekonomi pangan dan pertanian

diperhadapkan oleh berbagai kendala, seperti buruknya sistem
pendukung sarana publik terutama yang di dalamnya
ketersediaan air irigasi di lahan petani, jaringan jalan perdesaan
untuk distribusi pasokan bahan dan produk usahatani, dan
ketersediaan dukungan permodalan. Belum lagi diperhadapkan
pada penurunan kuantitas dan kualitas lahan terutama karena
banyaknya lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan komersil
di luar kegiatan pertanian.

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi sektor
| 2rtanian terutama sub sektor
pangan, pada akhirnya petani -
yang menggeluti sektor ini kerap
diidentikkan dengan kemiskinan.
Karena itu banyak dari mereka
beralih profesi bekerja serabutan
di kota-kota besar, padahal sektor
dan subsektor pertanian cukup
memberikan  peluang  untuk
mensejahterakan masyarakat.
Tidak itu saja, lahan pertanian
tersebar luas di hampir semua g et ]
pulau-pulau besar di Indonesia, . i
lahan tidur ratusan hektar tidak termanfaatkan dengan baik. Pad
saat yang bersamaaan banyak lahan produktif beralih fungsi.

Selain itu politik pertanian, dalam hal ini berkaitan dengan

kebijakan publik di sektor pertanian sejak orde baru, sampai saat .

ini menunjukkan adanya keterlepasan keterkaitan antar sektor.
Dalam konteks transformasi struktural, diasumsikan bahwa
peranan sektor pertanian makin menurun seiring dengan
perkembangan industri. Meski demikian, pengembangan industri
tidak boleh melupakan basis sumber daya terutama di sektor
pertanian, sebab bagaimana pun juga Indonesia merupakan
negara agraris. Sektor pertanian tetap dibutuhkan, karena itu
diperlukan sentuhan teknologi melalui riset dan pengembangan

{urutama untuk meningkatkan produktifitas.

ini dukung sektor
Minimnya prasarana dan sarana pen :
pertanian, serta dukungan kebijakan dengan sektor yang Euw_w“w
weperti industri pupuk dan bahan bakunya kerap kali fi
bersinergi. Karena itu sulit akan meraih kembali predikat yang
pernah di raih, Indonesia sukses mencapai swasembada beras
soperti pada tahun 1984.

Sebaliknya, dari periode ke mm&ﬂ&m pemerintahan
kebijakan politik pertanian begitu elok m_nmﬁm.w_... namun MEWE
implementasinya tidak mmw.ﬁmﬂ_ dengan .punﬂmm_.. a H
kampanye. Khusus untuk komoditi beras sendiri, Hmummurﬂn =M
mencapai swasembada malahan impor w_ﬁmm tetap Dberj .QE.M
Pernyataan pejabat publik yang menangani sektor pangan, b _MH..
jarang kita terkesima mendengarnya namin dalam kesempa
yang berbeda mengkerutkan kening kita mendengarnya.

Simak misalnya pernyataan menteri m_m_._ﬁumm?. u..n”_.m_nw
menjamin pada tahun ini (2010) _uncﬁ_..u_nmp .w_m_.mm 5m.£&=..&
melampaui tingkat kebutuhan dalam negeri sehingga EMMWE
tak perlu mengimpor dari luar (Matanews, 4/3/2010). Malahan
sesumbar akan melakukan ekspor beras. Beberapa bulan
kemudian, pernyataan itu bertolak belakang dengan ﬁm....:wmﬁmﬂ
pejabat publik lainnya, tidak ada pilihan _Em._ bagi Hnn.o_._mmﬁ untu
memenuhi stok pangan dalam negeri dilakukan impor beras.
Bahkan Selama 2010 ini total impor beras yang dilakukan
pemerintah jumlahnya bakal mencapai 1,33 juta ton, .mmnm—m_._
terakhir disetujui penambahan impor lagi sebanyak 250 ribu ton
(Detikfinance, 22/12/2010).

ih berkaitan dengan sub sektor pangan, :mmm_&_,m
kedelai ﬁﬂ lahan tersedia tapi kebijakan pendukung dari
pemerintah cenderung kurang, sehingga untuk ﬁnﬂmmﬂﬂﬁ _mn.um—ﬁ.
sebagai bahan baku produk makanan c_mr.mh (peragian) E.EEJ”
dengan kebijakan impor. Kedelai sebagai bahan dasar untu
pembuatan makanan tempe, tahu, susu, kecap dan _Eh-_E.b
tingkat konsumsi trendnya meningkat mmmwm.. tahun. Sebab protein
yang dikandung oleh kedelai cukup tinggi, dan bahkan sudah
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menjadi menu favorit bagi mas i
1 yarakat Indonesia, .
memenuhi kebutuhan stok nasional, solusinya impor. e

Produksi kedelai dalam neger; kendati meng
peningkatan, tapi relatif kecil, hasil _E.n.m&@m petani kedelai _.”.._ﬂ
mmw.:mn 400 ton, atau hanya mampu memenuhi kebutuhan nasion;
sekitar 20 persen dari total kebutuhan 2,2 juta ton E.MMM 1
ﬁﬁgﬁﬂ.wz_wmr-_.mﬁmhuﬁh.. Dengan  demikian impor : 1

kebijakan affirmatif
yang dapat mendorong produksi lokal &
berdampak terhadap penghasilan petani, apalagi lahan Fﬂmhm

m:.n._n:w..m_, kedelai cukup tersedia, Upaya peningkatan produksi itu
u.m,..,mmu..._ M di mnru;w oleh sektor hilir (off farm), misalnya kebijakan
) membuat harga kedelai di i i

e lpasaran stabil dan pengendalian

. Peningkatan produksi kedela i
Jumlah impor kedelai kedalam :mmm_mwﬂﬁmﬁmvm”ﬂwwmmzﬂwmﬁm
MM&E.:;W Eﬁ:d@w& sejak 1975, dan berlanjut hingga saat ini.
e m.:mHMm: permintaan yang lebih besar akan impor juga telah
amalkan jauh sebelumnya, peningkatan impor kedelai van
Emnﬂ.u_or.wm_mgﬁm: ini menunjukkan bahwa produksi ...p_.,__.H .
negeri ketinggalan di bawah permintaan. =5

Amerika Serikat telah menijadi n i
Yang penting bagi Indonesia. Wmh..“_mm Mwmwmaﬂmmmﬂmmﬂﬂmmw%”
n._wE:mww.ﬁ selama 15 tahun terakhir, namun tidak mam
m:E._uman oleh produksi dalam negeri, bahkan .
meningkatkan produksi dalam negeri cenderung mmmraﬂﬂwm
Emcmﬁn ada petani enggan menanam kedelai, karena kurangn M
Hw.w“””uﬂ_ihm MMMEWMM&JWF&%E menarik bagi petani =s_.w..w

E : a arga -
(terutama dari Amerika %Mﬂwmm‘m n_m.wm n__uﬂw_r _M.n__ﬂwwqmu_ﬂ.mm HMMM”

menyebabkan ti i :
:mmmﬂ . abkan tHdak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam

Untuk  menekan laju im i
, por diperluk i
_um-p_EWrmﬂﬁ produksi  melalui _uﬁabmrmwwm wwzm“ﬁﬂ.m_
perluasan areal tanam, peningkatan efisiens; produksi, ﬁm:m..ﬂﬁm:

lumbagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan
tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem
imodalan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan tata

.“_-x,_ dan insentif usaha.

Agar tujuan dan sasaran pengembangan kedelai dapat
lorcapai, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh

slnkeholder: (i) kebijakan pemerintah, mulai dari subsisten hulu
Ningga ke subsistem hilir; (i) komitmen dari stakeholder swasta/

pengusaha untuk berpartisipasi dalam menekan ketergantungan
pangan dari impor; (iii) partisipasi aktif pemerintah daerah dan
aparat pertanian (penyuluh) serta masyarakat pertanian dalam
pengembangan budidaya kedelai.

Tidak jauh berbeda, gandum sebagai bahan dasar
pembuatan terigu sejak zaman orde baru hinga saat ini belum ada
program pengembangan budidaya gandum, sementara kebutuhan
terigu setiap tahunnya meningkat, bahkan diperkirakan setiap
tahunnya konsumsi gandum nasional naik sekitar 6 persen.
Sebagai negara yang berpenduduk besar, bagi produsen gandum,
Indonesia merupakan potensi pasar yang paling baik, belum lagi
kegiatan impor komoditi ini dimonopoli oleh perusahaan yang
sudah menggurita dan linkage dengan industri makanan olahan
lainnya. Untuk tahun 2010 realisasi impor gandum menembus 5,85
juta ton atau setara dengan konsumsi terigu 4,3 juta ton
(Detikfinance, 24/01/2011).

Porsi terbesar impor gandum untuk terigu, ekuivalen
dengan 1 juta ton. Permintaan terigu setiap tahunnya juga
meningkat karena permintaan produk olahan berbahan baku
terigu naik. Jadi meski terjadi peningkatan impor gandum tidak
100 persen untuk konsumsi domestik, sebagian diekspor produk
turunan terigu. Sampai disitu, bagi bangsa Indonesia cukup
menguntungkan karena negara ini sudah menjadi sentra produk
makanan olahan berbahan terigu. Tapi industri hulunya
(produsen gandum) tetap menguntungkan bagi mereka, apalagi
produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi impor. Saatnya
nanti jika negara penghasil gandum mengalami gagal panen,
maka suplai pasti terganggu dan berdampak terhadap kenaikan
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harga-harga produk turunan terigu (gandum).

, Selama ini pengembangan budidaya gandum bel
berjalan  efektif, alasan utamanya gandum kurang co
dikembangkan di daerah tropis. Kalaupun ada, luas laha
ﬁnomn_&ﬁﬁmw _mmEW_E tropis relatif masih rendah atau tak
memenuhi skala ekonomis, selain itu ri I
sangat sedikit lahan yang cocok untuk MMM.%:%WMEHMM ﬁwmmw
mmjmmh tanaman padi. Gandum lebih cocok ditanam di daerah
kering dan tinggi.

Jika ini menjadi kendala utamanya, terasa a i
untuk mencari lahan seperti itu _u:wwh ﬁmurmwmmmm_wmmowﬂw
menduga lebih karena perhatian pemerintah belum ada, kendati
garvm sudah menjadi kebutuhan pokok. Padahal penanaman
mm_En..E._ di Indonesia sudah ada sejak awal abad 20 secara terbatas
di Jawa yaitu di Pengalcngan, Dieng, Tengger, dan Amanumbang
Luas tanaman gandum di Indonesia tak pernah berkembang dan
tak _uum_dmw melampaui luas lahan 2.000 hektar per tahun. Menurut
Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (APTINDO), penyebabnya
mm:mm.ﬁ_um:mwn gandum di Indonesia tak berkembang karena
tidak ada penampungan hasil gandum, tak ada upaya khusus dari
pemerintah untuk mengembangkan gandum dan tanaman
mwzn=§ ditanam di dataran tinggi sehingga harus bersaing

engan tanaman sayuran yang lebi janji ik-Fi
S y yang lebih menjanjikan (Detik-Finance,

hmﬂ«&.&hm dengan gula, kondisinya tidak berbeda jauh.
.m.w_ummmm. bahan pokok, permintaan untuk konsumsi langsung dan
_:.%_.rﬂh makanan terus menanjak setiap tahunnya. Totalnya secara
nasional kebutuhan gula dalam negeri mencapai 48 juta ton
mmwn,mh. 2,7 juta ton untuk konsumsi langsung dan 1,8 juta _.n.n”
,E._E_n industri. Sedangkan produksi gula dalam negeri hanya 2,8
juta ton. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan nasional tidak ada
alternatif lain harus mengimpor, karena untuk mengandalkan
pasokan domestik sangat mustahil. Sementara impor gula juga
bukan perkara gampang, gula sangat bergantung dari siklus untuk
menunggu musim giling,

Selama ini, impor gula diambil dari India dan Thailand,
Alau alternatifnya dari Brazil. Sebagai negara yang masuk kategori
nerging market, India justru defisit gula sekitar 6 juta ton.
Bementara Thailand secara umum terkendala dengan musim
plling. Brazil sebagai salah satu negara produsen utama memang
unya stok gula yang lumayan besar, kendalanya jarak ke
ndonesia cukup jauh waktu tempu pengangkutan lebih dari
sebulan, Walau ada kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan
bea masuk, tapi secara umum importir sulit memenuhi karena
stok gula di pasar internasional kerap kekurangan.

Selain itu, Brazil sudah mulai mengurangi ekspor gula
iebu karena mereka mengembangkan industri etar. ' Dengan
melihat keruwetan pergulaan, untuk jangka panjang industri gula
harus dilakukan revitalisasi. Industri gula di Indonesia hampir
lidak ada perkembangan, terutama yang dikelola PTPN (BUMN),
sebagian besar pabriknya peninggalan Belanda.

Produksi gula yang dikelola oleh PTPN makin mengalami
increasing return to scale, tidak ekonomis lagi. Disamping itu,
diperlukan ekstensifikasi, perluasan lahan gula di beberapa
daerah. Karena itu semestinya swasta diberikan insentif, tengok
saja sudah banyak swasta berminat untuk investasi industri gula
tetapi mereka terkendala lahan. Sebagian lahan milik masyarakat,
idealnya yang membebaskan lah.n adalah pemerintah, terutama
pemerintah daerah dengan dukungan penuh pemerintah pusat.
Inilah bentuk insentif bagi investor, tidak boleh dibiarkan swasta
yang membebaskan lahan, karena itu akan berpotensi munculnya

konflik agraria.

Secara umum, masalah pergulaan yang setiap saat dapat
mengerek harga gula karena tata niaga gula tidak ada bedanya
dengan komoditi lain. Ada banyak tangan yang bermain, sehingga
masalah pokoknya ada pada sistem perdagangan dan
distribusinya. Konkritnya, untuk menekan laju impor dan
meningkatkan porduksi dalam negeri diperlukan pemetaan yang
konkrit berapa kebutuhan nasional gula, berapa produksi dalam
negeri. Perluasan fanaman tebu menjadi jalan paling tepat,
mengingat sebetulnya jika pemerintah bersinergi dengan
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pemerintah daerah peluang industri ini cukup besar, apalagi lahan
masih cukup lebar. Terutama daerah yang penduduknya masih
kurang. Revitalisasi industri gula menjadi mendesak, dengan
target jangka panjang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan
pasar dalam negeri, akan tetapi juga pasar internasional.

Sementara komoditi pangan tradisional lainnya yang
semestinya dapat menggantikan beras dan gandum semakin lama
diabaikan keberadaannya. Produk umbi-umbian dan sagu yang
merupakan makanan pokok bagi orang yang berada dibelahan
timur Indonesia, perlahan mulai ditinggalkan. Politik pangan
pemerintah cenderung menggerus kebiasaan masyarakat dengan
beralih ke komoditi beras, pada akhirnya pangan alternatif yang
sudah menjadi makanan pokok perlahanlahan ditinggalkan, dan
mendorong permintaan terhadap konsumsi beras meningkat.

Sementara pada saat yang bersamaan produksi beras
dalam negeri berfluktuatif, dan pemenuhan kebutuhan stok
dilakukan dengan mengimpor dari Vietnam, Thailand, bahkan
dari Jepang. Pengembangan sumber pangan lokal pada skala
ekonomi menghadapi berbagai kendala, terutama pada wilayah
pegunungan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya
infrastruktur dan lembaga pemasaran hasil pertanian. Petani
biasanya menjual produk pertanian mereka ke pasar desa yang
hanya buka 1-2 hari seminggu. Produk pertanian yang dijual
antara lain adalah umbi-umbian dan sayuran. Pemasaran hasil
pertanian dalam skala agribisnis sangat jarang dijumpai karena
produk belum memenuhi kuantitas yang layak dipasarkan
(marketable product) selain lemahnya sarana transportasi (Rauf dan
Suradisastra, 2008).

Tidak jauh berbeda, komoditi jagung sebagai sumber
pangan dan bahan baku berbagai makanan olahan serta sebagai
sumber minyak nabati. Selain itu, selama tiga dekade terakhir
permintaan jagung untuk bahan baku pakan domestik terus
meningkat seiring dengan berkembangnya pabrik pakan dan
industri perunggasan. Kebutuhan jagung domestik meningkat
pesat sebesar 6,6 persen per tahun, sementara produksi hanya
mengalami laju peningkatan sekitar 2,5 persen per tahun.
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Meskipun ada beberapa wilayah melakukan kegiatan
vkspor, seperti Gorontalo akan tetapi kebutuhan jagung nasional
fhasih lebih besar, dibandingkan dengan ekspor. Pada tahun 2010
saja, ditargetkan produksi jagung akan mencapai 19,8 juta ton,
namun kenyataannya hanya mencapai 17,9 juta ton. Jadi produksi
Jagung tahun 2010 masih ada kekurangan sekitar 2 juta ton.
Dengan tidak tercapainya target produksi jagung nasional
sebanyak 19,8 juta ton, maka untuk memenuhi kebutuhan jagung
Industri pakan ternak telah melakukan impor jagung (Business
News, 22 Nov 2010).

Kelihatannya, harga jagung domestik cenderung
berfluktuatif sementara harga jagung di pasar internasional
trendnya meningkat, bahkan diperkirakan harga jagung di bursa
komoditi berjangka internasional untuk penyerahan sampai tahun
4012 sudah mencapai di atas US$ 550/busel. Perkembangan harga
|ngung di pasar internasional tersebut, bisa dijadikan peluang bagi
Indonesia, dengan catatan ada kebijakan pendukung yang
memadai. Sebab kendala selama ini yang dihadapi para petani
Jagung sulitnya mendapatkan bibit yang baik, serta produktifitas
lnhan masih rendah, baru mencapai 4 ton/ha.

Menurut data Dewan Jagung Masional (DJN), Amerika
dengan menggunakan benih jagung hibrida dan transgenik,
produktivitas jagung rata-rata mencapai 89 ton/ha. Dengan
menggunakan benih jagung transgenik bisa diperoleh kepastian
produksinya  tinggi, karena teknologi transgenik bisa
menghasilkan benih jagung yang disesuaikan dengan iklim dan
lahan yang akan ditanami jagung transgenik.

Hal ini menggambarkan bahwa pengembangan komoditi
fagung, tidak lepas dari sentuhan teknlogi dan dukungan
kebijakan pemerintah yang memadai. Penggunaan bibit hibrida,
masih menurut DJN hanya sekitar 30 persen dari seluruh lahan
jagung yang ada. Pemasaran bibit jagung hibrida masih fokus di
daerah-daerah  yang  existing, sementara lahan untuk
pengembangan jagung masih begitu luas di beberapa daerah.
Untuk meningkatkan produktifitas jagung, jelas diperlukan
¢ksentifikasi ke daerah-daerah yang memiliki lahan yang potensi,
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sembari  dilakukan penyuluhan penggunaan bibit ung
(hibrida). Jika perlu, bibit hibrida digratiskan kepada peta
jagung, dan mengubah pola tanam dari satu kali musim tan
menjadi dua kali musim tanam setiap tahunnya.

Untuk sektor perkebunan, selain sawit dan kare
kebutuhan domestik masih begitu besar, terutama sebagai bah
baku sandang, seperti kapas. Secara nasional kebutuhan kapas

vaitu sekitar 500.000 ton kebutuhan serat kapas nasional per
tahun. Kapas impor kebanyakan digunakan untuk industri tekstil,

dan sebagian besar produk tekstilnya  diekspor. Sementara
produksi dalam negeri hanya sekitar 25 ribu ton (Business News,
27 Juli 2010). Sehingga Indonesia saat ini masih impor 99 persen
dari total kebutuhan nasional.

Ketergantungan kapas impor yang tinggi, berdampak
terhadap industri garmen. Pada tahun 2010 lalu harga kapas
melonjak hingga 100 persen berimbas pada kenaikan harga
benang dan poliyester. Kenaikan harga kapas dunia, setidaknya
menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), diakibatkan oleh
imbas pemanasan global dan banjir yang terjadi di berbagai
negara penghasil utama kapas seperti India, Pakistan dan China.
Selain itu, seiring dengan makin majunya perekonomian China,
terjadi lonjakan konsumsi tekstil di negeri tirai bambu itu yang
mencapai 20 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini memicu meningkatnya permintaan kapas.
Malahan, China telah menyebabkan kepanikan pasar dunia.

Industri tekstil di Indonesia yang bergantung dari kapas
impor tentu sulit bersaing, akibatnya industri tekstil mengurangi
produksinya, tidak menutup kemungkinan berlanjut terhadap
pengurangan pekerja. Kondisi ini jelas memperkuat indikasi
bahwa deindustrialisasi di sektor garmen makin meningkat,
apalagi setelah AC-AFTA berlaku, industri garmen banyak gulung
tikar karena tidak mampu bersaing dengan tekstil dari China dan
India dengan harga yang kompetitif, selain masuknya tekstil
illegal.

Dengan melihat luas lahan yang tersedia, seharusnya

humoditi kapas ini dapat dibudidayakan n_.m Hnﬂ._czm.mmP akan ﬁ.mﬂ.m_u_
kubijakan pendukung untuk memproduksi komoditi amat minim.
Karena itu, bagi industri garmen yang masih _m__mnm&mﬁ mereka
mengandalkan pasokan kapas dari China dan Afrika, _u..”.m_ :..n_pmmﬂ
jyarmen yang tidak mampu bertahan, Em_;mrm beralih menjadi
pedagang tekstil, terutama dari India dan China dengan harga
yang miring.

Sementara sub sektor peternakan, tidak jauh ww&mn?
Slapapun menterinya atau pejabat publik yang menangani mmrﬁ
Ini kerap bersuara lantang akan membuat program swasemba
daging. Bahkan kementerian H..._.m_.EH:mn menargetkan tahun 2010
lalu sebagai tahun swasembada daging, target tersebut meleset.
Saat ini target swasembada daging bergeser ke tahun 2014, dugaan
waya targetnya sangat politis, karena tahun tersebut merupakan
akhir periode pemerintahan saat ini. Karena itu ﬁmﬂmﬂﬂm&
berupaya meningkatkan populasi sapi, sehingga produksi .“_mmu_ﬁwm,
juga diharapkan bisa naik dari 250.800 ton _ﬁ_.EH.m 2009 menjadi
420.400 ton tahun 2014. Dari total kebutuhan daging, sekitar 30
persen masih diimpor.

Kegiatan impor daging tidak lepas dari ﬁwmr_..mr _8__..5_,,
yang cenderung menguntungkan partai ﬁmnmwﬂn_m: rmﬁmnmmﬂﬁ._
yang berkaitan dengan komoditi ini. ﬁmaﬁum”: rnnnmrmrw.uzm
impor daging dari Australia pernah mencuat dimedia nasional,
karena ada pemain baru dalam bentuk yayasan mendapatkan
kuota impor melebihi dari kuota pemain lama yang sudah
berpengalaman.

Tekad untuk mengurangi impor atau bahkan mencapai
swasembada daging tidak cukup, akan tetapi _wEE_., komitmen
yang kuat sebab akan berdampak luas bagi petani _umﬁnjm_ﬂ Target
swasembada daging tidak hanya menguntungkan bagi wmn.._omw_
saja, akan tetapi juga melibatkan petani kecil. Sebab potensi dan
lahan untuk pengembangan peternakan tersebar di seantero
Indonesia.

Selain itu, daging unggas perlu dikembangkan dan
mendapatkan perhatian sebagai subtitusi dari daging sapi. Sebab




daging unggas meski belum dibuka lebar kran impor, namus
banyak beredar terutama di supermarket. Bahkan impor daging
unggas yang kerap menimbulkan kontroversi, masih ingat deng
prahara impor paha ayam dari USA pada zaman menter
perindustrian dipimpin oleh Rini M. Suwandi. Umumnya, orang
orang USA, tidak suka mengkonsumsi paha ayam karena itu ag
produsen tidak mengalami kerugian, pengusaha peternakan i
biasanya mendekati pengambil kebijakan untuk memasukka
paha ayam sebagai komoditi impor.

Mungkin yang paling menghentakkan nalar sehat kita
sebagai bangsa yang dikenal sebagai bangsa maritim, setelah
penahanan ribuan ton ikan impor beku dan segar yang masuk ke
Indonesia. Sebanyak 200 kontainer berisi 5.300 ton ikan beku

ditahan di Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta,

Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan di
Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ikan beku itu
ditahan karena tidak memiliki izin impor (Kompas, 29/3/2011).

Bagaimana mungkin jika di tarik dalam garis ekuasinya,
panjang pantai Indonesia yaitu 95.181 KM. Indonesia memiliki
garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia.
Sedangkan negara pemilik garis pantai terpanjang diduduki
Amerika Serikat (A5), lalu Kanada. Sebagai negara yang memiliki

garis pantai yang panjang dan sebagai negara kepulauan terbesar

dengan luas lautan tiga per empat dari luas daratan, dari hasil

studi yang ada disebutkan bahwa sektor kelautan mampu

menyumbang US$ 140 miliar per tahun. Potensi ikan begitu
melimpah, potensi produksi lestari ikan laut Indonesia 6,4 juta per
ton per tahun, sedangkan luas laut Indonesia 5,8 juta kilometer
persegi. Tapi ironisnya, ternyata impor ikan tidak sedikit.

Dari segi kuantitas, Indonesia tidak kekurangan ikan tapi
faktanya kegiatan impor tetap berlangsung, bahkan mencengang
bukan karena volume ikan impor besar, melainkan juga karena
jenis-jenis ikan itu sesungguhnya banyak dihasilkan di dalam
negeri. Jenis ikan yang diimpor diantaranya adalah ikan kembung,
layang, lele, teri, tongkol kecil dan ikan asin. Ikan-ikan tersebut
merupakan ikan laut utama (dominan) yang selama ini dihasilkan
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iarl kegiatan penangkapan. Jenis ikan-ikan tersebut bagi kalangan
imasyarakat banyak dikonsumsi karena harganya relatif terjangkau
dan murah. Sebagai ilustrasi, harga ikan kembung impor dari
(liina berkisar Rp 5.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung
lukal Rp 20,000 per kilogram. Harga lele dari Malaysia Rp 8.000 -
It 15.000 per kilogram, sedangkan harga lele di Kalimantan Barat
Itp 20.000 - Rp 25.000 per kilogram.

Impor ikan yang melanda negeri ini sungguh menciderai
uira nelayan, ini jelas berdampak terhadap kehidupan mereka.
_.ar__h.c sudah ada peraturan yang menjadi payung hukum
mengenai pengaturan ikan impor, namun tidak diatur pembatasan
janis ikan, yang ada hanya uji mutu. Sehingga impor ikan yang
sejenis dengan ikan lokal pun terjadi. Kebijakan di sub sektor
perikanan ini memang cukup pelik, sebagai negara maritim
yemestinga  para nelayan sudah sangat sejahtera, namun
kondisinya berbanding terbalik.

Kehidupan nelayan setali tiga uang dengan kehidupan
sara petani, mereka identik dengan kemiskinan dan
—,_._:}mHmrmum. Kemampuan nelayan semakin menurun, mereka
kalah bersaing dengan nelayan-nelayan yang dimodali oleh
pengusaha, dan bahkan kalah bersaing dengan nelayan dari luar
karena dilengkapi dengan alat tangkap yang modern. Belum lagi
dukungan lembaga keuangan untuk sektor perikanan cukup
rendah, sementara kebutuhan konsumsi ikan begitu tinggi.

Tidak jauh berbeda, meskipun dikenal sebagai negara
kepulauan tapi garam pun sebagian besar diimpor. Kebutuhan
negara kita akan garam mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun,
yementara produksi garam nasional hanya mampu dipenuhi
yekitar 2 persen dari total kebutuhan. Kemenperin mencatat,
Impor garam konsumsi mencapai 384.210 ton pada tahun 2010. Ini
folas memprihatinkan, apalagi PT Garam Indonesia yang
seharusnya perusahaan ini membuat garam untuk masyarakat
atau produsen garam untuk dickspor, malahan perusahaan ini
hanya melakukan kegiatan impor.
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Agak klise rasanya, alasan rendahnya produksi garam
nasional karena terbentur lahan dan infrastruktur pendukung.
Disamping itu, ada anggapan proses pembuatan garam relatif
sulit, memang semua serba sulit jika komitmen sangat rendah
untuk mengembangkan komediti yang sesungguhnya punya
potensi untuk dikembangkan. Justru ada indikasi, praktek impor
ingin dipertahankan karena komoditas ini sudah dikuasai para
mafioso garam (importir garam). Ataukah bangsa ini memang
hanya mau cari yang gampangnya saja, yang penting dapat
keuntungan?.

Sedangkan sub sektor hortikultura, untuk sayur mayur
tidak terlalu menjadi persoalan karena kebutuhan domestik dapat
dipenuhi oleh produksi lokal, akan tetapi berkaitan dengan
Aangan buah-buahan, saat ini yang dikonsumsi kebanyakan buah
impor, seperti buah apel, durian, jambu, pear, jeruk dan
semacamnya. Produksi lokalan masih minim, kalaupun ada kalah
bersaing dengan produk Thailand, China, New Zaeland maupun
produk pertanian USA.

Sebagai negara tropis, buah-buahan sebetulnya dapat
dikembangkan dengan baik. Namun kondisinya fidak jauh
berbeda dengan produk pertanian lainnya. Buah impor, seperti
jeruk ponkam dari China dulunya hanya bisa didapat di super
market, tapi saat ini dipedagang kaki lima dengan mudahnya
didapat, bahkan lebih banyak jeruk ponkam di jual ketimbang
jeruk produk lokal, seperti jeruk medan. Selain harganya murah,
suplai ke pedagang kontinu serta rasanya lebih manis.

Selain jeruk ponkam yang diimpor dari China, masih ada
jenis buah lainnya yang membanjiri pasar Indonesia, seperti Apel
Fuji dan Pear Shandong. Semenjak diberlakukan ASEAN-China
AFTA impor buah-buahan dari China makin melonjak. Malahan
kementerian pertanian merilis sepanjang tahun 2010 neraca
perdagangan buah-buahan makin jomplang, hingga mencapai U$5
600 juta, bila dibandingkan tahun 2009 impor buah China baru
mencapai U$5 390 juta.
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Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindakan
konkrit maka negara agraris yang subur hanya menjadi cerita
Cinderella, dongeng untuk turunan kita kelak. Karena sepertinya
bukan hanya produk pertanian yang menyerbu Indonesia, akan
tetapi produk lain pun dari China dengan harga yang murah.
Kemanapun kita belanja barang akan ditemukan made in China,
kenapa begitu sulit menemukan produk made in Indonesia,
sepertinya “made” dari Bali saja yang banyak.

Nafsu untuk ikut kompetisi di pasar bebas begitu besar,
akan tetapi perangkat pendukung tidak begitu siap. Hambatan
disana-sini tak kunjung dibenahi, maka pasar bebas ini hanya
melahirkan pedagang, bukan industrialis. Dampaknya lebih luas,
serapan tenaga kerja sangat minim.

Untuk pasar bebas, hanya bangsa yang siap dan
pemerintahan yang memiliki komitmen yang kuat dapat meraih
manfaat. Begitu mudah bangsa ini mengadopsi “idiologi”
liberalisme, tapi sulit belajar tentang praktek dagang dari negara
yang menganjurkan liberalisasi. Bagi mereka, sektor pertanian
mendapatkan perlindungan dan dukungan kebijakan yang
maksimal, serta penguatan kerja sama lembaga-lembaga riset
untuk menghasilkan produk pertanian yang baik dan murah.

Pada akhirnya, di negara penganjur liberalisasi
pendapatan petaninya tinggi, serta distribusi pendapatan antar
scktor tidak terlalu lebar. Harga produk pertanian cukup stabil,
mencukupi  kebutuhan  domestiknya, serta mengurangi
ketergantungan impor. Tentu saja berdampak terhadap
penghematan devisa, dan balance of payment makin baik. Terjadi
perbaikan alokasi sumberdaya domestik, dengan sendirinya
pertumbuhan ekonomi terus berjalan, pada akhirnya stabilitas
polittk  lebih  terjamin,  karena  rakyatnya kenyang.
Kecenderungannya, negara miskin dan terkebelakang gejolak
sosial-politik seringkali terjadi ketimbang negara-negara makmur.
Selain karena negara terkebalakang, kekuatan negara lemah juga
karena pengelolaan kekayaan sumber daya tidak terdistribusi
merata baik.E3
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Undang-Undang Pangan, Kebijakan Untuk Helindungi
Kepentingan Siapa?

angan merupakan komoditas strategis yang perlu dijaga

keberlanjutannya, karena ia menyangkut hajat hidup

dasar rakyat. Kebijakan pendukungnya senantiasa
adaptable terhadap berbagai perkembangan sosial politik, bahkan
budaya. Tidak hanya melihat dari aspek ekonomi semata.
Kecenderungan berpikir ekonomi semata terhadap komoditi
pangan biasanya melahirkan kebijakan pragmatis dengan
menekankan pada efisiensi. Karena itu, bila terjadi kekurangan
pangan, jalan mudahnya dilakukan impor, Bukan hanya disitu,
kebijakan produksi pangan yang dianggap praktis cenderung
mendominasi keputusan pemerintah, karena itu padi (beras) lebih
dianggap efisien pengadaannya ketimbang jenis pangan lainnya,
maka pada masa lalu semua rakyat “dipaksakan” mengkonsumsi
beras.

Secara historis, terutama kultur masyarakat kebiasaan
mengkonsumsi pangan di luar beras sudah terjadi turun temurun
pada daerah tertentu. Namun kebijakan melakukan “mewajibkan”
konsumsi beras, perlahan sumber pangan lain ditinggalkan.
Implikasinya, terjadi hukum permintaan yang diakibatkan dengan
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bertambahnya jumlah konsumen untuk mengkonsumsi beras.
Sejalan dengan itu, lahan pertanian produktif terus menyusut,
yang terjadi kemudian kelangkaan pangan (beras). Untuk
memenuhi permintaan pangan, impor menjadi pilihannya. Dibalik
kebijakan ini melahirkan berbagai macam pemain yang lebih
berorientasi profit ketimbang menjaga ketahanan pangan nasional.
Moral hazard para importir tumbuh dimana-mana, yang dirugikan
tentu masyarakat, terbuka peluang importir memasukkan beras
ilegal atau menghindari bea masuk.

Tahun 1984 kita berhasil mencipatakan swasembada beras,
setelahnya yang terjadi defisit (kelangkaan). Instrumen kebijakan
pemerintah tidak jauh dari impor, sementara untuk mendorong
peningkatan produksi pangan lebih banyak muatan politis (janji
kosong) yang sulit direalisasikan. Diversifakasi pangan pun tak
berjalan baik, masyarakat tetap cenderung mengkonsumsi beras.
Upaya mendongkrak produksi pangan belum terlihat, masalah-
masalah klasik penghambat tidak dilakukan perbaikan, seperti
revitalisasi irigasi, penyuburan lahan dilakukan secara instan yang
mengakibatkan ongkos produksi pertanian meningkat. Akibatnya
penghasilan petani cenderung menurun, banyak diantara mereka
beralih profesi dengan melakukan urbanisasi. Ini menjadi
akumulasi sehingga ketergantungan terhadap impor beras,
maupun jenis pangan lainnya yang didatangkan dari luar makin

Ditengah kondisi
seperti itu, DPR berupaya
membuat kebijakan (Undang-
Undang Pangan) yang
merupakan hak inisiatif,
dianggap banyak kalangan
terutama  akademisi  lebih
berorientasi  liberal.  Juga
cenderung  mendesentralisasi
kewenangan ke daerah
terhadap pengadaan pangan, ;
idealnya pangan yang merupakan komoditas strategis harus
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“dijauhkan” dari mekanisme pasar. Tapi didekatkan pada
jangkauan pemerintah pusat untuk mengaturnya, sebab komoditi
pangan yang dihasilkan tidak semua daerah bertindak sebagai
produsen. Bila cenderung diliberalisasi, daerah surplus akan
diuntungkan karena memiliki kewenangan untuk mengekspor,
daerah miskin atau bukan produsen pangan selamanya akan
mengimpor dan bergantung. Apalagi jika kewenangan pemerintah
pusat hilang, maka daerah surplus pasti lebih cenderung mencari
pasar yang memberikan gain yang lebih besar, ketimbang
mengantarpulaukan ke daerah kekurangan pangan dengan harga
yang kurang kompetitif.

Pemerintah daerah bukan hanya diberikan keleluasaan
melakukan ekspor impor tapi juga diberikan diskresi untuk
merancang dan mengelola pangan sendiri. Belum lagi, nampak
. eran Bulog makin direduksi, karena lembaga ini tidak diberikan
"beban” untuk menyerap produksi gabah yang dihasilkan oleh
petani. Dengan tidak ada kewajiban seperti itu, maka kebijakan
pemerintah yang selama ini kerap menolong para petani melalui
penetapan harga dasar (floor price) akan hilang, berarti para
tengkulak akan lebih leluasa menetapkan harga dilingkungan
petani. Kewajiban Bulog menyerap hasil panen petani saja, petani
tidak berdaya terhadap permainan harga yang dilakukan para
tengkulak, apalagi Bulog tidak diwajibkan. Dengan jelas, petani
kecil makin terpuruk dan tak berdaya jika UU Pangan yang baru
ini diimplementasikan. Peran Bulog direduksi, peran pedagang
diperbesar dengan memberikan keleluasaan mengelola cadangan
pangan.

Kelahiran UU Pangan ini tentu menyisakan banyak
masalah yang sangat serius, tidak saja di hulunya tapi juga di
hilirnya. Petani jelas makin kurang berdaya, posisi tawarnya
makin turun, sementara keleluasaan pedagang makin besar yang
fentu memiliki kapital, bahkan mungkin saja akan dilindungi
kekuatan politik yang cenderung memburu rente. Apalagi
kewenangan daerah pun diperluas, sementara kita paham bahwa
umumnya kepala daerah tidak serius mengurusi masalah pangan
mulai dari hulu hingga hilirnya. SDM di daerah untuk merancang,
mengelola dan kegiatan ekspor-impor masih begitu lemah, maka
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peluang yang akan muncul, yakni kekacauan pangan yang
berimplikasi pada masalah sosial-politik.

Kewenangan yang ada pada daerah saat ini saja masih
sulit untuk diurus dengan baik, apalagi menambah kewenangan
untuk pengelolaan pangan. Daerah saat ini lebih cenderung
menumpuk dana di lembaga keuangan, yang umumnya
bersumber dari transfer pusat ketimbang menggunakan untuk
kegiatan produktf.

Sementara hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
rakyat yang nyaris tanpa sentuhan pemerintah semua dikenakan
pungutan untuk memperbesar penerimaan. Apalagi jika
kewenangan merancang dan mengelola pangan diberikan
keleluasaan kepada daerah, dugaan saya mereka (Pemda) akan
berkolaborasi dengan para pedagang yang diberikan kewenangan
juga mengelola pengadaan pangan yang memberikan gain untuk
digunakan pada pembiayaan politik.

Maka itu artinya ketersediaan pangan memang akan
dilakukan akan tetapi lebih cenderung pada nuansa politiknya,
ketimbang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara
ekonomi. Lalu untuk apa UU Pangan dibuat jika kecenderungan
merugikan petani (masyarakat), atau justru akan melahirkan
hukum rimba siapa yang kuat akan menang, siapa yang lemah
sclamanya akan miskin dan bergantung pada impor pangan
dengan harga yang dimainkan oleh daerah produsen.

Kitapun patut curiga, rancangan UU Pangan yang baru ini
pesanan siapa? Siapa yang diuntungkan? Apakah DPR yang
berinisiatif menyusun UU Pangan punya perspektif yang luas atau
sekedar memenuhi target legislasi? Jangan-jangan UU ini akan
berujung  di Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya akan
dibatalkan. Jika itu terjadi maka uang rakyat yang digunakan
membahas UU akan menguap, dinikmati segelintir orang saja
yong diklaim sebagai orang terhormat. Ini pertanyaan yang wajib
ijawab bagi yang berkepentingan terhadap penyusunan UU
tersebut, B3
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BAGIAN KEDUA:

MORAL HAZARD DAN PERBURUAN
RENTE MEWARNAI PEREKONOMIAN




Korupsi Pajak dan Kegagalan Kebijakan Reformasi
Birokrasi

ajak merupakan sumber penerimaan utama untuk
.m membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam APBN-P 2010, pemerintah menargetkan
penerimaan pajak sebesar Rp 733,238 triliun atau kontribusi pajak
terhadap APBN sekitar 78 persen. Pajak sekaligus sebagai indikatif
instrument fiskal negara, yang berkaitan dengan penerimaan.
Potensi penerimaan dari pajak sebagai gambaran langsung
terhadap perkiraan pengeluaran pemerintah (government spending).
Govermment spending tentu diperlukan tidak saja unfuk
pembiayaan rutin akan tetapi juga untuk belanja publik untuk
menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Dan pada kenyataannya setiap tahun APBN kita
meningkat sekaligus menunjukkan government spending juga naik.
Makin meningkatnya government spending maka sumber
penerimaan negara (terutama pajak) terus didorong dan target
penerimaannyapun terus dinaikkan. Konsesinya, pemerintah akan
terus menambah basis pajak dan menyisir para wajib pajak. Upaya
untuk menambah basis pajak dan memperbesar wajib pajak,
pemerintah (Depkeu) terus melakukan sosialisasi di media. Iklan
yang sangat akrab dipendengaran setiap hari di media elektronika
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maupun cetak “hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?”, “bayar
pajak dan awasi penggunaannya” seolah menjadi menu
keseharian.

Tidak itu saja sepanjang tahun 2008 sampai awal tahun
2009 direktorat pajak memberlakukan penghapusan biaya (sunset
policy) pengurusan NPWP bagi wajib pajak. Turunan dari
kebijakan sunset policy juga memberikan kelonggaran bagi
masyarakat yang hendak bepergian keluar negeri yang akan
dibebaskan pembayaran fiskal, selama ini dikenakan sebesar Rp.
2.000.000,/keberangkatan. Kebijakan sunset policy bertujuan untuk
mendorong masyarakat dan para wajib pajak untuk memiliki
NPWP.

Selain pajak penghasilan, juga ada banyak jenis pajak
lainnya yang dipungut oleh pemerintah sifatnya “memaksa”,
bersifat memaksa karena pungutan pajak itu tidak ada timbal balik
secara langsung diberikan kepada wajib pajak. Dengan status
“memaksa” tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah untuk
melayani urusan-urusan publik, masyarakat  harus
memperlihatkan bukti pembayaran PBB pada tahun berjalan. Bila
bukti pembayaran PBB tidak ada, atau masih menunggak,
umumnya si wajib pajak tidak akan mendapatkan pelayanan.
Pertanyaannya mengapa pemerintah bersifat “memaksa” untuk
memungut pajak? Karena niscaya hampir semua individu
maupun badan tidak ada yang mau bayar pajak secara sukarela.
Sedangkan sifatnya wajib dan “memaksa’ masih banyak yang
mangkir dari pembayaran pajak.

Lalu kenapa harus ada
NPWP? Salah satu ketentuan yang
berlaku dalam pemungutan pajak di
Indonesia adalah dengan
mewajibkan orang pribadi untuk
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) sebagai sarana dalam
melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Awalnya, kewajiban
untuk memiliki NPWP ini tidak [

ditaati oleh sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan
ini. Sampai dengan tahun 2007 jumlah orang pribadi yang
memiliki NPWP baru sekitar lima juta orang. Jumlah ini
meningkat pesat pada awal tahun 2009 yang sudah mencapai lebih
dari dua belas juta orang (Portal Pajak, 2009). Akan tetapi, orang
bersedia mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tidak atas
dasar suka rela, tetapi didasarkan pada keterpaksaan.

Di samping itu, banyak juga keluhan dan kebingungan di
kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih
tiba saatnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui
SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Kerumitan pengisian SPT juga
kerap menjadi keluhan wajib pajak, karena itu tidak sedikit
individu atau badan menggunakan jasa konsultan pajak. SPT
merupakan pene-rapan self assessment syster. Dalam self assessment
system, negara (pemerintah) memberikan kepercayaan sepenuhnya
kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.
Dengan sistem ini diharapkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak
tiap tahun semakin meningkat. Tapi dengan sistem ini
memungkin wajib pajak tidak berlaku jujur, terutama pada
korporasi-korporasi.

Pajak akan tetap menjadi andalan penerimaan pemerintah,
dalam konteks itu, pemerintah selain terus melakukan penyisiran
wajib pajak, peningkatan penerimaan bakal didukung dengan
realisasi sejumlah kebijakan, seperti perbaikan basis perpajakan,
baik melalui reformasi maupun modernisasi pajak dan
kepabeanan dalam negeri. Sedangkan untuk meminimumkan
resiko kebocoran pajak, Depkeu berupaya terus melakukan
reformasi birokrasi dengan menerapkan remunerasi (perbaikan
penggajian) bagi petugas pajak dan bea cukai. Standar gaji
pegawai di direktorat pajak untuk golongan Il A gaji pokok dan
tunjangan totalnya sekitar Rp. 2,5 juta, kemudian remunerasi Rp.
8,2 juta/bulan dan imbalan prestasi kerja. Pada kenyataannya
memang penerimaan negara dari pajak terus meningkat dari
tahun ke tahun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
terus tumbuh.

= (1]

61 ==




== 62

Kendati demikian, masyarakat yang bersusah payah
membayar pajak kembali membuncahkan apriori dengan
munculnya kasus Gayus Tambunan seorang petugas pajak
golongan III A melakukan penggelapan pajak sekitar Rp, 395 juta
serta memiliki rekening yang mencurigakan sebesar Rp. 25 miliar.
Belakangan ditemukan di safety box Bank Mandiri ia menyimpan
uang sebesar Rp. 75 M, dan masih meyimpan uang tunai di
rumahnya sebesar Rp. 7 M. Dengan jumlah gaji yang disebutkan
di atas mustahil orang ini punya rekening sebesar itu, rumah
mewah harga miliaran plus kendaraan mewah.

Kasus ini diyakini tidak berdiri sendiri, Gayus bukan single
actor boleh jadi komplotan. Maka wajar muncul gerakan sosial
untuk memboikot bayar pajak, meski pihak direktorat jenderal
pajak melakukan defence bahwa prilaku Gayus bukan cermin dari
pegawai pajak secara keseluruhan. Tapi logika masyarakat tidak
serta merta menerima argumentasi itu, justru masyarakat makin
yakin bahwa kasus korupsi tidak mungkin dilakoni oleh seorang
Gayus pegawai golongan IIl A. Pegawai “rendahan” saja seperti
itu, apalagi pegawai yang lebih tinggi, harta mantan seorang
dirjen pajak sebesar Rp. 36 miliar yang menurutnya adalah hibah
mungkin termasuk cerminan itu.

Dalam perspektif lain, Gayus ini patut kita curiga sebagai
operator lapangan, sekaligus anjungan tunai mandiri dari aparat.
Kasus rekening Rp. 25 miliar sudah lama diendus oleh PPATK
dan bahkan sudah empat kali dilaporkan ke pihak kepolisian,
tapi kasus ini baru mulai mencuat tatkala Susno Duadiji
menyanyikan lagu sendu di luar panggung Mabes Polri. Pasal
yang dikenakan kepada Gayus awalnya penggelapan, noney
laundry dan korupsi. Belakangan money loundry dan korupsi
“tidak terbukti” dipersidangan sehingga uang RP. 25 miliar
disimpulkan halal oleh polisi dan jaksa.

Nyanyian sendu Susno Duadji yang dianggap sebagai
nista terhadap lembaga polri justru menjadi pembuka kotak
pandora, bahwa rekening Rp. 25 miliar itu memang penuh
keanchan sebagaimana halnya diakui oleh Kapolri dan Jaksa
Agung. Pada awalnya mereka bersikukuh bahwa rekening itu

tidak bermasalah. Dalam konteks ini Susno layak dapat tambahan
“bintang”, sebab tanpa nyanyian Susno, kasus ini _unmw akan
diketahui oleh publik. Kita menunggu kelanjutan kasus ini jangan
sampai hanya jadi sandiwara penegakan hukum, wm;mﬁ _,E E_MNE
tagline “hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?, diganti menjadi
“hari gini bayar pajak, apa kata dunie?” kalau rmh%w untuk
dikorupsi. Juga seharusnya bukan hanya penggunaan wﬂ,m_n yang
diawasi tapi proses pemungutannya pun perlu diawasi karena
disinilah titik rawan dikorupsi.

Apakah Kebijakan Reformasi Birokrasi Gagal?

Reformasi birokrasi sudah merupakan kebutuhan bagi
lembaga publik, setidaknya reformasi birokrasi bertujuan untuk
merubah dua sifat, yaitu struktur dan kultur. Secara umum
lembaga publik baik yang ada di pusat maupun daerah H_.Hm_.n
besar (gemuk), jumlah pegawai yang berlebihan dan wm,u.mb _mm_._n
yang timpang. Berkaitan dengan kultur, lembaga publik tidak
terbiasa bekerja dengan sistem yang ketat dan terstruktur dan
terbiasa menunggu petunjuk dari atasan, sehingga rmnﬁhmﬂm:WJ
inovasi dan kreatifitas tidak berkembang. Kedua kondisi ini
memberikan implikasi terhadap pelayanan publik. Layanan yang
diberikan menjadi birokratis dan berliku, praktek semacam ini
membuka peluang terciptanya kolusi dan korupsi.

Kelambanan dalam  memberikan wm_mu.._whm: EM_M:
anj a red tape birokrasi akan berdampak ter P
Wmﬂwmm_%wwﬂ negara. m_._mq,m lembaga publik _um_m_m mw?.h_w,n tidak
dapat bersaing dengan lembaga swasta, kendati E__mw.m: layanan
lembaga publik dan swasta berbeda, akan tetapi sama-sama
memiliki tanggungjawab menyediakan kebutuhan masyarakat.
Karena itu reformasi birokrasi diperlukan, mm,mmmwbwm
mengadopsi sistem dan kultur korporasi dalam memberikan
pelayanan terhadap publik.

Konsekuensinya, reformasi birokrasi yang akan merubah
struktur dan kultur membutuhkan pembiayaan yang tidak
sedikit, terutama pembiayaan hardware dan software _um:_n_nrcbm.
kinerja lembaga. Juga pemberian remunerasi yang cukup bagi




pegawal agar memiliki motivasi bekerja, sebab reformasi atau
perubahan struktur dan kultur tanpa dibarengi dengan perbaikan
gaji, sulit. Dalam kondisi seperti itu, tuntutan perlunya reformasi
birokrasi menjadi keniscayaan, pada saat yang bersamaan
kemampuan pembiayaan pemerintah yang terbatas, maka
reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama
difokuskan pada lembaga pengumpul (penerima) pajak, bea dan
cukai, pembiayaannya melalui pinjaman.

Dari segi struktur, reformasi di ditjen pajak, bea dan cukai
sudah cukup berhasil, kendati tidak dapat dipungkiri secara
kultur belum banyak berubah. Meskipun sudah ada perbaikan
insentif bagi pegawai pajak, bea dan cukai perilaku korup dan
menyimpan masih eksis. Karena itu reformasi birokrasi perlu
erus dilakukan pengawasan baik secara kelembagaan maupun
personal, walau sistem sudah baik tanpa pengawasan yang ketat
peluang perilaku korup yang masih menjadi “kultur” masih
terbentang luas dihadapan kita, ia menggoda untuk diarungi oleh
aparat yang rapuh kepriadiannya.Ed

G

Negeri Makelar, Dampaknya Terhadap Perekonomian

H enggunaan kalimat “makelar” beberapa bulan terakhir ini

menjadi popular, makelar dalam pandangan ekonomi
dapat diartikan agen (perantara), dalam sistem jual beli
keberadaannya sesuatu yang lazim. Bahkan untuk meminimalisasi
kegagalan pasar yang diakibatkan oleh asimetris informasi,
makelar diperlukan, sebab seorang makelar biasanya memiliki
informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan calon pembeli.
Makelar tentunya berperan bukan sebagai wvoluntary, pasti ia
memiliki income expectation untuk setiap transaksi, seperti makelar
mobil, motor, property dan lain-lain. Biasanya makelar dalam
kasus seperti ini akan mendapatkan fee dari kedua belah pihak,
baik dari penjual maupun dari pembeli. Dalam jual beli barang
dan jasa dengan menggunakan agen (makelar) tidak ada yang
salah, bahkan baik. Kendati pekerjaan makelar biasanya bukan
pekerjaan  pokok, tapi sebagai side job sehingga kehidupan
ckonomi seorang makelar biasanya relatif sejahtera.

Tapi spirit makelar ini sudah diadopsi diberbagai lembaga
publik, jika anda berurusan dengan lembaga-lembaga publik pasti
nkan selalu berhadapan dengan mereka, bahkan keberadaannya
hadir disetiap sudut ruangan lembaga publik, mulai lahir sampai
mati akan berhadapan dengannya. Makin besar diskresi lembaga
publik, makin banyak pula makelar berada disitu, dan imbalan
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- hasil kerja makelar pun makin besar. Kewenangan atau diskresi

yang dimiliki sekaligus dapat dijadikan sebagai alat penekan,
apalagi jika seseorang bermasalah. Setidaknya beberapa lembaga
publik yang memiliki diskresi berpotensi melahirkan makelar,
terutama lembaga penegakan hukum.

Karena itu muncunya isu makelar kasus, pandangan kita
pasti tertuju ke lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Trio lembaga penegak hukum ini berada dalam sorotan, kasus
Gayus Tambunan salah satu cermin yang tidak dapat disangkal
oleh siapapun keberadaan makelar di lembaga publik. Kendati
pada awalnya ketiga lembaga ini melakukan difence bahwa di
lembaganya tidak ada makelar, yang sebetulnya mereka sangat
paham bahwa anasir ini ada, baik yang ada didalam maupun dari
luar yang sangat mengganggu pelayanan publik. Hal ini diperkuat
Jdari hasil survey lembaga transparansi internasional indeks
pelayanan di lembaga penegak hukum masih dianggap buruk.

Keberadaan makelar di lembaga publik tentu sangat
merugikan banyak pihak, karena ia bersisian dengan korupsi dan
penyuapan, tetapi menghilangkan mereka bukan perkara
gampang. Makelar yang berasal dari luar, tentu dapat
diminimalisasi, tapi orang dalam yang bertugas memberikan
pelayanan yang merangkap makelar sulit untuk dimusnahkan.
Pada beberapa kasus, petugas yang merangkap makelar juga
dibutuhkan oleh masyarakat, ada simbiosa mutualisme. Tapi

perilaku masyarakat seperti itu muncul karena proses pelayanan

di lembaga publik cukup rumit dan berliku. Prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas dan efisiensi belum melembaga, publik
pun mencari jalan pintas dengan menggunakan jasa makelar. Bagi
yang memiliki jaringan dan uang tentu bukan hambatan,
bagaimana dengan golongan the have nol, pasti akan dirugikan.

Dalam konteks lebih luas, red tape birokrasi yang panjang
di lembaga publik menimbulkan ketidakpercayaan di lain sisi,
pada sisi lain akan menciptakan ekonomi biaya tinggi.
Ketidakpercayaan terhadap lembaga publik, akan menimbulkan
apriori sehingga perilaku moral hazard akan selalu timbul,
Penyelundupan, pengemplangan pajak, maupun kegiatan illegal
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lainnya salah satu cara untuk menghindari keruwetan sistem
pelayanan yang tidak efisien.

Bahkan hal ini sudah menjadi masalah klasik di Indonesia
sistem pelayanan birokrasi menciptakan ekonomi biaya tinggi dan
ketidakpastian, sehingga dapat mengganggu actractiviness of
invesiment. Kendati aliran modal masuk ke Indonesia untuk
triwulan pertama tahun 2010 cukup tinggi, tapi lebih banyak di
sektor keuangan. Sementara untuk sektor riil masih tetap minim,
alih-alih untuk menarik investasi mempertahankan investasi yang
ada cukup berat. Derasnya aliran modal di sektor keuangan
masuk ke Indonesia terutama diakibatkan tingkat suku bunga di
luar negeri cukup rendah, di
bandingkan dengan
Indonesia. Namun sektor
keuangan cukup rentang dan
sensitif terhadap variabel non
ckonomi, sewaktu-wakiu
modal itu dengan cepat
mengalir keluar, disisi lain
bersifat nontradeable
dampaknya terhadap
penyerapan  tenaga  kerja
sangat rendah.

Tidak dipungkiri pemerintah sudah melakukan berbagai
upaya pembenahan birokrasi, memberlakukan sistem remunerasi
pada lembaga penerima dan pengelola uang, tapi hasilnya belum
memberikan dampak secara signifikan. Makelar di direktorat
pajak masih banyak beredar, kasus-kasus abuse of power di bidang
perpajakan satu persatu mulai muncul kepermukaan. Penerapan
sistem remunerasi di Direktorat Pajak dan Mahkamah Agung
pada akhirnya diragukan banyak pihak, padahal mereka sudah
diberikan gaji yang lebih dari cukup tapi sifat rakus dan tamak
tetap saja. Belum lagi jika dihitung, reformasi birokrasi yang
dilakukan di Depkeu menggunakan dana pinjaman, artinya rakyat
yang harus membayar utang itu. Pada saat yang bersamaan
pemberian remunerasi menciptakan sistem kasta kepegawaian,
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seolah pegawai departemen lain kastanya lebih rendah.

Banyaknya makelar bercokol di lembaga publik juga
menciptakan ketidakpastian pemberian layanan, baik dari segi
waktu maupun biaya. Kondisi seperti ini sangat tidak disukai bagi
pelaku usaha. Di ruang-ruang publik pun makelar juga hadir, jika
anda ke terminal hendak menggunakan jasa angkutan pasti akan
berhadapan dengan calo yang sesungguhya juga makelar, bagi
kita kehadiran calo kerap lebih banyak tidak mengenakkan
ketimbang membantu. Dalam pada itu, lembaga-lembaga publik
yang banyak makelarnya, produk barang dan jasa yang dihasilkan
pasti tidak optimal. Mungkin hampir semua pelaku usaha yang
pernah berhubungan dengan lembaga pemerintah, baik pusat
maupun daerah budaya setoran pernah dilakoni, hal ini dilakukan
sebagai kompensasi mendapatkan pekerjaan.

Namun demikian, pelaku usaha (tepatnya) kontraktor
sudah barang tentu berorientasi profit, ia akan selalu
memaksimalkan utilitasnya. Bagian yang distorkan ke panitia
yang memberikan pekerjaan maupun lembaga politik yang
mengawasi, sebab mereka ini menjalankan fungsinya sebagai
makelar, tentu dibebankan pada anggaran pembelian barang dan
jasa, dalam teori ekonomi disebut acces burden, artinya produk
vang dihasilkan tidak sepenuhnya optimal karena ada beban
anggaran tambahan, atau setidaknya kualitas produk yang
dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan 3

o e oo oo e
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Dana Aspirasi Konsfituen, Kemungkinan Makin
Memperparah Kesenjangan Fiskal

asil Pemilu 2009 sebetulnya membuka harapan baru
% bagi masyarakat, karena anggota DPR Rl yang terpilih

lebih 60 persen muka baru yang masih fresh, tingkat
pendidikannya makin membaik. Ekspektasi masyarakat sangat
wajar karena mereka yang dipilih belum banyak “terkontaminasi”
dengan perilaku korup, mesum dan pemalas. Saya mencatat,
puluhan anggota DPR periode lalu “berhubungan” dengan KPK
karena tersandung kasus suap, ada suap di perhubungan,
kehutanan, pemilihan DGS B Video dan gambar mesum oknum
anggota DPR setidaknya ada dua kasus. Malas masuk kantor, mmH_
malas mengikuti sidang-sidang cukup banyak, kebiasaan studi
handing yang tidak memberikan nilai tambah.

Ternyata anggota DPR RI periode sekarang tidak jauh
beda perilakunya dengan periode sebelumnya, yang hanya
mengutamakan kepentingannya ketimbang masyarakat umum,
hanya modusnya bersalingrupa untuk mengakali pemanfaataan
anggaran (budget). Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya
yang banyak ditangkap tangan oleh KPK karena kasus suap,
sebagai imbalan dari “kerja keras” mereka mengegolkan proyek .m__
daerah. DPR periode sekarang ini belum cukup setahun bekerja
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budget, seperti pembelian komputer super mahal, mesin faximil

uang legislasi, TV LCD, biaya renovasi rumah jabatan yan
melonjak-lonjak (Rp. 445 miliar), biaya studi banding, usulan biaya
pembangunan gedung DPR yang baru (Rp. 1.8 triliun),
pengesahan anggaran setiap komisi tanpa (belum) ada program
yang jelas (Rp. 2 Triliun), terakhir usulan permintaan dana aspirasi

_S_um:ﬂmn .“_mm__:.”_n_mﬂ.mr pemilihan) sebesar Rp. 15 M/anggota
dewan.

Dana aspirasi yang diusulkan bukan original Indonesia,
Amerika sudah lama menerapkannya yang dikenal dengan “pork
barrel”, bahasa harfiahnya sangat mengejek, yaitu “kentong babi”
yang terbukti penerapannya sebagai ajang kolusi dan korupsi
antara anggota senat dan pihak yang menjalankan program,
hahkan cenderung Penggunaan anggaran ini tidak efisien secara
ekonomi. Karena itu Barack Obama menjadikan isu kampanye
“pork barrel” ini akan dihapus, atau menjadi agenda prioritas
pemerintahan Obama, selain reformasi asuransi kesehatan.

Mencermati usulan inj agar seliap anggota DPR
memperoleh dana aspirasi sebesar Rp. 15 M/orang/dapil, dengan
alasan pemerataan pembangunan sangat tidak tepat. Bila usulan
ini diterima pemerintah, bukan solus; pemerataan tapi masalah
baru yang muncul, asumsi saya justru makin membuat
ketimpangan baru antar wilayah. Tegasnya, ukuran pemerataan
dengan mengucurkan dana berdasarkan dapil sangat mencederai
equalizing transfer, formula DAU saja yang diasumsikan dapat
menjawab  ketimpangan fiskal dan pembangunan  belum
memberikan hasil yang optimum, apalagi dengan menggunakan
formula pembagian dana berdasarkan dapil.

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan
provinsi yang paling banyak dapil, serta beberapa provinsi yang
ada di Pulau Jawa-Bali akan mendapatkan kucuran yang lebih
banyak karena penduduknya lebih besar. Provinsi Jawa Barat ada
11 dapil dengan jumlah kursi sebanyak 82 dengan jatah Rp. 15 M,
berarti ekuivalen dana mengucur ke provinsi ini sebesar Rp. 1,23
triliun, Jawa Tengah 10 dapil jumlah kursi 78 berarti akan
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Rp. 1,17 triliun, dan Jawa Timur 11 dapil

dengan Rp. 1,305 ftriliun.
sebesar 87 setara mnmmbmmﬁwﬂ ullimes
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Lalu logika apa yang dipakai para pengus

i ini untu
asumsikan dana ini un
irasi tituen dengan meng
dana aspirasi kons

iki dari mereka ini sang

mbangunan? Pemikiran e

ﬁ“ﬂﬂ%ﬂ“ﬁﬁr sesat, vmnﬂmﬁmzmm” nMMﬂmmﬁhCGﬁnﬂwn s

rimbangan keuangan pusat- e
*MM.MM”.MM mmq:nmmmzm transfer. Daerah yang kap

h lanjut, dengan Emamm.:wrmﬁ _H.oE:H
Jakarta ada tiga dapil dengan EW._

ian dana konstituen H.ﬂﬁ. 315 M,
o ngan jumlah kursi 22 akan

Bagaimana den
Provinsi Papua dan Pap
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rendah akan diberikan transfer lebih tinggi, sementara dengan
menggunakan ukuran dapil justru  ketidakadilan yang
dipertontonkan karena daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya
besar mendapatkan jatah lebih besar, ketimbang daerah yang
kapasitas fiskalnya kecil, sehingga makin tidak mengatasi
horizontal fiscal imbalance.

Disamping itu dana aspirasi
konstituen ini akan overlapping dengan
dana otsus Aceh dan Papua, atau dana
percepatan pembangunan  yang
diberikan ke Sulawesi Tengah. Basis
dan formula perhitungan dana aspirasi
ini juga kurang didasarkan assessement
daerah, karena disamaratakan

ementara kondisi dan performance
ekonomi  setiap  kabupaten/kota
berbeda. @ Ada  daerah  angka
kemiskinannya rendah, kapasitas
fiskalnya besar mendapatkan Rp. 15 M, sementara ada daerah,
terutamia di KTI angka kemiskinan tinggi, kapasitas fiskalnya kecil
juga tetap sama mendapatkan Rp. 15 M.

Tidak itu saja, potensi melanggar berbagai UU sangaat
terbuka seperti UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU
No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan konstitusi negara (UUD
45), karena DPR sudah menjalankan fungsi cksekutif, kendati
fungsi budgeting juga melekat pada mereka, tapi bukan mereka
yang menentukan anggaran. Legislatif kewenangannya hanya
“mengoreksi”, menyetujui atau tidak anggaran yang diusulkan
eksekutif, Kendati usulan anggaran itu dititipkan ke kementerian,
tapi ini namanya mensiasati dan mencari celah untuk melakukan
praktek-praktek yang tidak benar.

Kalau pun dititipkan di kementerian berdasarkan aspirasi
dari daerah, dana aspirasi ini melekat dimana? Apakah masuk
porsi anggaran pemerintah pusat, atau bagian dari dana
perimbangan? Kalau dia masuk porsi anggaran pemerintah pusat,
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apa bedanya dengan sistem selama ini yang dianggap banyak
tidak terserap, sehingga menjadi sisa anggaran ﬁ..__.,E_ _m,_E atau
silpa. Kalau masuk dana perimbangan, apakah ia bagian dari
DAU, DAK atau bagi hasil atau jenis transfer apa? Bila a_m..ﬁ
perimbangan, maka formulanya harus jelas. Pemahaman kita
bahwa formula dana perimbangan selalu berubah setiap tahur
untuk mengakomodasi perubahan di daerah, sementara dan
aspirasi langsung dipatok dan tidak berubah selama lima tahur

anggaran.

Fraksi Golkar sebagai inisiator tetap tak bergeming dengar
usulan itu, mereka menganggap hal yang wajar, bahkan dalam
pandangan Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI) dari Golka
merasa sulit anggota DPR jika tidak ada dana pembinaan EH__E*
membina konstituen. Logika umum kita, dalam era ﬁmqﬂmra_ﬂu
yang terbuka dan persaingan yang ketat itu resiko menjadi mc::m_
berpolitik memang mahal tapi bukan Em:w.mn:ww.mﬂ anggarar
negara untuk kepentingan kelangsungan karir politik orang pe
orang. :

Pemerintah sudah memberikan anggaran Wm._umnm setia
parpol yang mendapatkan kursi di parlemen, dari segi efisiens
juga kurang tepat. Alasan lain yang dikemukakan untul
menjustifikasi usulan anggaran konstituen, karena banyakny:
infrastruktur yang buruk di daerah dan serapan anggaran yan
tidak maksimal di kementerian, kemudian setiap tahun silp
besar. Harusnya disinilah fungsi pengawasan legislatif Emm_.wﬂm_
bukan meminta dan menitipkan di kementerian yang sefiap sa
dapat dicairkan (semacam voucer) atas permintaan anggota dewa
untuk membenahi infrastruktur. :

Ada lagi argumentasi dari anggota DPR Fraksi _Do_.rm._
bahwa dengan adanya dana aspirasi akan menghilangkan mafi
anggaran di Depertemen Keuangan, rmrw.ms . mmnmm.._. tega
menyebutkan pihak yang menolak dana aspirasi jangan-janga
dibiayai oleh mafia anggaran. Pertanyaannya, kalau anggof
legislatif yakin ada mafia anggaran, lalu apa upaya anggof
legislatif atau dimana fungsi pengawasan mereka?
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Basis argumentasi yang mendukung dana aspirasi ini
sangat dangkal, dan terkesan memungut disana-sini alasan
pembenaran. Ini sekaligus dapat dijelaskan bahwa dewan tidak
optimal menjalankan fungsi pengawasannya, dan juga fungsi
legislasinya tidak berjalan untuk menghilangkan mafia anggaran
di setiap kementerian. Malahan fungsi penganggarannya justru
begitu keras dan full power, tanpa menyadari mengeluarkan
ancaman untuk menjadikan pembahasan APBN 2011 deadlock jika’
permintaannya kepada pemerintah tidak ditanggapi. Tidak salah,
banyak pihak menjadi curiga, ada apa anggota dewan (Fraksi
Golkar) begitu ngotot dengan dana aspirasi ini?

Belum lagi dari aspek pertanggungjawaban pemanfaatan
anggaran tersebut yang menyimpan potensi penyelewengan dan
peluang kolusi antara pejabat nakal di daerah dan anggota dewan,

Dengan menggunakan anggaran negara, para anggota legislatif inj
dengan mudahnya akan mengklaim keberhasilan pembangunan

di daerah sebagai jerih payahnya sehingga ia tetap layak untuk
dipilih untuk periode berikutnya. Artinya, para incumbent ini

menanam “investasi politik” dengan menumpang gratis (free

riders).

Masalah lain yang yang akan muncul, terkait dengan

pengawasan. Dalam menjalankan program pihak eksekutif

diawasi oleh legislatif, akan tetapi jika legislatif memiliki
“program sendiri” yang dijalankan kementerian di daerah
konstituennya, jika tidak berjalan optimal, atau ada peyimpangan
yang mungkin juga terkait dengan legislatif, lalu siapa yang
mengawasiz.

Juga siapa yang dapat menjamin bahwa dana aspirasi Rp.
15 M perorang/perdapil anggota legislatif tidak akan bermain
(kolusi) dengan menitipkan kontraktornya untuk mengerjakan
proyek yang didanai dari dana aspirasi itu?. Jika permintaan dana
aspirasi ini dilayani pemerintah, sebentar lagi DPD RI akan
melakukan  yang serupa dengan alasan  memperjuangkan
kebutuhan daerah (provinsi) pemilihannya, kemudian akan
diikuti rama-ramai di DPRD provinsi, kabupaten/kota, maka
sistem penganggaran dan transfer kita makin kacau. Bangsa ini
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bukan makin membaik, tapi makin rusak dari nafsu “birahi
politik” yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat dan
kepentingan konstituen.

HHE

Sifat ngotot Golkar tentang dana aspirasi Emnnhmmmaz
resistensi yang luas dari masyarakat, termasuk ﬁﬁﬂm.mE._E yang
tergabung dengan sekretariat gabungan (setgab). Meski demikian
hasrat Golkar tetap ada, hanya sedikit mereda, meskipun tetap
terbesit keinginan mereka untuk tetap digolkan :m:_m.._:wm. itu.
Indikasi itu dapat dibaca dari hasil pidato kenegaraan presiden
tanggal 16 agustus 2010 lalu, pidato presiden _”,Em_.n .Eﬁ_umﬁrmh
ketegasan apakah menolak atau mengakomodasi, tapi bagi DJFE
seolah ada isyarat bahwa usulan dana aspirasi itu presiden

sepakat.

Usulan Golkar kini berubah wajah, bukan lagi dana
aspirasi tapi dana pengembangan infrastruktur untuk setiap
daerah pemilihan tanpa menyebut angka setiap orang anggota
DPR RL Bagi saya, usulan Golkar ini tetap tidak dapat mimﬁ.mmwﬁr
dengan jumlah dapil dan anggota DPR RI separuh berada di Jawa
justru  akan memperparah ketimpangan pembangunan
infrastruktur.

Infrastruktur yang ada di Pulau Jawa sudah relatif baik
dibandingkan dibagian timur Indonesia, atau provinsi lainnya
yang ada di Kalimuntan, Maluku, Papua maupun di NTB dan
NTT. Lalu apa yang ada dalam pikiran mereka yang tetap ngotot
mengusulkan dana atas nama anggota DPR RI? Kita sepakat
pembangunan di daerah harus dipercepat mm:.mmh menambah
transfer, tetapi bukan didasarkan dapil, apalagi mendompleng
anggota DPR RLEQ

Bl
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Basis argumentasi yang mendukung dana aspirasi ini
sangat dangkal, dan terkesan memungut disana-sini alasan
pembenaran. Ini sekaligus dapat dijelaskan bahwa dewan tida
optimal menjalankan fungsi pengawasannya, dan juga fungsi
legislasinya tidak berjalan untuk menghilangkan mafia anggaran
di setiap kementerian. Malahan fungsi penganggarannya justru.
begitu keras dan full power, tanpa menyadari mengeluarkan
ancaman untuk menjadikan pembahasan APBN 2011 deadlock jika
permintaannya kepada pemerintah tidak ditanggapi. Tidak salah,
banyak pihak menjadi curiga, ada apa anggota dewan (Fraksi
Golkar) begitu ngotot dengan dana aspirasi ini?

Belum lagi dari aspek pertanggungjawaban pemanfaatan
anggaran tersebut yang menyimpan potensi penyelewengan dan
peluang kolusi antara pejabat nakal di daerah dan anggota dewan.
Dengan menggunakan anggaran negara, para anggota legislatif ini
dengan mudahnya akan mengklaim keberhasilan pembangunan
di daerah sebagai jerih payahnya sehingga ia tetap layak untuk
dipilih untuk periode berikutnya. Artinya, para incumbent ini
menanam “investasi politk” dengan menumpang gratis (free
riders).

Masalah lain yang yang akan muncul, terkait dengan
pengawasan. Dalam menjalankan program pihak eksekutif
diawasi oleh legislatif, akan tetapi jika legislatif memiliki
“program sendiri” yang dijalankan kementerian di daerah
konstituennya, jika tidak berjalan optimal, atau ada peyimpangan
yang mungkin juga terkait dengan legislatif, lalu siapa yang
mengawasi?.

Juga siapa yang dapat menjamin bahwa dana aspirasi Rp.
15 M perorang/perdapil anggota legislatif tidak akan bermain
(kolusi) dengan menitipkan kontraktornya untuk mengerjakan
proyek yang didanai dari dana aspirasi itu?. Jika permintaan dana
aspirasi ini dilayani pemerintah, sebentar lagi DPD RI akan
melakukan yang serupa dengan alasan  memperjuangkan
kebutuhan daerah (provinsi) pemilihannya, kemudian akan
diikuti rama-ramai di DPRD provinsi, kabupaten/kota, maka
sistem penganggaran dan transfer kita makin kacau. Bangsa ini

e
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bukan makin membaik, tapi makin rusak dari nafsu “birahi
politik” yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat dan
kepentingan konstituen.

* & ok

Sifat ngotot Golkar tentang dana aspirasi ﬂgﬂmmmﬁmb
resistensi yang luas dari masyarakat, termasuk partai-partal yang
tergabung dengan sekretariat gabungan (setgab). Meski demikian
hasrat Golkar tetap ada, hanya sedikit mereda, meskipun tetap
terbesit keinginan mereka untuk tetap digolkan usulannya itu.
Indikasi itu dapat dibaca dari hasil pidato kenegaraan m_nnm_.nmn
tanggal 16 agustus 2010 lalu, pidato presiden tidak .ﬂmﬂw,w:wmﬁ
ketegasan apakah menolak atau mengakomodasi, tapi bagi Golkar
seolah ada isyarat bahwa usulan dana aspirasi itu presiden
sepakat.

Usulan Golkar kini berubah wajah, bukan lagi dana
aspirasi tapi dana pengembangan infrastruktur untuk setiap
daerah pemilihan tanpa menyebut angka setiap orang anggota
DPR RL Bagi saya, usulan Golkar ini tetap tidak dapat ni&.ﬂnmr&r
dengan jumlah dapil dan anggota DPR RI separuh berada di Jawa
justru akan memperparah ketimpangan pembangunan
infrastruktur. :

Infrastruktur yang ada di Pulau Jawa sudah _.m_mmm baik
dibandingkan dibagian timur Indonesia, atau _u_.cﬁw.ﬁm lainnya
yang ada di Kalimantan, Maluku, Papua maupun di NTB dan
NTT. Lalu apa yang ada dalam pikiran mereka yang tetap ngotot
mengusulkan dana atas nama anggota DFR RI? Kita sepakat
pembangunan di daerah harus dipercepat .u_mjma._ menambah
transfer, tetapi bukan didasarkan dapil, apalagi mendompleng
anggota DPR R1.EQ

e
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Penguasaan Sumberdaya Lokal dan Ketimpangan Distribusi
Pemicu Kekerasan

asca reformasi tahun 1998 tatanan kehidupan

masyarakat mengalami perubahan secara radikal,

Reformasi difahami sebagai bentuk kebebasan yang
tidak terbatas, semua orang dengan leluasa mengekspresika )
pendapatmya yang cenderung destruktif. Fungsi lembaga negara
terutama yang menangani masalah hukum dan keamanan seolah
tak berdaya diantara kepungan kekerasan yang kerap terjadi,
Kekerasan yang terjadi di Tarakan Kalimantan Timur maupun
yang terjadi di depan Pengadilan Jakarta Selatan dengan telanjang
betapa tak berdayanya aparat hukum. |

Dari rekaman media, kelompok pembakar rumah di
Tarakan dengan santainya datang membawa senjata tajam,
mengangkat drum yang mungkin berisi bahan bakar. Kelompok
preman yang beraksi di jalan Ampera Jakarta Selatan pun serupa,
bahkan ada yang membawa senjata api semua terjadi di depan
polisi berseragam lengkap, tidak ada upaya pencegahan sama
sekali.

Lalu kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang pemarah?

Dugaan saya ada dua penyebab, pertama berkaitan dengan
masalah-masalah penegakan hukum, dan ketidakadilan, kedua
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_ . e
kolimpangan distribusi pendapatan. Persoalan hukum yang
E.J:n%mmw”mnw rasa keadilan masyarakat seolah sudah mer
kelaziman, penegakan hu
#lns, sebaliknya menjadi
lurgerusnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hulk

lalu mereka menempuh cara

kum menjadi tumpul jika meneba:
tajam jika menebas ke bawah. M

sendiri dengan membes

kelompok atau memanfaatkan organisasi-organisasi yang men
sudah dibentuk berwatak kekerasan.

Dengan tindakan pembelaan diri, atau mencari v.nmE
ala mereka dengan melibatkan massa, pencegahan dari aj
jolatif nihil. Pada saat yang bersamaan kepercayaan terh
aparat hukum sangat rendah karena _umﬁuwm.ﬁ terbelit de:
masalah internal, seperti makelar kasus. Kondisi itu Emﬂw_»m_..

emilik modal yang memiliki lahan-lahan kosong di kota-
nn_s.‘ lebih mempercayakan kepada kelompok preman u
menjaganya, ketimbang polisi.

Kekerasan tidak berdiri sendiri, tapi saya menduga sel
akibat dari ketimpangan distribusi pendapatan, ba
merupakan penyebab utama. Desain ofonomi ﬁ_mmwmr
iljjalankan tidak membuat ketimpangan Emrn._ E.NEWEF Ja
letap menjadi tumpuan utama mencar wmrn_._mmﬂ bagi
produktif. Idealnya otonomi daerah memberikan kebebasan
dnerah untuk berkreasi agar kapasitas perekonomiannya n
|esar, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Ta
yemua sulit terwujud, desentralisasi menyuburkan praktik ko
don memelihara perilaku miskin bagi rakyatmya. Um_mh._,wh
iniskin mereka gampang dipelihara untuk n_:un.___.u_._wmz basis 1
menghadapi Pilkada melalui praktek money politic.

Kondisi ini dibiarkan tumbuh subur, karena umu
_:EmEEmmrﬂm maupun gubernur mmmmn m_@d melep
kekuasaannya dan penguasaan resources. Jika periodenya
fabatan dialihkan ke istrl ataupun anaknya. Proses rekn
pepawai pun penuh dengan kecurangan Em:m.mﬁumrmh
wgok sebagai modal tambahan _..-_.__E_n pembiayaan p
fiementara yang tidak punya akses di pusat _n.w_n:‘mmmmb atau
sopok tidak ada, mereka terpinggirkan menjadi pengang;
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Tengok saja di daerah manapun, hampir semua PNS memilik
pertalian keluarga dikantor SKPD, apalagi yang direkrut lewal
jalur honorer (data base).

Ditingkat pusat, pemerintah ferlalu sibuk membangus
pencitraan, klaim pertumbuhan ekonomi yang terus membaik
sekitar 6 persen tidak memberikan dampak secara signifikan
terhadap berkurangnya disparitas distribusi  pendapatan
masyarakat. Klaim angka kemiskinan terus menurun, meski puf
serapan tenaga kerja di sektor formal sangat kecil. Kondisi inf
menggambarkan struktur ekonomi mengalami keterlepasa)
(decoupling) antar sektor. Penyebabnya, pertumbuhan ekonomi
lebih didominasi dari sektor non tradeable, seperti telekomunikas
pertambangan dan keuangan.

Sektor-sektor ini lebih
mengandalkan capital intensive
ketimbang labor intensive turut

memperparah ketimpangan
distribusi pendapatan
masyarakat. Data makro

statistik memang menunjukkan
penurunan angka kemiskinan,
tapi serapan tenaga kerja sektor

formal  kecil,  berbanding
terbalik serapan tenaga kerja
sektor informal makin

meningkat sekitar 75 persen. Pelaku ekonomi sektor informal
merupakan underground economy yang tidak tercatat dalam PDB.

Pada sektor keuangan sendiri semakin membaik, arug
modal masuk (capital inflow) asing ke Indonesia makin besar,
tercatat dari awal tahun hingga akhir September, arus modal asing
yang masuk mencapai Rp 115 triliun. Membaiknya sektor ini
bukan sesuatu yang menggembirakan, sebab termasuk kategeori
hot money yang bersifat jangka pendek, setiap saat mudah terbang
(capital flight) jika kondisi dalam negeri kurang mendukung.

Kondisi ini pun sudah diingatkann oleh lembaga
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keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia aj
modal yang besar harus diwaspadai, resikonya dapat me
devisa untuk melakukan intervensi. Selain itu
menguntungkan kelompok kecil masyarakat yang memar
kaya. Situasi seperti ini makin Emﬂ.ﬁmnv:_..ﬂ_n d
pendapatan, lapangan kerja terbatas  sehingga
pengangguran terdidik terus tumbubh.

Menengok kembali masalah kerusuhan, umumny
ini termasuk kategori usia produktif, bahkan usia rem.
aktifitasnya nongkrong di ujung gang atau perempatan
sampai sore, sabang hari, karena tidak ada _umr.n_”_mm
Kerumunan-kerumunan seperti ini sangat mudah dipicu
jika dalam kondisi tidak sadar pengaruh dari minuma
sebagaimana pemicu awal kekerasan yang terjadi di
selain akumulasi berbagai persoalan terutama masalah «
dan sosial politik makin hari mereka terpinggirkan dari p
kekuasaan. :

Gejala menjamurnya preman dan m&mﬂmmhm.m_
tumbuh dari sifat pemalas, tapi makin sulitnya mencari |
pekerjaan. Selain itu para pemilik modal dan pengu:
cenderung memang memelihara mereka, kecenderunga
ini membuat mereka terbiasa hidup enak, tinggal menun,
dari yang menguasai resources lokal. Fenomena der
dukungan terhadap tokoh lokal atau bupati/walikota
gubernur yang tersangkut dengan masalah hukum dapa
dengan jelas. Ada banyak bupati/walikota kendati sudal
melakukan korupsi (menggerogoti APBD) masih men
dukungan dan pembelaan secara membabi buta nm.h ma
sudah jadi peliharaan mereka. Tipikal pemimpin st
bahkan masih dapat memenangkan Pilkada, karena
modal (uang) besar sebagian dari hasil korups
memobilisasi massa.

Yakin saja, orang yang memiliki pekerjaa
setidaknya penghasilan bulanan niscaya tidak akan mau
lcha nongkrong setiap hari di ujung gang atau jadi prem
diperalat menjaga kepentingan “raja-raja kecil” di daera
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mereduksi kekerasan massif, serta pemberantasan preman
tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri, harus ada s
kebijakan dari pemerintahan secara keseluruhan.

Pemerintah tidak hanya sekedar membuat program instan
seperti PNPM Mandiri, Bantuan Langsung Tunai dan sejenisnys,
Tapi sektor riil harus dihela dengan kencang, terutama ind
yang mengandalkan labor intensive. Sementara itu pemerintah
daerah harus lebih serius mensejahterakan masyarakatnya d
membuat program yang dapat menggerakkan mesin ekonom;
daerah yang memberikan dampak terhadap serapan tenaga
kerja.C0 “y

ST

Pola Penganggaran dan Kelijakan Korupti

nggaran berbasis kinerja (performance w:mm&ﬂﬁ msmww
h&. menjadi tuntutan  diterapkan dalam penyusu »

APBN/APBD. Sistemn penganggaran mnﬁmmmﬂmmﬁm
diharapkan menciptakan efisiensi dan € s
pemanfaatan uang rakyat, sebab semua uang u_,E.__mm sier
berdasarkan program kerja yang ada, atau Em:mm.ﬁ_n_mn -
buruk diakhir tahun anggaran membuat berbagai macam progr

“siluman” untuk menghabiskan anggaran yang ada, tanpa melihat
dan mengukur outcome.
Anggaran berbasis kinerja juga menuntuf perlunya

program-program yang terukur, bukan sekedar Eﬂnz_m_ M:..HM_”
tanpa ada indikator target. Namun anggaran berbasis mﬁm:ﬂ
belum berjalan optimal disemua tingkatan mﬁn._mﬂa_ . i .&mm
scharusnya anggaran diprioritaskan untuk keper ﬂmﬂm vﬂ_ﬁh
mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap kegia
ekonomi masyarakat.

Terkait dengan itu, nampak prioritas mbmmmﬂm_:wd._ﬂ_...”_w
APBN-P 2010 masih mm.:.r dari aspek anggaran berbasis #n.__u_m“qw
PR yang memiliki hak wthm.mwnnm n_.m_..__.mﬂ_.— E%ﬁmﬁ”ﬂmﬂ—ﬂpﬁ =
program dan penganggaran untuk membangun w.mﬂnﬂmmﬁwmﬂ
dengan anggaran Rp. 1,8 tiiliun. Anggaran jumbo 5_1 e ine,
pada alasan bahwa gedung DPR RI mE“_mr. _._..msm&m.HE et
dan gedung yang berlantii 24 sudah miring sekitar .

e —
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Kendati Kementerian PU membantah tidak pernah
merekomendasikan gedung DPR RI mengalami kemiringan,
hanya perlu perbaikan dan rehabilitasi, tapi tidak total.

Kewenangan DPR RI yang begitu besar dalam hal
budgeting membuka celah praktek kolutif dan koruptif, hal ini bisa

dilihat dengan pengesahan APBN-P 2010 selain merencanakan

pembangunan kantor baru juga munculnya program-program
yang tidak nyata dan jelas tapi anggarannya cukup lumayan besar,

dengan kata lain anggaran tersedia tapi program belum tersusun

dengan baik. Bahkan ada anggaran yang dialokasikan ke DPR R],

hal ini diperkuat dari pimpinan badan anggaran sendiri mengakui

kalau memang ada jatah Rp. 110 miliar untuk DPR akhirnya

dibagi rata setiap komisi karena bingung dialokasikan kemana?.

ara peganggaran seperti itu jelas sangat bertentangan dengan

prinsip anggaran berbasis kinerja yang didengung-dengungkan,

bahkan menjadi tuntutan DPR ke pemerintah.

Idealnya, bahkan harus
ketika disahkan, APBN sudah
memuat perincian program. [tu
merupakan keharusan untuk
mencegah penyelundupan
program-program siluman vang
tidak jelas, masuk ke dalam
APBNP. Pengesahan APBN-P
2010 tanpa program merupakan
sebuah langkah legalisasi yang
tidak lazim dan melanggar
kepatutan. DPFR dan pemerintah
bisa saja beralasan bahwa program-program terperinci akan
disusulkan dan dibahas kembali dengan DPR.

Namun justru disitulah letak masalahnya, dengan
menyusulkan program secara tersendiri, terbuka luas kesempatan
berlangsungnya praktik mafia anggaran. Program-program
siluman akan masuk dengan mudah, tanpa sasaran yang jelas.
Proyek-proyek titipan anggota dewan pun akan leluasa
diakomodasi, maka dapat diduga kemudian akan memancing
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datangnya para mafioso anggaran yang memang bal
bergentanyangan di kementerian dan DPR.

Pesan yang dapat ditangkap disini, keinginan u
membangun kantor yang lebih mewah dan mengesal
anggaran yang belum jelas programnya menunjukkan h
mementingkan kebutuhan anggota dewan dikedepal
ketimbang kebutuhan dasar masyarakat. Apapun kebut
mereka seolah tidak ada yang tidak bisa, namun bila menyan
hajat rakyat banyak alasan klise yang selalu disampa
anggaran tidak cukup bahkan tidak ada.

Secara sarkastik boleh dibilang bila otak sudah rusak
kotor, serta syahwat politik yang besar dan kerakusakan
menyelinap dalam tubuh, yang normal pun dianggap tak w
yang tegak dan kokoh dianggap miring, yang bersih dihad
mata dapat dikelabui menjadi kotor, Keadaan itu seolah mel
bagi sebagian besar wakil rakyat, pengembang amanah ra
justru menjadi sarang “penyamung”, ini bukan ungk.
halusinasi karena sudah puluhan anggota legislatif baik di tin
pusat maupun Llingkat daerah ditangkap tersandung k
hukum, dan sepertinya tidak akan berhenti karena masih
terus berulang.

Anggaran jumbo yang disahkan DPR dalam APBN-F
untuk pembangunan gedung baru DPR RI sekalipun itu |
berubah angkanya tetap sulit diterima masyarakat. Angk:
ditengarai lebih besar
ketimbang untuk anggaran
Program Keluarga Harapan
(PKH) yang hanya senilai Rp
1,3 triliun untuk 810.000 Bumah
Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Padahal, dengan anggaran Rp
1,8 trillun anggaran ini bisa
mengkover 1,1 juta triliun
RTSM, dibandingkan Gedung
DPR yang hanya dinikmati 560
anggota DPR.




Anggota DPR sepatutnya menjadi ujung tombak
mempolopori pemangkasan biaya perjalanan dinas ke luar negeri
bagi eksekutif karena kecenderungannya biaya ini meningkat
setiap tahun, namun harapan itu terlalu ideal bagi orang banyak
karena biaya perjalanan dinas untuk DPR Rl juga terus meningkat,
akhirnya yang terjadi simbiosis mutualisme, kedua belah pihak
punya kepentingan yang sama yang mengabaikan hak dasar
rakyat.

Sementara bila dikomparasikan dengan keadaan di sektor
pendidikan  sangat memprihatinkan, justru  seharusnya
diperjuangkan secara maksimal bagi DPR RI. ICW mengutip data
statistik per sekolah yang dimiliki Kementerian Pendidikan
Nasional. Kerusakan gedung sekolah itu mulai dari gedung
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah
senengah Umum. Berdasarkan data tahun 2007/ 2008 terdapat
gedung Sekolah Dasar sebanyak 139.461 yang rusak, meliputi
72.471 rusak ringan dan 66.990 rusak berat. Bahkan ada sekolah
dasar di Banten sangat tidak layak dijadikan sebagai ruang kelas,
dinding yang digunakan terbuat dari anyaman bambu, kayu
penopangnya sudah mulai miring.

Sementara untuk gedung Sekolah Menengah Pertama,
terdapat 16,360 gedung yang rusak, 4.731 rusak ringan, dan 11.629
rusak berat. Sementara itu juga terdapat 5.693 gedung SMU yang
rusak, dengan rincian 4.151 rusak ringan dan 1.542 rusak beraf,
Dari data statistik itu, diketahui banyak gedung sekolah ya 1§
tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
Kendati data ini berasal dari statistik 2007/2008, namun lima tahun
terakhir perubahannya tidak terlalu signifikan. Sekolah yang
rusak, terutama dipelosok masih banyak meskipun anggaran
pendidikan setiap tahun meningkat. Dengan demikian ada
kemungkinan alokasi biaya perbaikan sekolah, khususnya di
daerah yang jauh dari pantauan banyak  pihak kurang
dioptimalkan.

Jika ditengok kembali jumlah anggaran Rp. 1,8 triliun yang
rencana akan digunakan untuk pembangunan gedung DFR R u
ekuivalen dengan gedung sekolah 12 ribu gedung baru. Tapi sulit
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rasanya kita berharap banyak dari anggota dewan mmamw: sistem
penganggaran yang cenderung koruptif :J_..FW memikirkan secara
sungguh-sungguh perbaikan sektor pendidikan.

Modus penganggaran setiap tahun, terutama anggaran
perubahan kecenderungannya masih berperilaku pemburu rente.
| {arapan untuk menjalankan anggaran berbasis kinerja masih jauh
dari ideal, terutama diprioritaskan pada mmrﬁu-mwwﬁoq dasar
seperti pendidikan dan kesehatan. Sesungguhnya a.Ewm.mm_ummmh itu
(triliniunan) jika dialokasikan ke sektor pendidikan akan
mencerdaskan puluhan ribu generasi penerus bangsa. Tidak
menutup kemungkinan, sebagian dari u.....mumwm_ kelak akan
berkantor di “gedung miring” dengan pikiran yang tegak dan
lindakan yang lurus. Berbeda jauh dengan Huwﬂﬁ_mrc_cuwm._ yang
berada di  gedung “miring” hanya lebih mementingkan

kebutuhannya. (3

Geaafeilsd
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Politik Berwajah Ganda Dalam Kehijakan Ekonomi

14 U APBN 2013 dilakukan perubahan dengan cepat sebagai
dampak dari perkembangan perekonomian global dan
ekonomi domestik. Setidaknya yang saya cermati UU

APBN yang paling cepat diubah adalah UU APBN 2013 dan UU

APBN 2008 menjadi APBN-P. Paling signifikan mendorong

perubahan UU APBN karena rencana penyesuaian harga BBM,

serta melesetnya berbagai indikator makro ekonomi. Fluktuasi
harga minyak mentah dunia, serta Indonesia sebagai negara nef
wport dan target lifthing minyak tidak pernah tercapai, maka
kondisi ini seolah memaksa parlemen menyetujui memberikan
mandat kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM
dalam UU APBN 2013, artinya tidak ada fraksi yang
mempersoalkan substansi penyesuaian harga BBM. .

Perkembangan perekonomian global masih lesu
Emﬂmm.f_umwrmz permintaan untuk mm“ﬁou Mmmﬂ:m:._ Emnmu_‘mr”
Apalagi kelas menengah Indonesia bertumbuh pesat, usia
wuom.crmm begitu besar mengakibatkan permintaan domestik
?mEhm.wmﬁ termasuk konsumsi barang otomotif. Pertumbuhan
industri otomotif tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,5 % atau
setara 1,2 juta unit kendaraan, pertumbuhan industri otomotif juga
dipengaruhi makin berkembangnya model pembiayaan dan ini
berdampak terhadap konsumsi BBM. Pada akhirnya kebijakan

86

pembatasan kuota BBM selamanya tidak akan efektif, demikian
Juga efisiensi penggunaan BBM tidak mudah dilakukan.

Tidak sedikit hasil studi empiris yang menunjukkan
bahwa konsumsi BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh
masyarakat kelas menengah ke atas. Mereka pemilik kendaraan,
lerutama pemilik mobil paling boros membeli BBM. Memang
lidak dapat dinafikkan bahwa kenaikan harga BBM akan
menciptakan shock ekonomi, karena ada inflasi, namun itu bersifat
jangka pendek. Jangka menengah dan panjang trend recovery
gkonomi akan menanjak sepanjang diikuti kebijakan affirmatif
yang memadai untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM tidak
lerlalu relevan mengaitkan dengan persoalan idiologi kapitalisme
global, apalagi tekanan pihak asing. Subsidi merupakan keharusan
dijalankan negara, akan tetapi harus diberikan kepada mereka
yang kurang mampu. Menolak kenaikan harga BBM justru
mempertahankan mentalitas orang miskin, lebih membela
kepentingan orang yang paling banyak mengkonsumsi energi.
PPertanyannya, siapa yang paling banyak mengkonsumsi energi?.

Kebijakan ~menaikkan
harga BBM merupakan
persoalan ekonomi, akan tetapi
dibalik kebijakan itu biasanya
memang  terselip  agenda
politik. Partai penguasa secara
umum akan selalu cermat
menghitung  kalkulasi politik
sebelum melakukan
penyesuaian harga BBM. Di
lain sisi, kebijakan yang tidak
populis dapat dimanfaatkan B
bagi partai tertentu dengan menolak kenaikan harga BBM. Namun
dapat pula menjadi senjata pamungkas, kenaikan harga BEM
dibarengi dengan pemberian kompensasi pada tahun 2008, dana
kompensasi tersebut menjadi alat kampanye efektif seolah-olah
pemerintah seperti Robinhood, datang membagi-bagikan uang
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bagi kaum papa. Setelahnya, tahun 2009 menjelang Pemilu, harga
BBM kembali diturunkan sehingga menjadi kebijakan nampak
populis. :

Pro kontra kenaikan harga BBM sebuah keniscayaan, tapi
sejatinya sangat lebih berarti dan dihargai jika sekiranya partai
yang menolak konsisten (istigomah), Salah satu partai yang
mempertontonkan “akrobat inkonsistensi” adalah Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Partai dakwah ini merupakan salah satu partai
yang bergabung dalam sekretariat gabungan (setgab). Selain itu
ada tiga menteri kader PKS dalam kabinet saat ini mereka adalah
bagian dari pemerintahan, sementara di parlemen, maupun sikap
politik secara organisatoris berbeda sama sekali dengan mereka
yang ada di kabinet.

Sikap politik yang berbeda dalam satu organisasi hal
semacam ini kurang tepat dianggap sebagai gejala demokrasi yang
sehat. Akan tetapi lebih tepat disebut sikap inkonsisten, karena i *
wajar jika pimpinan fraksi partai penopang utama pemerintah
menyebut PKS munafik. Sebagai partai yang berbasis keagamaan
selayaknya bukan dengan sikap berwajah ganda, lebih elok PKS
menjadi bagian oposisi, keluar dari koalisi. Sikap berwajah ganda
justru tidak mendidik umat (masyarakat), di pemerintahan mereka
bagian dari pengambil kebijakan dan setuju kenaikan harga BBM
akan tetapi di luar menebar spanduk melakukan penolakan.
Namun terkadang memang di dalam politik adigium -—-lain di hati’
lain di bibir--—- menjadi kebiasan dan seolah bukan pelanggaran
fatsoen politik.

pembenaran boleh jadi diterima beberapa pihak, akan tetapi
banyak pihak juga memandang sinis bahwa praktek politik ya
demikian sungguh tidak gentle. Apalagi ditengarai penolakan PKS
yang dikenal sebagai partai dengan slogan -—bersih, peduli dan
profesional— lebih sebagai upaya perbaikan citra, di tengah
keterpurukan karena pucuk pimpinan partai tersandung kasus
korupsi yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpin oleh
kader PKS pula.

entasi Presiden PKS Anis Matta

s Tﬂ%ﬂ%ﬂﬁﬁ akan menolak kenaikan F”:mm
menyeuan, PKS yang ada di kabinet mendukung kenaikar
e .+ karena mereka bawahan presiden .mmw..
o an split personalitiy, organ (jiwa) yang labil. Di
T e nsmrm%Ewum kementerian ekonomi berdebat E:Eﬁm.
”h;ﬂmnﬂmmmmwwﬁmw BBM, tapi di dalam (di kabinet maupun di

?
setgab) publik tidak paham apakah PKS menantang:. -
h lebih terhormat, serta mengajarkan _._H.Hw..q,:_m_
e PKS tidak lagi berada dibarisar

religiusitas ~ bilamana ah curiga, jika sikap berwajah ganda
EEEM#EWHW&MMW%EHME _m:mwn,wﬁ._ ﬂm_:mu n_.mh,:rm__u?m_h _mmnm.wm_
”r.ﬂw rwﬂmmmﬂmmh sumber pembiayaan EF:EM Eﬁmﬁﬁ”ﬂmﬁ
memﬂm sapi salah satt rujukan yang paling ,,_.mm mmemﬁEJE
informal antara pimpinan partai ﬂm:m.mmmrm M: _n,h__.n rente. Jik:
inprofessional dan oafia BEISERID REPERMEAE 5 te itu akar
"__ aﬂr terungkap Para gerombolan pemburu rente

dapatkan gain yang besar, tidak menutup kemungkinan hasi
_q”“_._“.:_hm: —..wﬂWm mereka masuk ke kas partat.

ii menduga bahwa partai ingin menjac
: Maka .n_.mﬁ MM_,._MHN_ Em:mqm_umﬁrmu rmnﬂ”._Mm&mEuﬁ C
e wom—ﬁwm_u disana ada sumber “mata air” yang teru
i Jau menterl yang berasal dari kader partai E_m,
mengalir. __._...W w Jangsung kasus korupsi, namun mmﬂ&mhﬂ%w .mmm_u_
_.%M_EEMMM”,_M menjadi bagian pemerintahan sangat signifika
mendukung aomer ety puta el
i i itu, PKS sebaiknya fidak m
Lykt ﬁmu:w%mwﬂ _M___ﬂ,.anqm&w&v tidak akan keluar d:
e Mwﬂwrmﬂ akan tetapi apabila dikeluarkan siap ja
r:m_,m:. _“.Eﬂmq:pﬁ__mmmmnwmﬂ mﬁ:gnﬂ_m& ini, jika .Ew&ﬂm._._nmb d:
Wpalisi mmﬁwnn._ karena “siap”, lebih tepat n:ﬁwrﬁﬂ_ sebag
w:u.#: _u._w - 3 _um..._n.m._mw, Jika siap jadi omom.ﬁm_ tidak pe!
sslisnis n__...wwmu:mlnm? lebih baik mengikuti m.prm_u FPDIP sej
.Huﬂ%&%m menjadi oposisi kendati diberbagai kesempatan a

{awaran bergabung dengan ﬁﬁsmnwnmrﬁ.,

gl



Apalagi PKS sejak awal merasa tidak dilibatkan dala
rapat setgab, jadi untuk apalagi mempertahankan “ma
koalisi” jika merasa disepelekan oleh partai-partai _um_._m:r: _._.
pemerintah, sembari ber-ijab kobul dengan partai yang ada di lua
pemerintahan untuk memperkuat barisan oposisi ya
sesungguhnya. Bukan gertakan atau sekedar basa-basi E._E
memperkuat daya tawar posisi, kemungkinan saya dan banyak
orang tetap bersimpati _mu_._m&m_u PKS jika sikap istigomah menja s.._.
- karakter partai berbasis agama ini, tapi apakah PKS berani kelua
dari koalisi? Yakinlah tidak akan, paling mereka mengatakan,
berada dalam koalisi sampai akhir pemerintahan 2014. Keluar dari
koalisi sama halnya menghilangkan sumber daya untuk penopang
pembiayaan politik dalam menggerakkan mesin partai. E3

e

BAGIAN KETIGA:
BEBERAPA KEBIJAKAN EKONOMI
KONTEMPORER
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jauh  sebelum Darmin Nasution masuk BIL Terminolog
redenominasi terasa kaku buat lidah orang Indonesia
terbiasa makan nasi, tapi bahasa gampangnya, yaitu
menyederhanakan pecahan uang rupiah atau mengurangi angka
nolnya sebanyak tiga digit (000), tanpa mengurangi nilainya,
Kalau mengurangi nilainya berarti sanering. Praktik sanering, nilal
tukar dikurangi sehingga dapat membuat masyarakat menjadi
miskin. Tapi redenominasi dalam implementasinya bisa saja
terjadi sanering jika pemahaman masyarakat tidak utuh.

Lalu apa alasannya BI melakukan redenominasi?
Berdasarkan kajian BI, bahwa idealnya mata uang rupiah
dihilangkan tiga angka nol. Ini didasarkan pada kondisi, jumlaly
angka rupiah dianggap terlalu besar, hanya kalah dengan mata
uang Vietnam (Dong). Satu lembar Dong sebesar 500.000. Angka
rupiah yang banyak dianggap merepotkan untuk melakukan
transaksi. Selain itu dari aspek keamanan dimana nominal rupiah
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seperti saat ini, dengan membawa sejumlah uang puluhan juta,
tasa aman sangat terganggu. Atau setidaknya akan merepotkan
bagi yang mencairkan, atau yang hendak menyetor uang di bank
dengan jumlah puluhan juta.

Apalagi dengan jumlah
miliaran, memerlukan tas atau
koper yang dapat memancing
serampokan. Akan lain halnya
Ika rupiah sudah
diredenominasi, meskipun
nominalnya besar akan tetapi
membawanya relatif mudah.
[Dari sisi pencatatan akuntansi
keuangan, juga merepotkan
karena akan Emﬂamm ?M...E.. L3 .
angka (nol) yang berderet-deret " i
Emzm_ ﬁm_mu“mwmi mﬁoummﬁ ini ideal, yang digulirkan oleh Bank
Indonesia, sangat positif untuk melakukan transaksi.

Indonesia pernah melakukan redenominasi rupiah _.umnmm
saman orde lama, Gubernur Bank Indonesia masa itu muﬁ_mn:n_,.ﬁ
Prawiranegara. Implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan ini
melonjaknya inflasi, selain diakibatkan dengan praktik BI
melakukan pencetakan uang. Juga ada kecenderungan masyarakat
enggan memegang uang cash, lebih memilih barang. ﬂmh.m.mruw.ﬂ
harga-harga barang melonjak tajam. Pengalaman ini _H,_mm yang
pernah dialami oleh Zimbabwe. Hyperinflasi .wmn_mn.r harga
sepotong hamburger bisa mencapai jutaan dolar ,Nﬁ.__umvs_m‘.ﬁmuw
pengusaha semestinya menerapkan sesual praktik redenominasi,
nkan tetapi justru harga barang Rp. 1.000 persatuan pecahan lama,
yemestinya menjadi Rp. 1,- persatuan pecahan baru. Justru ia
menetapkan harga Rp. 1,- persatuan pada pecahan baru. Kondisi
Ini sangat mungkin juga terjadi di Indonesia jika ma,,m_m__mmm_ .n_mn
aturan kedisiplinan untuk melakukan redenominasi tidak
ilijalankan dengan ketat.

Kedepan jika redenominasi ini berjalan, dalam jangka
pendek  akan  tetap mempengaruhi  kondisi inflasi yang
dinkibatkan dari efek ekspektasi. Masyarakat kebanyakan
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memberikan ekspektasi atau apresiasi yang cenderung negatif;
karena mereka akan memahami nilai nominal uang akan menuruy
atau dikurangi (sanering). Mereka beranggapan bahwa uang yang
jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian dipangkas tiga nolnyd
(000) menjadi angka 1.000, sementara uang Rp. 1.000, berubal
menjadi Rp. 1,. Juga dalam jangka pendek berdampak terhadap
investasi, dengan pemahaman yang hampir sama, nilai asset akan
menurun yang dimiliki oleh investor. Selain juga kemungkinan
rational ekspectation muncul, masyarakat yang rasional akaf
mengantisipasi terjadinya inflasi berupa tindakan pengurangan
jumlah uang yang mereka pegang dalam membelanjakan kedalam
bentuk barang riil.

Mengurangi angka dalam jumlah rupiah, tidak berari
kerepotan akan tereduksi dengan sendirinya, jika bentuk mateti
wang tetap sama, misalnya uang pecahan Rp. 100.000,- akaf
menjadi Rp. 100,- artinya bentuk uangnya tetap sama yakni satil
lembar, yang dikurangi cuma angkanya saja. Terke
redenominasi dilakukan atau mencetak uang dengan pecahan
nominal yang lebih besar, misalnya satu lembar nilai nominalnya’
menjadi Rp.500,-/lembar. .

Pemahaman orang Bl dan masyarakat tentu sangat jaul
berbeda. Karena itu butuh waktu jangka panjang melakukan
sosialisasi, tanpa sosialisasi dengan baik juga akan mengacaukan
sistem transaksi bagi masyarakat. Harga barang yang tadinya Rp,
1.000.000, kemudian dalam transaksi akan mendapatkan uang
dalam bentuk Rp. 1.000., meskipun itu nilai tetap sebesar satu juta,
akan mempengaruhi persepsi mereka. Belum lagi transaksi dalam
bentuk valas jelas merepotkan masyarakat, apalagi jika nilai tukar
tidak stabil dan kecenderungan inflasi untuk terkerek ke atas. _

Pasti juga akan muncul pertanyaan, kalau Rp. 1.000
dipotong nolnya tiga tinggal menjadi dalam bentuk pecahan baru
sebesar Rp. 1,-. Bagaimana kalau harga barang itu Rp. 250,
pecahan lama? Ini berarti Bank Indonesia kemungkinan akan
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rendah, ekonomi dalam kondisi steady stafe dan dukungan politik
yang kuat. Masalah inflasi memang masih terjaga di bawah dua
digit, tapi belum dapat dijadikan sebagai patokan bahwa
perekonomian kita sudah tangguh. Daya beli gﬁmﬁ& masih
cenderung terus menurun, seiring dengan makin melambungnya
harga-harga bahan pokok.

Turki dan Rumania mungkin termasuk negara yang relati
sukses melakukan redenominasi mata uang, itupun dilakukar
dalam waktu yang panjang. Dari segi konsep sangat baik, mrE._
tetapi dibutuhkan waktu yang lama dan sosialisasi yang memadai
Scbab Indonesia (pemerintah) sangat cekatan menggagas dar
mengambil kebijakan, tapi dari aspek implementasi sangal
amburadul. Apalagi pengawasan, munculnya kasus mega skanda
Bank Century atau praktik perbankan yang nakal tidak .F.H_m_umm
dari kelemahan BL Berarti dari sisi urgensi redemoninasi, belurmr
ferlalu mendesak, sebab banyak pekerjaan BI yang haru:
dituntaskan.

Kebijakan redenominasi ini juga tidak memberikar
dampak apa-apa terhadap perekonomian nasional. Meskipur
dalam pencatatan akuntansi lebih praktis dan mudah, sebab m_mmn
memangkas angka-ankga. (Mungkin) jauh lebih  penting
bagaimana mengoptimalkan peran Bl untuk menggerakkan sekto
riil. Data BPS menunjukkan secara jelas ﬁmnEH&ﬂr.mn m_n.cﬂc..n
pada kuartal kedua 2010 mengalami peningkatan dibandingkar
dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya ( year on year
sebesar 6,2 persen. Besaran pertumbuhan yang dicapai pad
kuartal kedua itu, tiga sektor mengalami ﬁm#::“__u:rmh n:_nE.
linggi, yakni sektor pengangkutan dan komunikasi (12,9 persen;
yektor listrik, gas dan air bersih (9,6 persen), dan sektor jasa-jas
(7,2 persen).

Sementara sektor primer yang paling banyak menyeraj
lenaga kerja, seperti sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3,
persen dan sektor industri dan :._mbﬂ_mmeH.. sebesar 2,0. Lalu ap
urgensinya redenominasi rupiah yang dicanangkan c_m_.__, Bl
|ikonomi kita seolah sudah tangguh, hebat sehingga redenomina:
segera perlu dilakukan. (3

Qe
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pakah kartu kredit itu “malaikat” atau “hantu”?. Karl
kredit manakalah kita menggunakan dengan bijak dap
menjadi dewa penyelamat, menjelma menjadi malaiki
karena dapat membantu melakukan transaksi apa yam
dibutuhkan oleh penggunanya. Selain itu kartu kredit relat
simpel dibandingkan dengan membawa uang tunai, tidak jaray
pula pemegang kartu kredit mendapatkan akses kemudahan sef
potongan untuk transaksi di pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Meski demikian secara psikologis, hasrat melak :
konsumsi selalu muncul manakalah seseorang memiliki kar
kredit, tawaran dan sale off barang-barang tertentu seolah tak ad
hentinya datang menggoda bak “setan” yang memang kerjany
menggoda manusia (baca; konsumen). u

Namun bila hasrat belanja terus datang deng
mengandalkan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Ka
(APMK) perlahan ia akan menjadi “hantu”, tanpa te
pemakaian kartu kredit tagihannya membengkak, sementan
ﬁmum_..mmmmb cenderung tidak meningkat. Akibatnya, pembayar "
tagihan penggunaan setiap bulannya justru membebani keuang
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keluarga, bunga akan berbunga pada saat jatuh tempo bilamana
belum dilakukan pembayaran minimum setiap bulannya.

Bila kondisi itu terjadi, seperti selama ini pemegang kartu
kredit harus siap-siap berhadapan dengan debi colleclor, maka
kemungkinan setiap bulannya akan menghantui nasabah. Ada

banyak mnasabah yang masuk rumah sakit atau bahkan meregang

nyawa ditangan debt collector, massifnya pemberian kartu kredit
kepada masyarakat mendorong tumbuhnya industri jasa
penagihan (debt collector). Masalahnya para debt collector ini lebih
mengedepankan “otot” ketimbang “otak”, setiap saat tanpa
mengenal waktu datang menagih dan meneror nasabah sampai
nasabah yang bersangkutan membayar tagihan.

Atas dasar itu, revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI)
mengenai APMK  dengan mengatur waktu penagihan dan
melarang menggunakan debt collector di luar karyawan bank,
kalaupun menggunakan tenaga alih daya, bank tidak boleh lepas
fangan manakala ada masalah. Aturan ini patut diberikan
upresiasi, karena itu BI harus menjalankan “extra function”
mengatur secara teknis hal yang demikian yang bertujuan untuk
melindungi  nasabah  bank. Bank jangan hanya ingin
memprioritaskan pencapaian tujuan internalnya semata, yaitu
meningkatkan laba sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan
kondisi nasabah.

Selama ini perbankan selalu memegang “frame” yang
baku untuk memberikan kredit kepada nasabah, baik perorangan
maupun badan usaha dengan prinsip kehatihatian (prudential).
lapi sepertinya untuk pemberian kartu kredit yang akan
digunakan sebagai APMK cenderung longgar, seolah syarat
minimum baik dari usia maupun penghasilan seseorang tidak
dijadikan rujukan. Para sales yang umumnya karyawan
itsourching perbankan ditebar di pusat-pusat perbelanjaan
imenawarkan menjadi member dengan persyaratan yang begitu
mudah kepada setiap pengunjung pusat perbelanjaan.

Selama lima tahun jumlah kartu kredit terus bertambah,
posisi per tahun 2006 jumlah kartu kredit tercatat 8,3 juta kartu
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dan akhir tahun 2011 jumlah kartu kredit mencapai 14,7 juta karty
atau naik rata-rata 12 persen pertahun, dan diperkirakan ak
tumbuh lebih tinggi tahun ini. Nilai transaksi melalui kartu kredil
tersebut mencapai Rp. 180 triliun per bulan. Potensi ini tentu sz !
menggiurkan industri perbankan, karena itu penawaran karty
kredit tidak terbatas penawarannya ke individu-individu semata
ada banyak varian kerjasama dengan produsen atau provider jas
menjadi sasaran. !

Meski demikiap
bisnis jasa perbankan inj
bukan tanpa resiko, bahkan
pihak  perbankan kerap
mengklaim sudaly
menerapkan prinsip kehatis
hatian dalam  pemberian’
kredit atau  penggunaan’
kartu kredit, tapi nyatanya
rasio  kredit  bermasalal

kartu  kredit per 2012
mencapai Rp 1,52 triliun. Bank asing mencatat NPL terbesa )
hingga Rp 726 miliar, bank milik pemerintah atau bank perserd.
mencatat NPL kartu kredit sebesar Rp 147 miliar, kemudian bank
campuran sebanyak Rp 215 miliar.

Sedangkan bank umum swasta nasional (BUSN) nm_.nmﬂmw,
Rp 432 miliar khusus NPL kartu kreditnya (Statikstik Perbankan,
2012). Sementara NPL atau presentase nilai tagihan kartu kredit
yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet
mencapai 4,26 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan NPL
rata-rata perbankan di 2,55% tahun lalu.

Tingginya NPL dapat menjadi resiko bisnis industti
perbankan, sekaligus dapat menggerogoti “kesehatan” bank yang
berimplikasi pada perekonomian nasional. Oleh karena itu Bl
selaku otoritas moneter perlu melakukan penataan dan aturan
untuk menjaga perbankan tetap sehat, selain memberikan
kenyamanan bagi nasabah (masyarakat). Menurut hemat saya,
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Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor E....EH.EBEN ._mzm_bm.
Penyelenggaraan Kegiatan APMK perlu &m._uunm_mm. bagi
masyarakat maupun pihak perbankan .m.__uﬁm_F sebab PBI
mengandung unsur edukasi di dalamnya bagi masyarakat.

Secara ringkas kisi-kisi APMK menjelaskan batas usia
minimum 21 tahun dan batas minimum penghasilan Rp. 3 juta,
Nasabah yang pendapatan per bulannya antara Rp 3 sampai Rp 10
juta rupiah hanya diberikan plafon _uEEHEu. tiga kali _ummm._.
pendapatannya dan hanya diperbolehkan memiliki kartu kredit
maksimal dari dua penerbit. Kemudian Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 14/17/DASP, isinya antara lain Eﬂﬁwmﬁmﬂ. denda
keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit maksimal 3
persen dari total tagihan.

Peraturan ini tentu akan mendapatkan resistensi,
petidaknya ada dua pihak yang saya catat Emﬂvm..gfm_mmﬁ
bahkan merasa keberatan PBI tersebut, misalnya manajer Asosiasi
Penerbit Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Enn..m.mnﬁmhﬂmw”&._ alasan
mendasar membatasi jumlah kartu kredit bagi individu yang
berpenghasilan Rp. 3 juta - Rp. 10 juta hanya dibolehkan memiliki
dua kartu kredit. Menurut pihak AKKI hanya di Indonesia
dibatasi seseorang memiliki kartu kredit dengan _um....mrnm__mh
tertentu, di negara lain tidak, seperti Malaysia dan Singapura
(Detik Finance, 19/6/2012).

Selain AKKI, Ketua Perbanas pun keberatan dengan
adanya pembatasan bunga kredit paling tinggi sebesar 3 persen
perbulan karena menganggap bahwa dengan adanya pengefatat
pemberian kartu kredit pihak perbankan akan makin selektif
memberikan kartu kredit, karena itu bunga kredit tidak perlu
dibatasi. Keberatan ini dapat dimaklumi, karena PBI tersebut akan
memberikan efek pada penurunan profitabilitas perbankan.
Namun demikian, pihak perbankan atau yang Hu_c”ﬂn langsung
dengan produsen jasa perbankan selayaknya tidak hanya
memikirkan profitabilitas semata.

Terbitnya PBI saya meyakini memberikan nﬂmwm.mm _um.mm
masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya, dilain sisi
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mendorong perbankan untuk menciptakan differensiasi produl
layanan maupun bentuk penyaluran kredit lainnya selain kredij
konsumsi. Karena memang sejatinya perbankan tidak hanya
mengandalkan kredit konsumsi akan tetapi kredit investasi
terutama pembangunan infrastruktur perlu terus didorong untub
meningkatkan profitabilitas bank, dan pada saat vang bersamaan
akan mendorong laju pertumuhan ekonomi yang w_nunmﬁﬁm.__.
terhadap pendapatan masyarakat, dan siklusnya pihak perbankan
akan mendapatkan grin dari mata rantai kegiatan perekonomian,
sekalipun bersifat long run. Kenyataan itu harus dijalan
perbankan, sebab bank juga memiliki misi dan fungsi “sosial’
mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam
jangka panjang, bukan berperilaku “rents seekers” dalam jangk
pendek. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahus
lebih didominasi oleh konsumsi dibandingkan dengan sumbej
perfumbuhan lainnya seperti, investasi, ekspor dan sektoral,
padahal sumber-sumber pertumbuhan tersebut memiliki dampak
ekonomi luas.[1)

A
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Kebijakan Privatisasi BUMY; Kasus Krakatau Steel

enengok sejarah pembentukan BUMN, sudah ada
% sejak zaman Hindia Belanda. Setelah merdeka,

jawatan perusahaan yang didirikan Belanda semua
dinasionalaisasi. BUMN dibentuk oleh pemerintah karena
dianggap swasta belum mampu mengembangkan usaha, terutama
pengadaan kebutuhan masyarakat. Badan usaha yang dibentuk
kecenderungannya melakukan praktek monopolii alamiah.
Diasumsikan dengan praktek monopoli alamiah akan berproduksi
secara efisien, selain BUMN itu sendiri didirikan dengan dua
tujuan utama, yakni untuk mendatangkan profit dan membawa
misi sosial.

Karena itu korporasi (badan usaha) yang berbentuk
BUMN meskipun berperilaku monopoli tidak boleh semata
mendatangkan profit, tapi kewajiban negara lewat BUMN
mengembang misi sosial untuk menyediakan barang publik
(provision of public goods), sekaligus dapat mengatasi kegagalan
pasar.

Meskipun pada akhirnya banyak badan usaha yang
dikelola pemerintah gagal mengemban kedua misi ifu, justru
memberatkan  keuangan negara, melalui subsidi  karena
berproduksi tidak efisien. Kerugian yang dialami oleh badan
usaha menjadi beban pemerintah, kondisi ini jauh sebelumnya
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campur dalam kegiatan ekonomi i

. : , Semua dilepask
Emwﬁm_mﬂm pasar. Potensi konflik interest juga n,q_wmmm E._mm il
pemerintah berperan ganda sekaligus, regulator dan oﬁmmammﬁv.. 3

badan .M_Hw mwm di Eﬁm wmaﬂzmm turut diperparah karen
Zi “ketiak” departemen atau lembagh
tinggi negara, pengelolaannya harus didasarkan pada selen
wmh.mmms.m departemen. Intervensi politik tidak dapat dihind .

_um_..n E&.::w.m_. BUMN menjadi “sa pi perahan” partai, m..”.....
angan negara. Jauh sebely krisié

umumnya badan usaha ini tidak sehat, pen i 1515,
: § s : lol '
jauh dari prinsip-prinsip good corporate wﬂmﬂﬁmwh.ﬁnmmbﬁw 2 pun masii

Indonesia setelah dihempas krisi i isis
moneter tidak ada pilihan _m:._u____ rmﬂ_“.w ﬁwﬁhwmzmmﬂmwﬂmr. _
“..—“”n tangan IMF untuk membantu mengatasai krisis. mm:ﬂ_._:..u.”
o saja ada syarat yang harus dipatuhi debitur yang dituangkai ;

Mm:m“au,% of intent (LOI), salah satu butirnya adalah Em—mwm_n.. “
wﬁmwssﬁw wwscw? dan negara (pemerintah) dibatasi dalam
sy omi. m.m_.__a.: komoditi strategis pun dilepas ke:
5 rEEEmmn e rwmm:.. E_ﬂmnmmﬁ tentu baik, melepas dominasi ...mm“.

:W:F %M: _E_”. (publik), selain memperbesar rm.ﬁmn_z.:_ﬂiu
WE =l mm_ww_ua.ﬁm kontrol publik makin kuat sehingga

UMN, atau si jeri i i i
praktek-praktek wahm_a_.“wm,nﬁ:&mﬁ&uwm et

i _._Zm:.Eﬁ demikian, wﬁﬁ_mamaﬂmm privatisasi di Indonesia

o8 wﬁmww mmwmw\ dar bagaimana membuat BUMN kinerjanya
membaik, tetapi juga dibebani untuk men “

- E ki

_c_um_w_w kﬁumz Hasil privatisasi dijadikan mm_ummE: mﬁvwﬁ.ﬁn

sumber pembiayaan defisit anggaran negara, selain berharap dari
penjualan aset serta pinjaman luar negeri. =

Teorinya, hasil privatisasi sebuah
. korporasi um
M._nE.w _MMEE_”._% stock capital sehingga w%ﬁ:ﬁﬁn:ﬁ&ﬁﬁﬁ”
eningkat. Ini sudah di luar teori, privatisasi BUMN maupun
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badan usaha (perbankan) yang masuk ke dalam perawatan Badai
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menambal sulan
anggaran negara. Pada akhirnya, dilakukan privatisasi (jual
secara massif, bahkan dibawah harga indikatif, setelah dilakuka
restrukturisasi dan “perawatan intensif” yang menyerap anggara
yang tidak sedikit.

Bank-bank swasta nasional yang besar tadinya di take ove
pemerintah karena mengidap penyakit kronis, setelah sehat lal
dijual ke pihak asing. Idealnya, badan usaha yang sakit taj
memiliki prospek yang dijual, bukan yang sudah sehat dijua
dengan harga relatif murah. Dominasi asing di perbanka
nasional, turut memperparah disparitas penyaluran kredit, seba
mereka lebih fokus di Jawa saja. Selain itu tenaga kerja profesion
makin didominasi para ekspatriat, sementara rakyat Indones
cenderung menjadi buruh kasar di negerinya sendiri.

Kondisinya tidak jauh berbeda dengan BUMN itu sendi
meskipun sudah ada perubahan kebijakan BUMN tidak terlal
dibebani lagi untuk menyetor devidennya kepada pemerinta
Tapi program privatisasi BUMN yang terus berlanjut menyisaks
banyak masalah. Jauh sebelum diprivatisasi, BUMN yang ak:
listing (privatisasi) terus digenjot untuk melakukan restrukturisa
dan profitisasi, sehingga pada saat Initial Public Offering (IP(
cukup menarik minat pembeli. Termasuk BUMN yang sud:
listing di bursa efek didorong untuk terus melakukan right is
(menambah penjualan saham). Masalah yang timbul setidakn
dapat dilihat beberapa BUMN ketika melakukan PO ditenga
dijual di bawah harga indikatif, seperti kasus Indosat. Selain |
penjualan aset negara terindikasi dijual murah, seperti penjual
kapal tanker pertamina.

Kontroversi privatisasi BUMN setidaknya dilihat dari d
masalah pokok, pertama berkaitan dengan harga jual yang ker
ditengarai terlalu murah, dan kedua porsi kepemilikan sahz
pemerintah, terutama di BUMN strategis yang menguasai ha
hidup orang banyak, beralih kepemilikan ditangan asis
Kontroversi penjualan Indosat ke Singapore Technolog
Telemedia Pte Ltd anak perusahaan Temasek Singapura ya
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menguasai banyak perusahaan di Indonesia melingkupi kedu
kondisi di atas.

Temasek juga memiliki saham di Telkomsel, operafy
seluler terbesar di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan pel
merah dari Singapura ini menguasai saham di pai
telekomunikasi. Pada akhirnya dicium oleh Komite Pengawi
Persaingan Usaha (KPPU), Temasek terindikasi melakukal
praktek monopoli di sektor telekomunikasi (Indosat da
Telkomsel).

Tulisan ini bukan bermaksud membahas secara detal
pelanggaran monopoli, tapi ingin menunjukkan titik kontrovers
model-model privatisasi BUMN selama ini, terutama Indosal
Semen Gresik dan yang sekarang lagi menghangat Krakatau Ste
Temasek, lewat anak perusahaannya Singapore Techno
Telemedia Pte Lid, yang memenangkan divestasi 41,94 persel
saham Pemerintah Indonesia di Indosat senilai Rp 5,62 triliun R
12.950 per saham) pada tahun 2002. Setelah dinyatakan bersalal
oleh KPPU karena melakukan praktek monopoli, dikuatkan ole
putusan pengadilan diwajibakan membayar Rp. 15 milia
(Kompas, 9 Juni 2008).

Bagi Temasek Holding Pte Ltd, dari pada membayar
kepada pemerintah Indonesia, mereka lebih memilih untul
menjual kepemilikan sahamnya di Indosat Tbk, sebesar 40,8
persen saham Indosat Tbk milik Asia Mobile Holding Pte Ltd
(AMH) diakuisisi Qatar Telecom (Qtel) senilai 2,4 miliar dollar
Singapura atau 1,8 miliar dollar AS (Rp 16,8 triliun dengan kurs
Rp 9.300). Time lag selama lima tahun dan dalam kondis
mendesak pun dapat dijual dengan harga yang fantastik (untung
sekitar Rp. 4 T). :

Kasus Krakatau Steel:

Privatisasi Krakatau Steel (KS) yang juga memantik reaksi
banyak kalangan, bahkan Amien Rais menyebutnya privatisasi
Krakatau Steel lebih dahsyat dari skandal Bank Century. Sebagian
pihak menengarai sebagai perilaku dungu yang mengulangi kasus
Indosat dengan menjual BUMN dengan harga murah. Kendati
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eneg BUMN menegaskan bahwa proses privatisasi sudah sesuai
________.,,_:Eumr dan ﬁammmmﬂﬂnmnmma?mb oleh DPR sudah berlangsung lama.
[fahkan partai pendukung pemerintah ﬁgﬂcﬁmﬁu.nﬁmwc@ﬂm
langkah Meneg BUMN bahwa proses IPO KS sesuai mekanisme
yang benar. Penjualan Indosat dan Krakatau Steel juga berbeda
dalam hal untuk mendapatkan modal, Indosat .,_...__m_mw.:rmh
divestasi, sementara Krakatau Steel lewat IPO. Sehingga

menurutnya tidak dapat dibandingkan.

Bagi saya, yang menjadi
persoalan bukan ﬁwmm.
mekanismenya akan tetapi nilai
jualnya yang amat rendah, w.,ﬁ”
850, per saham. Harga ini
hampir mendekati batas bawah
harga indikatif yang ditetapkan
sebelumnya dikisaran Rp 800 -
Rp 1.150 per saham. Padahal
dalam hitung-hitungan, harga
prospek saham KS kedepan
bisa mencapai Rp. 2.000, per
saham. Angka moderatnya
“E._._mmm:wm nmmﬂmﬁw harga dikisaran Rp. 1.000., per saham atau
harga yang mendekati harga indikatif teratas. Target Kementerian
BUMN saham perdana KS akan dilego sebesar ,mu persen ke
publik, atau sebanyak 3,15 miliar saham, sehingga dengan
demikian akan meraup sebesar Rp. 2,6 T. Sementara jika harga
kisaran Rp. 1.000,- akan mendapatkan dana sebesar Rp. 3,15 T,

»erarti ada potensi loose sekitar Rp. 47 M.

i ﬁmunﬂsm_.mmhhu_,? kenapa dianggap murah? Selain ﬁsmum.ﬂmr
sahamnya ditaksir akan meningkat, kondisi makro mraza.nﬁ juga
cernakin membaik. Arus modal yang masuk ke Indonesia terus
naik, saham-saham non unggulan pun fetap .“E.u.u_dzm. para
investor. Dengan makin membaiknya makro ekonomi, permintaan
domestik maupun internasional terus tumbuh. Dengan
saham KS sebesar Rp. 850 per saham ﬁmﬁm masa
al (book building) tak pelak calon investor ritel terus

baja
menjual harga
penawaran aw
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berjubel mengantre untuk memesan saham perdana produsen b
Ini indikasi awal, bahwa saham KS cukup p ...m__._.
sekaligus murah. Layaknya, prinsip ekonomi semestip
diberlakukan, makin tinggi permintaan (demand) harga mal
meningkat (mahal). Privatisasi tidak ada yang salah, KS memaf
butuh modal untuk meningkatkan produksinya agar daf
memenuhi kubutuhan baja dalam negeri, terutama pada indust
otomotif yang makin agresif, tapi harga yang pantas dan wajar,

Sekalipun  itu  kebijakan  penjualan KS hari
memperioritaskan pasar dalam negeri (investor lokal), melily
antusiasme investor ritel sepertinya tidak perlu mengundag
investor asing. Untuk Kota Jakarta saja calon pembeli saham (i
kali lipat, apalagi jika tawarkan ke kota-kota besar di Indonesl
Aset-aset strategis umumnya sudah dimasuki asing, terutam
lembaga keuangan, karena itu tidak ada salahnya BUMN yan
diprivatisasi  diprioritaskan  investor lokal, Alasan jik
menggandeng investor asing akan ada transfer teknologi tidal
sepenuhnya benar, ada banyak kasus korporasi yang dikuas
asing cenderung tidak melakukan sebagaimana yang diharapkan,

Kasus Indosat seharusnya menjadi cermin, betapa tidal
adanya rancang bangun pemberdayaan BUMN dalam janghi
panjang. Negara ini hanya cenderung mencari recehan dalam
jangka pendek, sementara strategi penguasaan resources yan,
dikelola BUMN belum ada desain. Kenapa selalu melakuka
kesalahan berulang kali? Hanya keledai yang selalu terantuk pada
lubang yang sama!.[I .

o o e i
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Kehijakan Pengembangan UMKN; Anak Tiri yang
Menghidupi Perekonomian Nasional

eheradaan UMKM menunjukkan bahwa sektor ini
QN sangat layak diandalkan sebagai _.d“wmhm punggung
perekonomian nasional. Faktanya, krisis moneter tahun
1998 dan krisis global 2008 perusahaan multi nasional (mulfi
national company) banyak yang rontok, sementara sektor 5@%
\etap bertahan, malahan tumbuh. Sementara dalam asp
kebijakan, seringkali kurang mendapatkan porsi perhatian u_,.w%mn
besar, justru MNC menjadi anak kesayangan bahkan di bailou
{riliunan rupiah pada saat rontok.

Belajar dari
pengalaman ~ dua  krisis
sebelumnya, sejumlah negara
kian sadar bahwa peranan
UMKM sangat strategis dalam
mempertahankan
pertumbuhan ekonomi. Oleh
sebab  itu, negara-negara
tersebut, termasuk Amerika
Serikat, mempercepat layanan
paket-paket insentif Harmmmn‘ .
pelaku UKM, Dari segi W.uﬁ_._u_”.__h.mr (
konstribusi terhadap perekonomian nasional

sektor UMKM memberikan
(PDB) sudah lebih

107




dari 50 persen, bahkan tahun 2010 diprediksi akan tumbuh nilai
transaksinya.

Melihat kondisi ini, UMKM tidak dapat dianggap remeh
termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian
Koperasi dan UMKM menyebutkan, sampai saat ini jumlah
populasi UMKM mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9persen
dari total usaha di Indonesia. Jumlah penyerapan tenaga kerjanya
mencapai 91,8 juta orang atau 97 3persen dari seluruh tenaga
kerja di Indonesia. Dari kenyataan ini, pemerintah pusat, juga
sebagian besar pemerintah daerah menggenjot program-program
pemberdayaan masyarakat, termasuk meningkatkan penjaminan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp. 2 friliun untuk
menjamin kredit lunak sebesar Rp. 20 triliun.

Tapi sayangnya, program ini kurang berjalan maksimal
karena dihadapkan pada berbagai kendala. Kondisi geografi dan
demografi setiap daerah berbeda, sehingga akses informasi
tentang pembiayaan dan pemasaran produk UMEKM cukup
menyulitkan. Bahkan oleh sebagian pemerintah daerah, program
pengembangan UMKM hanya sebatas lipservice sebagai
pencitraan keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kecil pada
saat kampanye Pilkada. Setelah terpilih, dengan naluri remt
seekers, sebagian kepala daerah kurang peduli kelangsungan
UMKM sebab kurang mendatangkan manfaat finansial untuk
pengembalian pembiayaan kegiatan politik pada saat kampanye.
Pengembangan UMKM di daerah, masih banyak kendala,
termasuk pelayanan izin kegiatan usaha, kendati mereka (daerah)
sudah berlomba-lomba menerapkan “one stop services”. Selain
kualitas produk dan manajemen pengelolaan untuk melakukan
inovasi masih rendah, yang sebetulnya butuh bimbingan
pemerintah daerah.

Sebagian kepala daerah masih berkeyakinan, bahwa
perekonomian di sektor industrilah yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini tidak salah, tapi realitasnya
menunjukkan bahwa berharap investasi untuk industri besar
(sektor riil) saat ini sangat sulit. Uang (investasi) yang masuk ke
Indonesia memang mengalir deras, akan tetapi lebih banyak

terserap ke sektor keuangan, terutama memburu SBL mm_mh_
investasi di sektor keuangan, investasi di sektor telekomunikasi
dan mining masih menjadi primadona. Sayangnya, m_m._am.n
telekomunikasi hanya tumbuh pesat di pusat-pusat bisnis,
sementara daerah pinggiran tidak banyak mengalami perubahan.
Sementara itu, jenis investasi disektor mining, tidak merata
kesemua daerah, hanya provinsi yang memiliki kekayaan SDA
yang dapat menikmatinya.

Mencermati kondisi itu, tidak salah pemerintah daerah
terutama yang miskin SDA, harus menggenjot m.m:mms&mﬂmms
sektor UMKM yang sudah terbukti mampu EE_._Tmﬂ_ﬂ,E
kontribusi yang tidak sedikit, termasuk penyerapan tenaga kerja.
Upaya dan road show gubernur, bupati/walikota sampai keluar
negeri untuk menggaet investasi masih sangat sulit dalam
realisasi, karena banyaknya hambatan investasi yang ﬂ.”uiﬁn_mhm
tidak disadari pemerintah daerah. Daerah yang minim mU._H_:
harus lebih fokus pada pengembangan UMKM, karena itu lebih
realistis.

Pada tingkat pemerintah pusat, sudah banyak program
yang ditelorkan, tapi sinergi dengan _umEn.E._Er daerah belum
sejalan secara optimal. Karena itu, ﬂmm.r Em:.m?m_.mﬂrww
kemudian laporan "Doing Business 2011: Making a Difference for
Entrepeneurs” yang dirilis oleh International Finance Corporation
(IFC) dan World Bank menempatkan Indonesia pada posisi 121,
melorot dari tahun sebelumnya berada diperingkat 115 dari 183
negara yang survey. Laporan ini merupakan yang ke-8 dari
rangkaian laporan tahunan yang &ﬁn_u:wm..m;mms n_mr. mereka
dengan menilai aspek-aspek regulasi bisnis _ﬂ.ﬁn—‘ untuk
perusahaan lokal. Peringkat dibuat berdasarkan M.E.ﬁrr yang
dibuat dari berbagai indikator. ‘Doinig Business 2011" ini meliputi
periode Juni 2009 hingga Mei 2010. Sembilan indikator itu adalah:
Permulaan bisnis, berkaitan dengan izin konstruksi, _um:mmmwwws
properti, akses kredit, perlindungan investor, pembayaran pajak,
perdagangan lintas batas, pelaksanaan kontrak mmb penutupan
bisnis. Dari sembilan indikator usaha yang dijadikan dasar
penilaian ‘doing business' Indonesia, enam indikator menunjukan
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penurunan yakni pendaftaran properti, kemudahan mempert
kredit, perlindungan terhadap investtor, pajak, kontrak
dan penutupan bisnis. Tapi yang dianggap paling buruk adi
akses kredit, dan sedikit mengalami kenaikan (perbaikan) ada
permulaan bisnis. Hal ini makin mempertegas bahwa indug
perbankan lebih merasa comfortable menyimpan uangnya di |
ketimbang menyalurkan kredit ke UMKM vang diangg
memiliki resiko tinggi. Kendati BI sudah menurunkan BI
pada posisi 6,5 persen, tapi bunga kredit perbankan masih di al
10 persen.
Kebijakan BI yang terus mengembangbiakkan SBI, tid

hanya memancing investor asing masuk, perbankan pu
memburu laba dengan menggunakan instrumen SBI. Perilak
yang sama, i st
-nengendapkan uangnya di Bl ketimbang merealisasiki
pembiayaan proyek. Indikasinya dapat dilihat, hampir setia
tahun sisa anggaran tinggi.
Hasil survey IFC tentu saja bertolak belakang dengan has

survey dari World Economic Forum, yang merilis peringkat dayi
saing Indonesia meningkat dari posisi ke 55 naik pada posisi ki
44. Survey yang terakhir cukup diapresiasi dengan baik a eh
pemerintah, sementara survey IFC dan WB pemerintah
sepertinya kurang happy.
Apapun hasil survey tentang daya saing Indonesia, harus
diterima dengan terbuka sembari terus melakukan perbaikan agar
investasi bisa terus mengalir. Jangan hanya mau menerima hasil
survey yang baik-baik saja, karena itu tidak akan mendorong
semangat melakukan perbaikan. Pada tingkat lokal, pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk terus membenahi pelayanan
dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selama ini,
pemerintah daerah terlalu bergantung transfer dan bantuan dari
pemerintah pusat, bertumpu pada supply side, artinya pemerintah
bertindak sebagai produsen dan bersedia menciptakan barang dan
jasa untuk menggerakkan perekonomian, pada akhirnya kegiatan
ekonomi daerah lebih banyak bergantung dari pemerintah.
Sementara pengembangan ekonomi lokal dari demand side kurang
diperhatikan, padahal konsumen (rakyat) dan permintaan mereka
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da banyak pertanyaan yang muncul berkaitan deng

postur APBN setiap tahun mengalami aik
il Semenjak SBY jadi presiden, APBN mencapai Rp. 1000 T
ebih. APBN yang makin “tambung” memberikan ekspekta
bahwa kondisi ekonomi akan makin membaik dan we
masyarakat makin meningkat, dengan asumsi jika besaran AP 3N
seperti itu digunakan untuk pembiayaan i m_ﬁ. y
Em_ummnﬂ_ﬂﬂq mmﬂ pelayanan publik. Namun pada kenyataanny,
kenaikan nominal APBN setiap tahunnya seolah tidak berasa |
masyarakat, sederhananya dilihat dari minim dan buruki
infrastruktur, pelayanan publik tidak menjadi lebih baik seirif
dengan meningkatnya APBN. .

Penyusunan APBN tidak bisa dipisahkan dari _.._oza___.__
anggaran yang dirancang oleh pemerintah dan DPR. Maka
itu, r..wzmhrm.._ APBN bukan semata untuk memenuhi _Sw_:Er "
pembiayaan (pengeluaran), akan tetapi sekaligus menjawak
kebutuhan asumsi makro yang disusun sebelumnya. mmmm“_r:
ada tujuh asumsi makro ekonomi dalam APBN yang harus mm__-u___... “
berkesesuaian, yaitu PDB, partumbuhan ekonomi, inflasi, k
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5BI, harga minyak dan lifting minyak mentah, Bila target asumsi
makro ini tidak tercapai (tidak sesuai) dipastikan APBN
mengalamai tekanan yang membutuhkan perubahan, karena itu
disebut APBN-Perubahan (APBNP).

Untuk menentukan
skenario asumsi makro
ckonomi, tidak hanya indikator
ckonomi semata yang bicara,
akan tetapi interest politik juga
mengikut di dalamnya,
misalnya target kenaikan FPDB,
pertumbuhan ekonomi, lifting
minyak kerap dipatok dengan
angka optimistik, sementara
inflasi, kurs SBI dan harga
minyak mentah dunia dipatok
dengan nilai yang relatif
rendah. Target dan pencapaian asumsi makro tersebut sebagai
gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi, akan tetapi
menjadi masalah bagi rezim pemerintahan dan secara luas makro
ckonomi terganggu manakala asumsi makro semua meleset.

Beberapa tahun terakhir ini, asumsi makro ekonomi yang
paling “volitalite” dan berdampak luas terhadap “kesehatan”
APBN yaitu target lifting dan harga minyak mentah dunia yang
kerap jauh dari asumsi yang dipatok. APBN 2011 target lifting
minyak sebesar 970 ribu barrel per hari (bph), akan tetapi
dilakukan perubahan target menurun menjadi 945 ribu bph.

i harga minyak mentah dunia, yang berlaku
mekanisme pasar, Setiap hari bahkan menit mengalami
perubahan, dengan demikian berdampak langsung terhadap
APBN karena berkaitan dengan subsidi. Membaiknya makro
ckonomi global biasanya permintaan minyak melonjak di pasar
internasional, sebaliknya jika terjadi turbelance ekonomi seperfi
pada tahun 2008 di USA, Jepang dan beberapa negara Eropa
lainnya permintaan minyak menurun dibarengi dengan
penurunan harga. Oleh karena itu menjelang Pemilu tahun 2009,
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*  pemerintah menurunkan harga BBM pada level harga semula,

Penurunan harga BBM tidak bisa dipisahkan sebf
kebijakan pencitraan, meski tidak dapat dikesampingh
berdampak terhadap inflasi. Namun sebagai komoditas strat
dunia, sudah dapat dipastikan harga minyak akan meranghi
kembali berbarengan dengan pulihnya krisis ekonomi glal
Tentu saja situasi ini akan menimbulkan masalah, karena har
BBM dipatok pada harga tetap, sementara harga dunia trend i
meningkat. Opsi pemerintah yang akan dihadapi sudah pal
terbatas, menaikkan harga BBM, atau membatasi BBM bersubsi¢
Menaikkan harga BBM akan menimbulkan inflasi terlebih aki
memunculkan gejolak sosial sekaligus merusak citra pemerink
yang berkuasa. Mempertahankan pada level harga yang
dipastikan subsidi membengkak dan membebani APBN.

Dalam APBN-P 2011 pemerintah memprediksi subsil
BBM akan naik dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 120,7 trilium
Artinya, terjadi kenaikan subsidi sebesar Rp 24,8 triliun atau naik
29 persen dari pagu anggaran 2011 (JPNN, 06/7/2011). Dampak
ikutannya, yakni defisit APBN membesar maka pembiayaan
defisit tersebut dipastikan tidak jauh sumbernya dari hutang,
Walau secara teoritis, defisit anggaran sesuatu yang halal, bahkan
“wajib” yang tujuannya untuk merangsang partumbuhan
ekonomi, dengan asumsi defisit terjadi karena dampak darl
pembiayaan sektor riil. Opsi lain yaitu membatasi BBM bersubsidi,
namun yang kita lihat opsi ini tidak berjalan efektif, kelangkaan
BBM meluas ke berbagai daerah, moral hazard tetap timbul karena
disparitas harga yang tinggi dengan BBM non subsidi. Imbauan
moral (moral setion) tidak akan dihiraukan, bahkan rencana
menggandeng MUT alih-alih mendapatkan apresiasi positif, justru
pemerintah dianggap frustrasi dan MUI dikecam.

Semua opsi tidak berjalan, implikasinya kemudian BBM
bersubsidi akhirnya ditambah dari 38,6 juta kiloliter (KL) menjadi
40,49 juta KL. Dengan perincian premium 24,54 juta KL
(bertambah 1,35 juta KL), solar 14,15 juta KL (bertambah 1,07 juta
KL), minyak tanah 1,8 juta KL (diturunkan 0,52 juta KL). Dengan
demikian, jika volume BBM bersubsidi ditambah, maka ckses dana
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pemerintah akan menjebak kita, karena bila diukur dari se
pendapatan batasannya sangat tipis. Merunut ukuran y __
digunakan BPS garis kemiskinan yaitu Rp 233.740 pengeluaran pi
kapita perbulan, atau sekitar Rp. 8.000 per hari, sedangkan hamp
miskin ukurannya adalah 1,2 kali dari garis kemiskinan, bera
pengeluaran per kapita perbulannya di bawah Rp 280.488 ati
masih dibawah Rp 10.000 per hari.

BPS mencatat per maret 2011 jumlah penduduk mi ski
sebesar 30,02 juta orang atau 12,49persen dari total selurt
penduduk Indonesia. Kedua kategori ini sesungguhnya adala
sama-sama miskin, karena pengeluarannya di bawah Rp 10.00
per hari, totalnya sekitar 60 juta penduduk. Tentu saja akan lebil
parah jika menggunakan ukuran world bank ukuran garl
kemiskinan 2 US$ pengeluaran per kapita per hari, angk
wemiskinan di Indonesia bisa mencapai 60 persen. Demi menjag
popularitas, ratusan triliun rupiah dihabiskan untuk asa
knalpot.[1

SHees

x . " ”

Kehijakan Subsidi, Pemerintah Sepertl Menari “Poco-Poco
i narik bila dicermati dengan baik dalam
% WMM .H.M_MM:EMHEE ini berkaitan dengan m_.&mn__mr
akni rencana penghapusan KRL m_ﬁ.ﬂcn:mn _.MM
ke cbm_ﬁﬁh.u_, makin membengkaknya subsidi BBM. 3?%@#?
P_.M..Hﬂmcﬁmmﬁ (KAI) bersikukuh akan &mdm.rmﬂ:m NWWM i

nm_HE.: kegiatan operasionalnya disubsidi oleh pemerintah, dig

jadi - kuensinya tarif ekonomi
menjadi kereta komuter ber-AC, konse . 200,

is j i berlaku, Tarif semula :
Mﬂﬁﬁmﬂﬁhﬂﬂ%ﬁ% 8.000,- bolak-balik berarti pengguna KRL

2 : Rp.
ckonomi akan menambah biaya transportasi perhari sebesar Rp
12.000,~.

karena KRL ekonomi sering .ﬂ.ﬁ.mnF biaya operasionaln
tinggi dan spare part-nya makin langka. .. m
Namun perlu diingat, Kal adalah ﬂnwr ﬂmMM_HE
erintah wajib melakukan intervensi melalui FM. ﬁmﬁmwm.brm, .
MHEE subsidi KRL ekonomi bukan barang H.__ -
penggunanya adalah kelas menengah ke bawah, yang mem
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perlu dibantu. Kebijakan subsidi ada dua jalur, subsidi ke
penyedia jasa (KAI) atau subsidi langsung kepada pengguna KRL
ekonomi. Jalur pertama akan jauh lebih efektif dibandingkan
dengan jalur kedua yang diusulkan oleh PT. KAI agar pengguna
KRL ekonomi harus memiliki Surat Keterangan Miskin.

Usulan dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin
merupakan cara-cara tidak elegan, dan tidak efektif karena akan
menambah kerumitan, baik bagi pemerintah maupun pengguna
KRL ekonomi sendiri. KAI sewajarnya mencari profit, namun
badan usaha negara jangan melupakan kodratnya mengemban
misi sosial. Oleh sebab itu, KAI tetap perlu menyediakan pilihan-
pilihan yang berbeda bagi pengguna jasa kereta, sementara
pemerintah wajib membantu PT. KAI lewat subsidi operasional.
Disinilah dibutuhkan keberpihakan pemerintah, tidak hanya
scbatas himbauan moral kepada KAI agar menunda penghapusan
KRL ekonomi.

Sikap pemerintah sangat berbeda dengan subsidi BBM,
realitasnya subsidi BBM lebih banyak orang mampu yang
menikmati ketimbang kelas menengah yang berpenghasilan Rp.
12.000,- ke bawah. Kebijakan pemerintah terkait dengan ini
kelihatan maju mundur dan mutar-mutar bak orang menari poco-
poco. Besaran subsidi energi dalam APBN 2013 lebih dari Rp. 274
triliun, ada kemungkinan membengkak karena kecenderungan
harga minyak mentah dunia naik, sementara lifting minyak dalam
negeri makin menyusut.

Oleh karena itu pengurangan subsidi BBM tidak
terelakkan untuk dilakukan, persoalannya apakah pemerintah
berani? Ada banyak skema dan skenario kebijakan yang dirancang
akan tetapi dalam implementasinya tidak berjalan, mutar-mutar,
Kini muncul usulan baru hanya sepeda motor saja yang boleh
menggunakan BBM bersubsidi kelak, selain itu Kementerian
ESDM pun telah mengeluarkan Kepmen No. 1 Tahun 2013 tentang
larangan truk pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM
bersubsidi, boleh jadi keputusan logis namun dalam prakteknya di
lapangan akan sulit, kecuali mereka punya SPBU khusus.
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Kecenderungan pemerintah berpikir politis lebih kuat,
dengan menjaga citra tetap mempertahankan subsidi untuk
menghindri resiko gejolak dan penolakan. Apalagi memasuki
tahun politik, pengambil kebijakan yang terkait langsung
merupakan orang-orang partai, karena itu terkesan lebih memilih
APBN jebol ketimbang suara partai yang jebol tahun depan. Sikap
pemerintah yang menari poco-poco akan membawa konsekuensi
penyehatan anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Pada tri
wulan pertama, subsidi energi sudah habis menguap lebih dari
Rp. 50 triliun, maka kemungkinan kuota BBM akan ditambah
dengan sendirinya subsidi bertambah. Ini akan memberikan
dampak terhadap makro ekonomi, dengan meningkatnya defisit
anggaran, semula dipatok sekitar 1,6 persen naik menjadi 2 persen.

Sementara
pembiayaan defisit dipastikan
sumber utamanya lewat
utang. Dalam APBN 2013,
pemerintah  mengupayakan
pembiayaan defisit dengan
sumber  pembiayaan  dari
pembiayaan non-utang
sebesar Rp 81 triliun dan
pembiayaan utang Rp 1614
triliun. Pembiayaan utang -
terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar
Rp 1804 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 19,5
triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 500 miliar.

Ini merupakan indikasi kuat bahwa kebijakan
pengendalian BBM bersubsidi tidak lagi efektif, pilihannya hanya
ada satu menaikkan harga BBM. Kondisi ini akan terus berlanjut
bilamana pemerintah tidak menempuh kebijakan yang drastis,
diperkirakan tahun 2014 menghadapi Pemilu konsumsi BBM
malah tambah naik, kendati ada rencana subsidi energi akan
dibatasi.

Konsekunesi anggaran yang banyak tersedot ke subsidi
energi, maka belanja modal berkurang, demikian halnya dana
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transfer ke daerah menyusut, Hitungan sederhananya, jika
sekiranya subsidi energi dikurangi seperempatnya saja kemudian
dibagikan ke daerah setiap provinsi akan mendapatkan Rp. 1
triliun lebih dan sisanya subsidi langsung ke pengguna KRL
ekonomi.

Bagi daerah, ketambahan dana transfer akan mengerek
pertumbuhan yang lebih tinggi, pembangunan infrastruktur akan
banyak yang terealisir. Di tengah minimnya investasi ke daerah,
terutama wilayah timur dana transfer sangat membantu, karena
mengharap investasi langsung dari swasta masih sulit karena
minimnya infrastruktur. Investasi swasta masih cenderung
terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastuktur yang
lengkap, sehingga upaya melakukan pemerataan pembangunan
antar kawasan masih bersifat pemerah bibir.

Pilihan memangkas subsidi energi merupakan kebijakan
yang tidak popular, membawa konsekuensi bagi pemerintah dan
partai penguasa. Tapi itu merupakan resiko bagi pemimpin dan
pemerintah, memerintah dengan menghindari resiko akan
membawa banyak dampak ekonomi yang lebih buruk. Karenanya
dibutuhkan bagi pemerintah kemampuan mengelola resiko ity
mampu menjelaskan secara logis dan rasional atas kebijakan yang
ditempuh.

Selain itu manajemen pengelolaan energi dan sumber daya
mineral juga diperlukan, karena dari sini berhulu. Pengelolaan
energi hulu merupakan titik lemah, beberapa tahun terakhir lifting
minyak makin menurun karena tidak ditemukan sumur baru dan
sumur-sumur tua makin kurang produktif. Sementara kebijakan
energi alternatif dari berbagai sumber belum berjalan optimal,
yang dapat mengurangi penggunaan energi fosil.

Menurut hemat saya, kompetensi seorang menteri teknis
di bidang energi juga diperlukan, menjadi  penting
dipertimbangkan seorang menteri ESDM sepatutnya yang
memiliki visi untuk dapat mengembangkan energi alternatif,
Maka kita layak berharap kedepannya, kementerian ini diserahkan
kepada orang profesional bukan orang partai yang lebih banyak
bercakap politik praktis, dan konsentrasinya terpecah mengurusi
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partai yang terpuruk. Kalau kita cermat, sepertinya m.rr:&E.E ini
Menteri ESDM lebih banyak berbicara tentang partainya
ketimbangan tugas pokok dan model kebijakan pengelolaan

energi. .!1EJ

R
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Rumitnya Kebijakan Subsidi BBM di Tahun Politik

etiap tahun pemerintah dipusin dengan lonj
g subsidi energj. ﬁm«ﬁmmnﬁbﬂnmnm“w%nm ﬁmﬂﬂﬁ“ﬂmﬂ:
_umnﬁn..—:nﬂ_g mengenai kebijakan subsidi, kondisi ini
menambah kebimbangan pemerintah untuk memutuskan opsi
mana yang terbaik akan ditempuh. Namun harus disadari bahwa
pro-kontra merupakan konsekuensi dalam sebuah pengambilan
wmﬁ:Emw? apalagi keputusan melibatkan parlemen yang dihuni
berbagai partai politik memiliki agenda yang berbeda.

Oleh karena itu, masalah kebijakan energi  su
mm_mw..wrawm menjadi agenda bersama m_m_._uwm& _uEnM.Hm_ EENMMM
partai politik. Mereka partai politik sepatutnya memiliki platform
tentang energl, punya konsep yang memadai bagaimana
u._mE_...ﬁ:m..E Visl pengembangan energi dalam jangka panjang,
energi fosil yang murah bukan lagi zamannya. Partai politik
Jangan lagi mencari justifikasi bahwa tugas negara membantu
u._mmwmb.mrm_._ melalui  subsidi, secara konstitusional subsidi
dibenarkan akan tetapi harus tepat sasaran.

APBN 2013 mengalokasikan subsidi sekitar R ili

. ; p. 300 trili
lebih mm.“_ separuh untuk subsidi BBM (premium dan mc_MHH.W
Konsumsi _premium sendiri 99 persen digunakan untuk
transportasi  darat, dengan rincian kendaraan pribadi
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menggunakan 45 persen dan kendaraan motor sekitar 40 persen,
sisanya 15 persen kendaraan umum. Sementara penggunaan solar
sekitar 91 persen untuk transportasi darat, dialokasikan 30 persen
untuk bus, 39 persen angkutan barang dan sekitar 26 persen untuk
untuk truk tambang (Kompas, 29/4/2013).

Prosentase penggunaan BBM sangat jelas lebih banyak
dinikmati oleh orang kaya. Pada titik inilah pemerintah perlu
menjelaskan secara terang kepada masyarakat, termasuk
mahasiswa yang menjadi garda terdepan menolak jika terjadi
kenaikan harga BBM. Membiarkan subsidi terus membengkak
dengan harapan mendapatkan BBM murah justru akan
mempertahankan mentalitas orang miskin.

Beberapa pihak, termasuk partai politik ada yang
cenderung mencari popularitas belaka dengan tidak mendukung
upaya pemerintah mengurangi subsidi BBM. Di tengah beratnya
beban fiskal, mereka mencari keuntungan politik menolak
kenaikan harga BBM ke tingkat keekonomian seperti yang terjadi
selama ini, Harga minyak mentah dunia diatur oleh mekanisme
pasar, sementara Indonesia sudah lama menjadi net import minyak.
Produksi minyak (lifting) yang ditargetkan setiap tahun dalam
APBN tidak pernah tercapai, malahan cenderung seret. Oleh
karena itu tidak banyak pilihan bagi pemerintah mengenai
kebijakan subsidi BBM. Keputusan yang cepat diperlukan, opsi
menaikkan harga BBM tetap menjadi pilihan “terbaik”, apalagi
UU APBN sudah memberikan mandat kepada pemerintah
melakukan penyesuaian harga. .

Mempertahankan subsidi BBM dalam jangka pendek
memang relatif menjaga stabilitas makroekonomi, cenderung
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, pada saat yang
bersamaan perkapita masyarakat naik. Dengan sendirinya jumlah
kelas menengah baru akan bertambah, dalam kurung waktu
kurang dari 10 tahun terakhir, menurut data Bank Dunia jumlah
kelas menengah di Indonesia meningkat dari 37,7 persen tahun
2003 menjadi 56,6 persen tahun 2010 dari total jumlah populasi
Indonesia. Peningkatan jumlah kelas menengah akan mendorong
hasrat konsumsi, termasuk permintaan kendaraan (mobil dan
maotor).
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Walhasil konsumsi BBM bertambah pula, karena itu
imbauan untuk menghemat konsumsi percuma saja, hukum pasar
berlaku. Selanjutnya, kebijakan penetapan kuota BBM bersubsidi
sudah barang tentu tidak akan mencukupi. Bilamana besaran
kuota tetap dipertahankan yang akan terjadi kelangkaan BBM,
kebijakan ini akan mengganggu perputaran roda ekonomi. Dapat
dipastikan pemerintah akan menambah jumlah kuota BBM.
Namun resikonya beban fiskal akan makin berat karena besarnya
subsidi BBM, berari mengurangi alokasi pembiayaan
infrastruktur dan cverhead social lainnya.

Kebijakan
subsidi BBM, kelihatan
pemerintah masih terus
berwacana dan maju mundur
mencari formula. Kondisi ini
menambah ketidakpastian bagi
berbagai pihak, terutama pelaku
usaha. Lambatnya keputusan
perubahan kebijakan subsidi
BBM justru akan menciptakan
expected inflation, harga-harga
mulai merangkak naik sebelum
ada kenaikan harga BBM, dan
kemungkinan kenaikan harga-harga pun terus naik pasca
perubahan harga BBM. Apa yang ditakutkan oleh ﬁmnﬁ_m:_nu._“._._
resiko timbulnya inflasi sebetulnya sudah ada selama kebijakan
tidak ada kepastian, intinya ketidakjelasan kebijakan justru
menciptakan inflasi. Menaikkan harga BBM sudah pasti akan
terjadi shock ekonomi, akan tetapi hanya berlangsung sesaat. '

mengenai

Namun demikian, resiko inflasi tidak hanya disebabkhli
oleh kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok sepertl
daging sapi, bawang dan cabai beberapa waktu lalu cukup
mengganggu perekonomian karena jenis barang kebutuhan
tersebut menyumbang inflasi. Dua bulan kedepan seiring dengan.
liburan sekolah, bulan puasa dan lebaran dipastikan juga akan

mendorong kenaikan inflasi. Jadi tanpa kenaikan harga BEM
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inflasi tetap diperkirakan naik, karena itu keputusan kenaikan
BBM lebih cepat akan lebih baik.

Akan tetapi nampaknya pemerintah akan meminimumkan
resiko dengan menerapkan twin price BBM. Untuk kendaraan
pribadi harga solar dan premium ditetapkan sebesar Rp. 6.500/liter
sementara kendaraan umum dan motor harga tetap Rp. 4.500/liter.
Penerapan fwin price ini bukan tanpa masalah, terutama pada
pengawasan kendati ada usaha menggunakan chip card untuk
mengontrol perilaku moral hazard pembelian BBM di luar
kebutuhan pemilik kendaraan. Pemasangan chip card tentu
membutuhkan ongkos, termasuk menempatkan pihak keamanan
di setiap SPBU yang juga memerlukan pembiayaan. Artinya,
kebijakan twin price tersebut cenderung akan menciptakan biaya
tambahan, ketimbang dengan menaikkan harga BBM secara
serentak (harga tunggal).

Belum tuntas kebijakan twin price kini muncul opsi baru
sebagaimana diungkapkan Menteri ESDM bahwa kemungkinan
menerapkan harga tunggal BBM. Pembatalan fwin price
mengakibatkan upaya Pertamina mempersiapkan infrastruktur
disetiap SPBU menjadi sia-sia, ada miliaran rupiah terbuang
percuma. Inkonsistensi sikap dan maju mundur dalam
menetapkan kebijakan justru menimbulkan ongkos yang mahal.
Ditambah pernyataan-pernyataan pejabat publik kerapkali
membingunkan, mereka cenderung mempersepsikan masyarakat
tidak siap terhadap kenaikan harga BBM. Manakala persepsi itu
dibangun maka selamanya masyarakat tidak mau (tidak siap) ada
kenaikan harga BBM.

Padahal sesungguhnya pemerintahlah yang kurang siap
menaikkan harga BBM karena masih cenderung mempertahankan
citra, apalagi dalam tahun politik. Lambatnya keputusan
mengenai subsidi BBM karena sudah tercemari dengan
kepentingan  politikk, ~ pertimbangan  politik  cenderung
dikedepankan, maka pemerintah sendiri yang akan kerepotan.
Padahal menaikkan harga BBM sudah berulang kali dilakukan,
keputusan ini memang akan menimbulkan reaksi sesaat, dan
menambah populasi orang miskin. Namun disitulah diperlukan
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kompensasi bagi masyarakat miskin, hanya saja masalah
kompensasi selayaknya tidak dibawa ke ranah politik bagi partai
penguasa. Kompensasi beras miskin (raskin) maupun pemberian
bantuan bidang pendidikan dan kesehatan jauh lebih tepat
ketimbang bantuan langsung tunai, intinya kompensasi bersifat
produktif.

Riset Energi Terbarukan Masih Jalan di Tempat

Akibat dimabukkan dengan subsidi BBM, triliunan rupiah
yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan
infrastruktur dan mengembangkan riset, justru menguap menjadi
asap. Selama ini sebagian kalangan = o
paham bahwa Indonesia kaya
-umber daya mineral, termasuk
minyak dan gas, maka dari itu
mereka tetap berkeinginan harga _
BBM harus murah. Hanya sedikit
yang memiliki pengetahuan bahwa
energi fosil yang unrencwable,
cadangannya makin menipis dan
impor minyak makin hari makin
meningkat.

Apalagi penggunaan energi alternatif dan terbarukan
belum berjalan optimal karena dukungan pemerintah masih lemah
melalui riset-riset. Padahal ada banyak sumber energi alternatif
terbarukan tersedia belum digarap. Idealnya subsidi BBM
direalokasi untuk riset, selama ini alokasi dana riset di Indonesia
hanya sekitar 0,1 persen terhadap PDB kalah jauh dari negara-
negara tetangga, Thailand 0,25 persen, Malaysia 0,6 persen dan
Singapura 3 persen. Minimnya dana riset memperkuat dugaan
bahwa roadmap kebijakan energi nasional belum kelihatan
aplikasinya hendak kemana dalam jangka panjang?.[0

oo o e e

12a6

Kehijakan Menaikan Harga BB Upaya Mendorong
Perbaikan Kesejahteraan

ij i i dapat dipungkiri
bijakan ene nasional tak dap
ﬁ% M._Mmimmruﬁ %mm& persoalan sejak zaman orde bary,

berlanjut hingga hari ini. Bonanza _.._.__E.,__,mw mrEH.“_Erﬂn
70-an hingga awal 80-an meninabobokan W_E semua Muamws
menikmati harga BBM yang murah. ....m.mnrﬂ_.m itu hendak _M_mm
keberlangsungannya, namun ftanpa nw.mnmh._:ﬁ_mr mmm.nn Mw
terus bertambah, fondasi makro ekonomi relatif kuat, ber mﬂ_.ﬂm :
terhadap peningkatan income perkapita. Daya beli masyara

hasrat konsumsi bertambah, i ;

Hmnmnwﬂwﬁ dinafikkan memberikan efek ﬁnn_._mmw%m _.WMENWMHM

i bersamaan p i <
konsumsi BBM. Pada saat yang b a i

dangan makin menipis. Kebijakan su

Nﬁﬂﬂﬂ;wﬂ_ww nmamm__mr serius karena memberikan dampak
terhadap beban APBN setiap tahunnya. |

Kini Indonesia bukan lagi negara _u.nﬁm%ﬂon E_m._wmmr.w
justru terbalik menjadi net impor, jadi mmru&_m.:u harga EMH__._ .
mentah naik, Indonesia tak dapat menikma ﬂnmﬁn .ELHMMH&U&E:

bsidi terus melonjak hingga melampaul ja ;

ﬂ.ywmf ada beberapa asumsi makro .Hw_mouE_._r mEHEWMwMﬂ
diantaranya lifting minyak paling wvoletilite (cepat :
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Perubahan lifting tersebut sangat berpengaruh terhadap besaran
subsidi BBM, melihat trend perubahan harga minyak hampir pasti
setiap waktu kecenderungannya naik, kalaupun terjadi
penurunan elastisitasnya lebih kecil jika dibandingkan bilamana
terjadi kenaikan. Harga minyak wvolitelite karena merupakan
komoditas strategis, mekanisme pasar berjalan,
ketidakseimbangan demand dan supply mengakibatkan barang
menjadi langkah.

Gejolak politik internal negara penghasil minyak serta
pertumbuhan ekonomi negara emerging market membutuhkan
energi yang banyak, hal ini pasti akan mendorong lonjakan harga
minyak. Kondisi inilah yang pernah kita alami pada tahun 2008,
harga minyak dipatok sebesar 60 US$ dalam APBN namun diawal
tahun minyak mentah naik dua kali lipat menembus level 122 US$.
Sulit mencari kebijakan alternatif, efisiensi penggunaan energi
maupun pengeluaran pemerintah disektor lainnya tidak akan
efektif. Kebijakan kurang populis menjadi jalan keluar dengan
mengurangi besaran subsidi BBM. Tahun 2005 langkah serupa
ditempuh pemerintahan SBY, maupun pemerintahan sebelumnya.

Subsidi Untuk Siapa?

Sejak awal tahun 2000-an APBN kerap menghadapi
tekanan, karena itu siapa pun penguasa, partai apa pun
penopangnya pasti kecenderungannya berpikir untuk menyisir
item anggaran paling besar, namun dampaknya relatif kecil
terhadap fiscal sustainable. Subsidi energi merupakan pembiayaan
yang boros, sekitar 80 % subsidi energi (BBM) dinikmati oleh
masyarakat decile atas digunakan untuk kendaraan pribadi dan
keperluan Iuxury goods. Apakah subsidi salah? Subsidi bukan
barang haram dilakukan oleh negara, malah cenderung
dianjurkan, sebab subsidi pada dasarnya bentuk intervensi
pemerintah terhadap kegiatan perekonomian. Negara liberal
sekalipun menggunakan instrumen subsidi, namun pada komoditi
yang membutuhkan perlindungan terhadap masyarakat bawah.

Subsidi dimaksudkan untuk menjangkau harga barang

bagi yang memiliki kemampuan terbatas, jastru itu idealnya
subsidi diberikan kepada yang berhak. Hanya pada komoditi-
komoditi strategis yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas,
seperti subsidi bibit, pupuk, pangan, pendidikan dan kesehatan.
Selebihnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan
perbaikan sarana transportasi umum. Walau ada pandangan
mengemuka bahwa subsidi merupakan hak semua warga negara
karena UUD 1945 memberikan peluang yang sama, kaya atau
miskin untuk menikmati kekayaan alam Indonesia.

Pandangan ini tidak
relevan, terlalu naif, karena
negara memiliki kewajiban
untuk menyejahterahkan rakyat
yang kurang mampu.
Sementara yang berkemampuan
diberikan kedudukan dengan
penghasilan yang memadai,
yang lainnya disiapkan sarana
untuk memanfaatkan kekayaan
alam, serta diberikan jaminan
kepastian hukum dalam
berusaha, perlindungan keamanan kegiatan produksi dan
pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses mereka.
Bagi yang kurang mampu fasilitas barang publik yang dibangun
cenderung memanfaatkan secara terbatas, apalagi barang publik
yang sifatnya rivalry, ada unsur persaingan yang menggunakan
cost, maka disitulah letak perlakuan yang bersifat diferensial
diberlakukan.

Mempertahankan subsidi energi untuk jangka pendek
memberikan keuntungan banyak pihak, tapi resiko fiskal untuk
jangka panjang tidak sehat. Pasti akan memberikan dampak
terthadap perekonomian, termasuk rating utang pemerintah
karena ada sentimen negatif dari pelaku usaha maupun investor
asing. Asumsi mereka dengan subsidi BBM yang tinggi
pembiayaan di sektor-sektor produktif menjadi berkurang karena
terkuras untuk pembiayaan subsidi. Pada triwulan pertama
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APBN 2013, subsidi energi sudah habis menguap lebih dari Rp. 50
triliun, maka kuota BBM akan ditambah dengan sendirinya
subsidi bertambah pula. Dampak ikutannya defisit anggaran
meningkat, APBN 2013 dipatok defisit sekitar 1,6 % naik menjadi 2
9%, bahkan dalam APBN-P 2013 yang baru disepakati Badan
Anggaran DPR bersama pemerintah sebesar 2,38 %. Sementara
pembiayaan defisit dipastikan sumber utamanya lewat utang,.
Tahun fiskal 2013, pemerintah mengupayakan pembiayan defisit
dengan sumber pembiayaan dari pembiayaan non-utang sebesar
Rp 81 triliun dan pembiayaan utang Rp 161,4 triliun. Ini
merupakan ‘indikasi kuat bahwa kebijakan pengendalian BBM
bersubsidi tidak lagi efektif, pilihannya hanya ada satu,
menaikkan harga BEM.

Apa dampaknya kenaikan BBM?, pengalaman
.aenunjukkan short term dipastikan akan menciptakan shock
ekonomi, inflasi meningkat terbuka peluang bertambahnya angka
kemiskinan bilamana harga BBM dinaikkan. Sebagai upaya untuk
menjaga daya beli masyarakat yang berkemampuan terbatas
diberikan kompensasi selama tiga sampai enam bulan. Penentuan
term waktu didasarkan hasil simulasi kebijakan dan berkaca pada
pengalaman sebelumnya, range waktu tersebut diasumsikan
tingkat inflasi mulai terjaga pada ambang batas psikologis.

Selanjutnya masyarakat dapat mengkompensasi dirinya
untuk  meningkatkan daya beli bilamana pemerintah
meningkatkan pengeluaran untuk sektor publik. Pemberian
kompensasi (Bantuan Langsung Tunai Sementara/BLSM) bukan
merupakan bentuk derma, tapi lebih pada upaya membantu
masyarakat menjaga daya belinya sementara waktu. Akan tetapi
idealnya, kompensasi bukan dalam bentuk uang tunai tapi
berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif yang bersifat
sustainable.

Sementara jangka panjang (long term) memberikan dampak
positif, secara empiris bila kita cermati dua titik waktu kurun 10
tahun dalam garis trend inflasi dan angka kemiskinan 2005 dan
2008 mengikuti penaikan harga BBM, namun setelah itu garisnya
melandai, bahkan trend perbaikan inflasi dan penurunan angka
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kemiskinan cenderung lebih besar dari tahun sebelum kenaikan
BBM. Maka kemudian muncul pertanyaan, benarkah mengurangi
subsidi menyengsarakan rakyat?. Pengalaman menunjukkan
kenaikan harga BBM telah berulang kali dilakukan oleh semua
pemerintahan, resesi ekonomi tidak terjadi karena dipicu oleh
kenaikan harga BBM.

Harus dibangun pemahaman yang baik, bahwa BBM
merupakan barang langkah yang bersifat tidak terbarukan
(unreneable). Sumur-sumur baru makin sulit didapatkan kecuali
diperairan berkedalaman, tapi membutuhkan investasi mahal.
Sebagai barang bersifat unreneable, mustahil kita akan bergantung
pada minyak fosil selamanya. Konversi energi sangat dibutuhkan
melalui pengurangan subsidi BBM secara gradual, _nmE#&Jh
melakukan shifting biaya subsidi BBM untuk kegiatan produkfif.
Biaya subsidi BBM yang besar akan berdampak terhadap
minimnya belanja modal dan investasi, demikian juga transfer ke
daerah.

Terbatasnya investasi swasta di daerah jelas memberikan
pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran
pemerintah untuk belanja modal dan investasi menjadi tumpuan
dari realokasi anggaran subsidi energi, separuhnya digunakan
untuk pengembangan riset energi terbarukan. Selama ini alokasi
dana riset di Indonesia hanya sekitar 0,1 persen terhadap PDB
kalah jauh dari negara-negara tetangga, Thailand 0,25 persen,
Malaysia 0,6 persen dan Singapura 3 persen. Hasil riset _._H.E_m
pengembangan energi terbarukan diyakini akan mengurangi
ketergantungan energi fosil, dengan sendirinya akan mendorong
kemandirian bangsa terhadap kebutuhan energl nasional.

Sejalan dengan itu, shifting pembiayaan subsidi BEM untuk
kegiatan ekonomi produkfif pasti akan memberikan dampak
jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan
catatan, pemerintah serius melakukan perencanaan dan
implementasi  kebijakan pengembangan energi terbarukan,
berbarengan dengan pembangunan infrastruktur di daerah untuk
menopang pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur
dapat menjamin kelangsungan usaha, biaya produksi memenuhi
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mﬁ&m&_mnn:uﬁﬂEmrm_cmmmswmﬂqcmnrmgmm?wa_ﬁurmummumﬁ,_.
terjangkau. _

Desain pengurangan subsidi BBM untuk jangka _um.:_.nbﬂ_
sudah sangat mendesak dilakukan, tidak bisa lagi ditempuh cara
sporadis. Masalah kenaikan BBM merupakan ranah ekonomi, tapi
ia akan melibatkan political games sehingga menjadi masalah
krusial. Partai-partai di luar pemerintahan akan memanfaatkan
isu-isu kerakyatan, yang justru menyesatkan sesungguhnya,
Hambatan politik pengurangan subsidi BBM perlu diminimalisiri
dengan cara membangun konsensus politik bersama untuk
menargetkan zero subsidi, misalnya 20 tahun kedepan. Kenaikan
harga BBM secara gradual hingga tahun yang ditarget merupakan
solusi jangka panjang.

Cara ini pula diharapkan dapat mengurangi tekanan
politik, serta partai apapun tidak akan melakukan politisasi untuk
membangun pencitraan dengan berbagai argumentasi absurd.
Pengurangan subsidi selama ini dilakukan bersifat reaktif, tarik
ulur antara pemerintah dan DPR pasti akan selalu muncul. Tidak
mengherankan kemudian kebijakan kenaikan harga BBM akan
selalu didahului kenaikan inflasi, setelah kenaikan harga BBM
inflasipun makin melonjak. Tidak salah jika kemudian disebut,
kebijakan juga memerlukan momentum yang tepat.[0

Gl
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Paket Kebijakan Ekonomi, Biektitkah Menstabilkan
Rupiah?

an rupiah bukan urusan pemerintah EE. itu
_m .”..H_M__MH u.EnnMnﬂ wilayah Bank _nn_nﬂwam (BI)..... Kutipan
ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Menko
Perekonomian Hatta Rajasa beberapa .m..qmwf lalu, menanggapi
pelemahan rupiah. Beberapa tahun posisi rupiah rnwmmm &Emmﬂmb
Rp. 9.000. - Ep. 9,500/US$, namun dua bulan terakhir rupiah _”m_.H
mengalami tekanan terhadap dollar. Umwmn.._ }Hu_mz-w 2013 Em:n_
dipatok 9.600/US$, bahkan nilai tukar .Em__mr di pasar spot H....m__um a
perdagangan intraday akhir pekan minggu pertama .N.wﬁwn_.nﬁmﬂ
sempat menyentuh level Rp 11.600 per dollar Amerika Ser
= k stabil,

api kondisi mata uang yang kurang

E_Emﬁﬂﬁwﬂﬂmmﬁ pejabat sekelas Menko Perekonomian yang
semestinya bertanggung jawab dalam ﬁmJMmﬁonﬁ mwoﬂﬂ“ﬂ:
mengungkapkan pernyataan tidak patut. Sekalipun ada rm_mﬂ_n rw_”
kalimatnya bahwa pemerintah akan merespon mela F._H. !
antisipasi dengan berbagai resep Wmv__wwmh ekonomi. m_m“
setidaknya rakyat dan saya secara pribadi akan berprasang
kurang elok, bahwa betapa seorang Menteri ﬁmﬁ_ncﬁﬁwﬂwmﬁ_
cenderung tidak paham permasalahan ekonomi dan menghindari
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tanggungjawab jika ada masalah, sebaliknya akan mengklaim

keberhasilan jika perekonomian maupun rupiah stabil.

Memburuknya perekonomian dalam negeri kerapkali juga
dibarengi dengan eufimistik para pejabat berwenang yang
cenderung menipu sesungguhnya, pejabat otoritas fiskal
mendramatisasi bahwa seolah rupiah tidak sendirian melemah
fapi mata uang negara lain juga mengalami kondisi serupa,
dengan kata lain bukan rupiah yang melemah tapi dollar yang
menguat,

Naik atau turunya nilai rupiah memang merupakan
wilayah moneter yang ditangani oleh Bank Indonesia, tapi
penyebab melemahnya nilai rupiah bukan masalah moneter
semata, banyak faktor, seperti; 1) inflasi yang tinggi, kenaikan
ESM yang melewati momentum merupakan penyebab utama
inflasi, karena penaikannya menjelang bulan puasa, hari raya dan
liburan sekolah. 2) defisit neraca perdagangan yang terlalu besar,

hampir semua kebutuhan domestik melalui impor, sehingga

menguras cadangan devisa maupun kebutuhan mata uang asing
meningkat. 3) utang swasta meningkat, waktu jatuh tempo makin
mendekat yang membutuhkan banyak dollar, efeknya terhadap
tekanan rupiah. 4) ekspor lebih mengandalkan komoditi,
sementara barang-barang yang diimpor produk manufaktur
memiliki nilai tambah untuk negara produsen, kebalikan dengan
negara konsumen (domestik). Seiring dengan itu, otoritas moneter
mengurangi intervensi untuk menjaga tergerusnya devisa,
sehingga pelemahan rupiah terus terjadi. Dampaknya lebih jauh
barang-barang  material meningkat, dan akan kembali
menciptakan sumber inflasi baru.

Boleh jadi pemerintah (Hatta Rajasa) tidak sadar bahwa
serangkaian  permasalahan  tersebut merupakan  wilayah
pemerintah. Selain yang disebutkan diatas penyebab melemahnya
nilai rupiah begitu banyak kesemuanya merupakan urusan
langsung pemerintah. Intinya, pelemahan rupiah saat ini dominan
sentimen negatif dalam negeri ketimbang global. Mengurangi
defisit neraca berjalan, menekan angka inflasi, serta menahan
keluarnya modal asing pekerjaan rumah yang harus segera
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i pemerin ik dengan memperjelas
dibereskan tah. Urusan domestik mel
E_mrunwmnmrnﬂonmub akan mendorong Eﬂ_.mr menjadi perkasa
merupakan urusan fiskal yang berada dibawah kewenangan
pemerintah.

Melemahnya nilai rupiah otoritas moneter mh_...mmr& _E_H.MN
sejalan, tidak boleh terjadi decoupling satu sama _mE.r Mﬂmm_mw
moneter dan pasar uang seringkali bermain _ummm. wilayah e

sikologi yang menimbulkan sentimen _._m_mmﬁ.. sementara

i rmasalahan fiskal cenderung rasional ?nnq:n__. expectation),
anﬁnm pelaku ekonomi bertindak secara rasional nwwm_m
mengetahui permasalahan ekonomi hingga kedepan, termasu
arah dan kebijakan perekonomian dari pemerintah.

Pada sisi ini, bank sentral patut E_umirm.h apresiasi nmﬂMﬂ:
membuat amunisi baru untuk menguatkan rupiah mﬁ..m..m.ﬁ me —mmm
sejumlah beleid baru soal operasi moneter m,ﬂ._ ﬁnn&mrwﬂ awmb_m
diantaranya BI mengeluarkan kebijakan sertifikat n.m_.uowu o 1
Indonesia (SDBI). Surat berharga dalam rupiah ini mmmEmmh
waktu 12 bulan. Selain itu, Bl melakukan 1§%m3ﬁ=5mmm atuy Mmm
mengenai pembelian valas untuk kegiatan ekspor wmm.m_.__nm__pr an j Hmw__
Salah satu poinnya, pembelian valas hanya nmmm_ﬁ dilakukan c_ﬂ
eksportir yang telah menjual valas atas hasil ,m_nmm.ﬂ rEmHMmL
Jangka waktu term deposit valas juga .Emﬁmw_E,E _uﬁ.ﬁ al mﬂ.._._ .
semula tujuh hari ,14 hari dan 28 hari menjadi .mw_E | mﬂ sa vmm :
dengan 12 bulan. Kebijakan BI tersebut diperkirakan
menambah likuiditas dollar AS di dalam negeri.

Lain halnya
kebijakan fiskal
efektifitasnya masih
diragukan ~ untuk
menguatkan nilai rupiah
dalam jangka pendek.
Paket kebijakan
pemerintah yang

dikeluarkan antara lain; 1)
perbaikan neraca ﬁ.mnmmwﬁm
berjalan dan menjaga nilai




tukar rupiah. 2) pemberian insentif dengan menghapus pajak
barang mewah beberapa produk, pembebasan PPN dan
pengurangan PPh unfuk industri tertentu. 3) Menjaga daya beli
masyarakat dan menjaga tingkat inflasi, dan 4) Percepatan
investasi.

Sepanjang penyebab pelemahan rupiah tidak dilakukan
perbaikan secara fundamental rupiah masih akan sulit
didongkrak, sementara penguatan fundamental ekonomi bersifat
long term. Defisit nearca transaksi bukan masalah yang baru
muncul, tapi masalah klasik karena ketergantungan impor hampir
semua komoditi begitu tinggi. Impor menjadi resep yang gampang
karena instan untuk menjaga kebutuhan domestik, perbaikan
produksi dalam negeri masih saja berkutat pada perencanaan.
Fffirmasi aksinya sangat lemah, contohnya harga kedelai yang
meroket saat ini karena terjadi kelangkaan, menstabilkannya
dipastikan Bulog akan mengimpor kedelai sebanyak 100,000 ton
dari USA.

Selain itu, pemberian insentif dengan menghapus pajak
barang mewah beberapa jenis produk ditengarai tidak akan
memberikan efek terlalu besar untuk short term. Permasalahannya
jenis produk yang dihapus pajaknya pada dasarnya bukan lagi
barang mewah (luxury goods), seperti peralatan rumah tangga
dengan harga Rp. 5 juta atau Rp. 10 juta, pesawat penerima siaran
televisi dengan harga dan ukuran di bawah Rp.10 juta dan 40
inchi, lemari pendingin (kulkas) di bawah Rp. 10 juta, mesin
pengatur suhu udara (AC) di bawah Rp8 juta, pemanas air dan
mesin cuci di bawah Rp. 5 juta, proyektor dan produk saniter di
bawah Rp. 10 juta.

Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini dengan
mengandalkan produk impor untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat inflasi tetap akan tinggi. Apalagi harga minyak
mentah dunia terus bergerak naik, dalam APBN-P 2013 harga
minyak mentah dipatok sebesar US$ 108/barel sekarang sudah
naik dikisaran US$ 110. Sejumlah industri dan perusahaan yang
memiliki komponen biaya minyak dalam fungsi produksi akan
mengalami lonjakan ongkos produksi. Adanya kenaikan ongkos

produksi berdampak terhadap kenaikana harga-harga barang,
efeknya terhadap kemampuan daya beli masyarakat tergerus, itu
artinya inflasi bukannya menurun.

Sementara masalah investasi, bukan hanya masalah
insentif dan disisentif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah juga seringkali menjadi hambatan yang serius, termasuk
masalah kelembagaan, infrastruktur dan keamanan. Pembenahan
hambatan investasi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Dari
sisi perbankan, bunga pinjaman dalam negeri dianggap masih
terlalu tinggi sedangkan bunga deposito terlalu rendah.
Melemahnya nilai rupiah terhadap dollar menjadi masalah baru
terhadap kegiatan investasi, pelaku usaha tidak memiliki alternatif
sumber pinjaman. Suku bunga pinjaman dalam negeri tinggi,
sementara suku bunga luar negeri relatif rendah akan tetapi
rupiah terdepresiasi. Apalagi salah satu sumber pelemahan rupiah
karena banyaknya utang swasta yang akan jatuh tempo. Maka dari
itu, paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah cukup baik
tapi efeknya jangka panjang, sementara pelemahan rupiah
membutuhkan penanganan jangka pendek karena berdampak
luas. Itu artinya Menko Perekonomian belum melakukan
diagnostik penyakit perekonomian secara komprehensif sebelum
berucap, seorang pejabat berwewenang wucapan adalah
“kebijakan”.(1)

Bl
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APBN Tidak Sehat, Elit Politik Menghindari Resiko

nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

k% merupakan wajah perekonomian dalam satu tahun

kedepan. Nilai satuan dalam APBN bukan sekedar
neraca keuangan negara, namun menggambarkan orientasi
perencanaan pembangunan dan politik anggaran yang &
dalamnya memperlihatkan leadership pemerintahan. Selama ini
ulasan mengenai politik anggaran lebih banyak melihat pada sisi
komponen pembiayaan dengan membandingkan belanja rutin nm.b
belanja pembangunan. Banyak pihak menyoroti belanja rutin lebih
besar ketimbang belanja pembangunan, idealnya memang dibalik.
Namun banyak yang lupa bahwa besar kecilnya belanja rutin
(belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja
langsung) hanya merupakan implikasi dari keputusan para elit
politik yang cenderung menyusun draft APBN cari selamat,
ketimbang menyusun APBN yang sustainable dan sehat, namun
memiliki resiko politik dan agresi sosial dari publik.

Dalam kurun lima tahun terakhir, Belanja Negara di atas
Rp. 1.000 triliun, tapi lebih dari separuh dialokasikan untuk
membayar utang, subsidi dan belanja pegawai. Postur anggaran
yang demikian memperlihatkan ketidakefisienan dan tidak
produktif. Dalam APBN-P 2012, anggaran terbesar masih pada

belanja rutin pemerintah sebesar Rp. 724 trilliun, belanja pegawai
sendiri sebesar Rp. 212 triliun, subsidi energi sebesar Rp. 137
triliun dan belanja barang sebesar Rp. 186 triliun. Sementara
belanja modal hanya Rp. 168 ftriliun atau 10,9 persen dari total
belanja negara.

Publik  berharap
bahwa APBN 2013 yang
baru disahkan pemerintah
bersama DPR  postur
APBN akan mengalami
perbaikan secara
signifikan, anggaran lebih
berpihak kepada publik.
Pada kenyataannya APBN
2013  secara  nominal
mengalami  peningkatan
dari Rp. 1.439 triliun tahun
2012 naik menjadi Rp.
1.683 triliun, namun APBN 2013 masih lebih banyak berpihak
pada kepentingan birokrasi, pembayaran utang dan subsidi energi
ketimbangan kepentingan publik. Belanja pemerintah pusat
sendiri sebesar Rp. 1.154 triliun dan transfer ke daerah Rp. 528
triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai
malahan naik sebesar Rp. 241 triliun, belanja barang Rp.167 triliun,
subsidi energi Rp. 193 triliun dan pembayaran bunga utang Rp.
113 triliun. Sementara belanja modal hanya sebesar Rp. 216 triliun.
Dana transfer kedaerah keadannya tidak jauh berbeda, sebagian
besar merupakan Dana Alokasi Umum pada realitasnya lebih dari
70 persen untuk membayar gaji pegawai, itu artinya dana yang di
daerahkan juga lebih banyak melayani kepentingan birokrasi.

Dengan demikian postur anggaran kelihatan gemuk akan
tetapi kurang produktif dan tidak efisien menciptakan stimulasi
ekonomi. Postur APBN yang tidak sehat ini bukannya tanpa

disadari oleh pemerintah, akan tetapi realitas politik berkehendak
lain. Politik anggaran bukan hanya diputuskan oleh pemerintah
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sendiri akan tetapi secara konstitusional mesti melibatkan DPR
yang memiliki hak budgeting. Sebagai sebuah lembaga politik,
anggaran yang disusun harus mengakomodasi kepentingan
politik mereka yang ada di legislatif, meski sesungguhnya juga
mereka tahu bahwa APBN kita tidak sehat.

Dalam menetapkan asumsi-asumsi makro ekonomi sudah
dapat dipastikan jalan pikiran pemerintah dan DPR selalu
berseberangan, landasan pemikiran pemerintah selalu didahului
simulasi kebijakan sementara secara umum DPR hanya
mengandalkan intuisi dan asumsi semata dengan berbagai
argumentasi politik. Penetapan APBN sudah pasti dilakukan
secara bersama-sama, akan tetapi resiko APBN yang muncul
maupun melesetnya asumsi makroekonomi seringkali DPR
melempar tanggung-jawab semata ke pemerintah.

UU APBN 2012 memberikan isyarat kepada pemerintah
agar dapat menyesuaikan besaran subsidi, terutama subsidi
energi. Namun yang terjadi, ketika pemerintah akan melakukan
penyesuaian harga BBM, reaksi publik negatif, DPR pun baik
pihak oposisi maupun pendukung koalisi ramai-ramai berbalik
menolak penyesuaian harga BBM padahal mereka turut serta
mensahkan UU APBN. Tahun anggaran 2013, UU APBN Pasal 8
Ayat 10 secara tegas memberikan kewenangan bagi pemerintah
untuk melakukan penyesuaian harga energi apabila asumsi makro
ataupun parameter yang ada di APBN terjadi perubahan.

Tapi percaya saja, upaya penyesuaian harga BBM dan
mengurangi subsidi energi akan mendapatkan penolakan dari
publik, mudah ditebak fraksi-fraksi di DPR akan ikut serta ramai-
ramai menolak sebagaimana yang terjadi sebelumsebelumnya.
Apalagi leadership pemerintahan dalam mengelola koalisasi
pemerintahan begitu lemah, berbagai kebijakan yang strategis dan
tidak populis banyak dimentahkan oleh pendukung koalisi
pemerintah sendiri.

Oleh karena itu kewenangan yang diberikan oleh

pemerintah harus dapat dijalankan dengan tegas, sebab masalah
subsidi sudah menjadi masalah yang krusial dalam APBN setiap
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tahunnya semenjak dahulu, bahkan siapapun dan partai apap
penguasanya akan mengalami hal serupa, kecenderungann
subsidi akan dikurangi, terutama subsidi energi. Porsi subsi
dalam APBN 2013 mencapai 18,8 persen dari total belanja nega:
atau senilai Rp. 3172 triliun. Subsidi itu terdiri dari subsidi BB
Rp. 193,8 triliun, subsidi listrik Rp. 80,9 triliun, dan subsidi n
energi Rp. 42,5 triliun.

Namun masalahnya subsidi BBM dan listrik lebih bany
dinikmati oleh orang yang tak berhak disubsidi. Akan teta
perbaikan postur APBN tetap diperlukan, subsidi energi ya
lebih banyak dinikmati oleh orang yang tak berhak har
dikurangi, sembari memperbaiki pengelolaan energi nasional ya
selama ini lebih banyak melayani kebutuhan asing ketimba
kebutuhan domestik. Subsidi non energilah yang patut diperbes
seperti subsidi pangan, transportasi, pupuk dan subsidi lainn
yang banyak dinikmati oleh masyarakat decile bawah.

Dengan kata lain diversifikasi subsidi mutlak dilakuka
diluar itu program-program dengan tujuan meningkatk:
ketahanan pangan dan pembangunan infrastuktur tidak bersif
dokumentatif semata, perlu direalisasikan melalui kebijak:
affirmatif yang pendanaannya didukung dengan menguran
belanja birokrasi, subsidi yang tidak tepat sasaran maupt
pembayaran utang,.

Anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN 20
justru di bawah anggaran subsidi BBM, hanya sebesar Rp. 1!
triliun. Political will memperbesar anggaran pembangun:
infrastuktur sudah ada dengan hendak mengurangi subsidi, teta
political action yang belum berjalan, sebab kelemahan utama rezi
pemerintahan sekarang ini implementtasi kebijakan yang kuran
Belum lagi sudah menjadi ciri khas dan karakter kepemimpin:
nasional cenderung akomodatif terhadap kepentingan polit
praktis ketimbang menempuh kebijakan yang penuh resiko polit
dan sosial karena memang tidak populis, akan tetapi memberik:
dampak perbaikan secara fundamental dalam jangka panjang.

Pengurangan subsidi, dengan kata lain menaikkan har;
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BBM maupun tarif listrik pasti akan menimbulkan reaks; publik,
dipastikan pemerintah dan partai pendukungnya kena imbas
dengan kemungkinan popularitas akan menurun, Apalagi
menjelang Pemilu 2014, partai-partai pasti akan cari selamat
sendiri-sendiri dengan menghindari resiko politik karena itu
peningkatan subsidi yang tidak tepat sasaran tidak akan
dipersoalkan oleh mereka.

Untuk menciptakan postur APBN yang sustasinable dan
sehat diperlukan leadership pemerintah yang kuat mau

menanggung  resiko dan  bertanggung jawab. Periode

pemerintahan sebelumnya kita masih punya pemimpin yang mau
pasang badan dan siap menanggung resiko. Lima kali terjadi
penyesuaian harga BBM dan dilakukan konvergi energi atas
prakarsa seorang Wakil Presiden, namun menjelang Pemilu 2009
h.rga BBM diturunkan dengan inisiatif penuh dari Presiden tanpa
perlu pertimbangan yang lama. Arahnya mudah ditebak,
penurunan harga BBM untuk pencitraan, dalam iklan kampanye
masih teringat dalam memori saya, —- sepanjang sejarah, baru kali
ini harga BBM diturunkan -, Tapi mereka tidak menyadari akan
menjadi perangkap bagi pemenang Pemilu, menaikkan subsidi
salah, menurunkan salah, Akhirnya maju kena, mundur kena.3

Gehdd
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Peringkat Utang Indonesia Menurun, Apa Dampaknya?

engelolaan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah

pada dasarnya untuk membenahi aspek penerimaan

(revenue) dan pengeluaran (expenditure). Namun tulisan
ini dimaksudkan lebih memperkuat analisis dari sisi expenditure.
Masalah manajemen pengeluaran pemerintah perlu dicermati -
karena menyangkut kendala anggaran untuk pembiayaan
pemerintah. Rezim anggaran yang dianut saat ini adalah rezim
defisit, walau secara normatif defisit anggaran dimungkinkan
dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi EnEE
instrumen pembiayaan pembangunan. Akan tetapi defisit
anggaran ada ambang batas toleransi sebesar 3 persen terhadap
PDB, batas toleransi tersebut musti dijaga untuk menstabilisasi
anggaran.

Konsekuensi dari munculnya defisit maka diperlukan
sumber pembiayaan, diantaranya melalui a) Pajak, b). Pinjaman
atau utang, c) Pencetakan uang (seignorage), dan d) Penjualan asset
pemerintah (privatisasi). Dari keempat sumber pembiayaan
defisit, yang paling krusial adalah pinjaman (utang), baik utang
luar negeri maupun utang dalam negeri (obligasi). Pada awal
perkembangannya utang pemerintah seringkali hanya &mnsﬁmma
sebagai pelengkap untuk menutupi defisit anggaran. Seiring
meningkatnya pembiayaan pembangunan mengakibatkan terjadi
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pergeseran peranan dari semula sebagai pelengkap menjadi
sumber utama pembiayaan.

Pada tahun 1980-an
proporsi pembiayaan defisit
APBN masih didominasi non
utang, mulai tahun 1990-an
hingga saat ini justru bersumber
dari utang. Persentase
pembiayaan  defisit APBN
dengan utang tahun 1980
sebesar 35 persen, tahun 1990
sebesar 82,3 persen dan tahun
2011 sebesar 83,1 persen.
Pergeseran  peranan  utang
-nengakibatkan akumulasi stok utang makin meningkat setiap
tahun hingga mendekati Rp. 2.000 triliun pada tahun 2013.
Pergeseran itu pula mengindikasikan bahwa ketergantungan
pemerintah terhadap utang untuk membiayai defisit anggaran
makin tinggi.

Walaupun terbilang proporsi utang luar negeri trendnya
makin menurun seiring peningkatan utang domestik. Kedua
sumber utang tersebut memiliki plus minus, utang luar negeri baik
bilateral maupun multilateral relatif ada keleluasaan melakukan
penjadwalan  ulang  (reschedulling)  pembayaran pokok
dibandingkan dengan utang dalam negeri yang harus diselesaikan
apabila jatuh tempo. Akan tetapi utang luar negeri, peminjam
menggunakan sistem asistensi dan kecenderungan melakukan
intervensi sangat terbuka. Kedaulatan negera sangat riskan,
karena agenda negara donor turut serta dijalankan oleh negara
penerima donor (pengutang). Oleh karena itu pemerintah secara
perlahan makin mengurangi proporsi utang luar negeri, kendati
nominalnya masih tinggi.

Posisi utang luar negeri jika dilihat dari perkembangannya
dari tahun 2005 sampai dengan 2011, secara nominal meningkat
sebesar USD 90,3 miliar (67,1 persen). Peningkatan terjadi baik
pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun
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demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri
tersebut diikuti peningkatan PDB (harga berlaku) yang relatif lebih
besar yaitu sebesar USD 536,8 miliar (190,2 persen). Peningkatan
PDB akan cenderung mendorong hasrat pemerintah melakukan
penarikan utang baru, karena utang secara umum dihitung
berdasarkan rasio PDB. Pada akhirnya pemerintah punya alasan
kuat memperbesar defisit anggaran setiap tahun.

Konsekuensinya, pembayaran cicilan bunga utang dan
pokok akan memberatkan anggaran setiap tahun. Realisasi APBN
2012 untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp. 122.2 triliun,
diantaranya bunga utang dalam negeri Rp. 88,5 triliun dan W:.:mm_
utang luar negeri sebesar Rp. 33.7 triliun. Dengan komposisi itu
menunjukkan bahwa pemerintah sudah lebih cenderung
mengandalkan pembiayaan defisit melalui utang dalam negeri.
Dalam APBN 2013, penarikan utang baru berjumlah Rp 230,2
triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (netto) Rp 177,3
triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp 45,9 triliun, dan penerus
pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,97 triliun. Jumlah penarikan
utang di tahun 2013 meningkat 3,7 persen dari anggaran tahun
2012 yang sebesar Rp 221,8 triliun.

Peningkatan volume penarikan utang pemerintah, selain
disebabkan masih tingginya ketergantungan terhadap utang
untuk membiayai defisit anggaran. Juga karena terjadi
peningkatan beban pembayaran utang dan jatuh tempo utang-
utang lama yang ditutupi melalui penarikan utang baru. Dengan
kondisi utang seperti itu, tetap mengkuatirkan. Profil utang
pemerintah dan waktu jatuh temponya menunjukkan secara
nominal beban tersebut cenderung tidak akan menurun signifikan.
Jika terjadi goncangan dan shock ekonomi domestik akan
memperparah beban utang pemerintah sehingga akan
menyulitkan perekonomian, atau akan mengganggu fiscal
sustainability.

Apa Pengaruhnya Jika Peringkat Utang Naik atau Turun?
Peringkat utang naik dimaksudkan adalah kemampuan
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anggaran untuk membayar utang lebih besar karena pembiayaan

sektor produktif dalam APBN cenderung meningkat. Sebaliknya,

peringkat utang menurun karena kondisi anggaran yang kurang
sehat lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan subsidi (non
produktif). Peringkat utang Indonesia ada kecenderungan naik
turun sebagai dampak dari politik anggaran pemerintah yang

dijalankan setiap tahun. Dua tahun terakhir (2011 - 2012),
peringkat utang Indonesia berada pada posisi BBB- (Positive
Outlook), peringkat tersebut dapat memberikan dampak terhadap
menurunnya pembiayaan pinjaman, terutama hasil imbal surat
utang negara yang membebani APBN.

Dengan demikian akan memperkuat likuiditas dan
cadangan devisa, sehingga biasanya arus modal asing akan
cenderung meningkat baik dana jangka pendek maupun dana
jangka panjang. Peringkat utang yang positif di tahun 2013
mengalami penurunan dari posisi 'BBB-" positive outlook ke posisi
'BB+' stable outlook sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga
pemeringkat Standard and Poor's (S & P).

Peringkat tersebut berdampak terhadap investment grade
rating, dengan kata lain Indonesia relatif makin menjauh dari
peringkat investment grade. Penurunan peringkat utang, pihak
asing memandang Indonesia sebagai negara yang dianggap
“bermasalah” perekonomiannya yang kemungkinan kurang
menguntungkan. Artinya, saat ini komunitas internasional

menganggap Indonesia termasuk negara kurang kompetitif di
bidang investasi.

Menurunnya peringkat utang Indonesia membawa
sentimen negatif dimana minat investor untuk membeli aset-aset
Indonesia, khususnya instrumen keuangan dan obligasi
pemerintah menurun. Selain itu penurunan peringkat utang
membuat posisi Indonesia makin berat dalam bersaing dengan
negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk meraih dana asing.
Pada saat yang bersamaan S & P justru meningkatkan peringkat
Fllipina dari 'BB+ menjadi 'BBB-" positive outlook.

Akan mudah ditebak penurunan peringkat utang
Indonesia juga berekses terhadap makro ekonomi. BPS mencatat
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i buh
i kuartal pertama 2013 pertumbuhan mwﬂwﬂonﬁ hanya tum
M\__um ﬁm_.wﬂ.rﬁwm_u#_ rendah &_um_.iwwmrmb m.m_.wn&m yang ﬁﬁmﬂw_wrrﬂ
2012 sebesar 6,3 persen. Selain itu, BPS juga menca ol
ekspor menurun dan pembentukan modal tetap bruto MMMW h wmﬂ
turun. Dengan kondisi seperti itu, Eﬁrm_._ yang m.hﬂ”m e
pemerintah menyiapkan paket __mn_u_“mrmh uﬁ.._ﬂ ﬂﬂw e
mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada :nc: wm?w
Kelambanan keputusan untuk mengurangi subsi E”.__um i
ditengarai salah satu faktor penurunan rating, karena m

APBN.

Sikap maju-mundur mengakibatkan pergeseran waktu
untuk Em:mmrwwﬁ_ harga BBM, dan kemungkinannya mw.m.b_.—u_”w_m”
memberatkan masyarakat karena akan Ehdmrm & men__u“mb iz

uasa dan lebaran yang secara an

”Mmu_,,m“r&_uwam inflasi. Upaya untuk mengurangi m@m-&ﬁwwwm wmm_ub:m
berdekatan dengan waktu tersebut Eﬂﬁniﬁ.&rmﬁ e
tinggi, maka sudah barang tentu berdampak terha mm . mwmu._
makro ekonomi (pertumbuhan). Rencana paket ke _u:rmﬁ
pemerintah yang disiapkan untuk mendorong wﬂw_ﬂpﬂ t
ekonomi, selayaknya dibenahi ﬂmmm_mwj.ﬁm&mv mn_ ﬂm&
perbaikan infrastruktur, koordinasi pemerintah pusat m_”._m sl
masalah kemudahan berinvestasi, wmmhﬁ.bmﬂ .“_E..n_ ﬂ”m -
hukum. Disamping itu, memperbesar _umm.w_.__m modal an Ew
pembangunan terutama di Kawasan Timur Indonesia, wmumn_.m—mmm
swasta masih cenderung berinvestasi di kawasan yang
mapari. | |

Pemerintah menyadari penurunan ﬁmﬂumrmw ...-EE_._W E“:h
terkait dengan kebijakan anggaran, salah satu dian i _Mm..
masalah subsidi BBM yang makin besar. Znﬂﬂ:.mnﬂm peme e
tidak saja terkesan hati-hati mwﬂb tetapi “m_“”.r&ﬂh_ﬂw”_f wmﬁww FMWH

i i i sikap tersebut mengg ;
m_u_ww“_wﬂmb_w_wmd.._w__w”ﬁ?mw Mﬁ_.nwm menanggapi bukan _u:.._.__umbm akan
tetapi memikirkan secara matang, terutama Emmm_wrﬂ_ﬁnmsm._mm_._wmnm
akan berdampak terhadap bertambahknya masyaraka :

Namun harus disadari bahwa masalah inflasi, kenaikan
harga BBM hanya salah satu faktor pendorong, lambatnya
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keputusan atau minimn isi

: ; : ya antisipasi kebijakan j

M.H.ﬁ_”mrmn inflasi. Kebijakan tata niaga mmmﬂ.sm‘ _umﬁmmw_m wﬂmﬂ”
_bawang merah yang amburadul membuktikan menjadi

M.anﬁnﬁ Emmﬂ__ di bulan maret — april. Dengan demikian Emﬂ

neyakinkan kita bahwa sumber inflasi j i

s ey asi juga sangat terkait dengan

Kebijakan subsidi energi inggi

5 rgl yang tinggi sudah barang te
vm_.“w_._ &MWM:EMM beban APBN makin berat, akan EM_% mMﬂ
i m.Mu.E o E_um:.nwm_.wﬁwm sikap pemerintah bukan economic
Eonmmmﬁﬁw.m MMWM&WMM”E arat _H_M_Mwmh o

. : a murni nomi sema

MMHMEW mrm#muwmb harga .mE.E.. misalnya tahun 2005 rﬁs“ﬂmﬂhﬂh
e g vy gy S

: : at s term. Pada tahun 2 j
Mbmwnwmh m.m_._mprﬂ._n namun menjelang Pemilu 2009 &wﬁ:ﬁmﬂh

n_w._m—M: pola seperti itu sulit untuk dipercaya bahwa kebijakan
mﬂ%. i BBM pure economic. Saya lebih percaya ﬁmn_w:_u.h._
politiklah yang dominan dibalik itu semua.!! 2.00 e

St
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Perekonomian Stabil: Peringkat IPM Turun dan Daya
Saing Melorot

risis keuangan di USA dan krisis utang Zona Euro

membuka peluang besar bagi kawasan Asia memainkan

peran dalam dinamika perekonomian Global. Selama ini
lebih dari separuh perekonomian dunia dikuasai oleh dua
kawasan tersebut, sekaligus menjadi tujuan pasar dunia.
Munculnya krisis keuangan sebagai dampak dari menumpuknya
utang-utang publik di Zona Euro.

Atas krisis itu, tiga negara di Asia diantaranya China,
India dan Indonesia dapat memanfaatkan “kekosongan” ini
dengan memperkuat ekonomi domestik, sebab pangsa pasar jika
digabung ketiganya hampir mencapai 50 % pangsa pasar dunia.
Artinya, pangsa pasar ini sekaligus punya peluang dapat menjadi
kekuatan perekonomian domestik dimasing-masing negara
schingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi
permintaan (demand side).

Bahkan Indonesia opportunity-nya lebih besar karena
setidaknya memiliki beberapa kekuatan, yakni; a. aspek
demografi, rata-rata usia produktif masyarakat Indonesia begitu
banyak, sekaligus potensi pasar, b. Kekayaan sumberdaya alam
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: f optimalkan
majemulk, : pengelolaann
&.....ﬁﬁ&sw_n““m_“r Hﬁ.q:_mmh_mh:nms demokrasi Wmm_\._m HMn_ 7
pelaks usaha d engan iongkok, dan d. Tumb 1
ookt a dari luar, sehingga ca vital inflons E...E,.n el
an makro ekonomi dan politik relatif EJ..EE._ deras k
Di 3 raga. .
dipastikan _aﬁyﬁﬂﬁa finansial di USA dan Zo
dianggap mb.ﬁ:ﬁmb _ﬂ“m_ money mengendus negara-n na |
China dan India tapi rmmmmnrm_ﬁ:m.nﬂmwmm Kriteria mM._m“__-.-... |
cukup tingei bah ua negara ini /
Hwhwmuw%mu bahkan sudah panas .Mmh..”sﬂﬂ::ﬁrﬁ_rﬁhﬁ at
sebab EEHHGMMMWWM_ _“ﬂmn perlu mwsmhmmnmh” oleh ﬂ_
5 a .ﬂn._.._.w = i Wlalhl
ke Indonesia. Pasar domestik ﬁmuﬂ.ﬂh mata angin investasi meny

: optimalkan.
s Em.w_n demikian perlu
padai karena naman
rcw.ﬁnxn% besar wmﬁnnmww.w”
mﬁ& inflow  begitu deras
uarnya .Eﬁ.ﬁ Slight) ?mm
Emﬁmr terjadi. Apalagi selam
Ini investasi yang masuk _ﬂ“
“MM“@WF lebih banyak pada
S keuangan (portofolio)
o suku bunga begitu
2 hmﬂ cenderung  investor
o mw._ .._.__..M_Mwmwm_ﬂ._.—ﬁ: capital gain ,
ot _ﬂﬁ._ﬂmmww. me.mbm.:: USA melakukan hal
o or lebih menghindar dari US ey il
atif kecil, lembaga keuangan terus HEP%.EH:N g
-terus di-supply.

Dalam kondisi seperti i

saja tinggi tapi ﬁm:m_ itu, pertumbuh .
_um_.rﬁ__m.ﬂmhm_mmﬁmmﬂzm tidak berkualitas mﬂmwﬂng boleh
pertumbuhan wmhnw_awﬁ: ; Indonesia :._ma_nmmﬁu. 5 an I 2011
dikaji lebih jauh & nwﬁ menyisakan berbagai pertan %. Nilai
digerakkan oleh sedi am, memperlihatkan bahw. yaan. Jika
yang tersera ikit perusahaan, dengan .ﬁ.wn:ﬁmﬁwonaﬂmmb
Lraslisan m_..__H_ sangat kecil, karena seba _mmh .rm:.mmm kerja
yang niontradeable, atau sektor fi B1a : dikuasai oleh

nansial.
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Dengan melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi
joperti itu, ditambah derasnya arus modal asing masuk ke
Indonesia saat ini, utamanya di pasar modal belum dimanfaatkan
dengan baik oleh korporasi BUMN sebagai salah satu penghela
wkonomi nasional. Demikian halnya aksi korporasi swasta,
melewatkan momentum krisis Eropa. Akibatnya nilai tambah ke
sektor riil sangat minim. Ratusan BUMN yang ada hingga saat ini
belum sampai 20-an yang listing di BEI untuk memanfaatkan

modal asing.
Walau dari sisi lain hasil survey finance corporation
a pada urutan 124

menempatkan daya saing usaha Indonesia berad

dari 129 negara yang disurvey. Dengan daya saing yang rendah,

asumsinya korporasi BUMN dan swasta lebih baik memanfaatkan
iika investasi dalam bentuk

penanaman
yang bersifat labor intensive, varia
. vestasi menjadi pertimbangan penting untuk berinvestasi. Jadi
sekalipun Indonesia memiliki potensi, ekonomi makro yang stabil,
usia penduduk produktif yang
karena digerogoti oleh negara
cenderung mengganggu.

Kedua variabel tersebut masih menjadi “barikade” bagi
Indonesia sehingga daya saing mMenurun. Jika di bandingkan
Thailand dan Malaysia kedua negara ini proses memulai usaha
cukup dilakukan masing-masing 3 dan 6 hari, sedangkan
Indonesia masih berkisar 2 bulan (60 hari). Peringkat Indonesia
melorot juga diakibatkan faktor daya dukung infrastrukiur yans

ini tama di daerah. Problema utama pola daya tarik

besar, tapi itu semua belum cukup
itu sendiri, birokrasi masih

masih minim, tert

investasi selama ini sekalipun pemerintah pusat terus membenahi,

akan tetapi daerah masih saja bermasalah. Sinkronisasi masih
rti jalan yang

belum berjalan maksimal, Infrastruktur dasar, sepe
daerah hampir semua rusak,

menjadi bagian kewenangan
dan jasa menjadi besar.

akibatnya ongkos angkutan barang
Pada level nasional, insentif pemerintah kemungkinan ada

i di malah sebaliknya (disintensif). Masalah utama yang
dihadapi daerah sehingga terkendala dalam pembangunan
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infrastruktur, tidak lain terbatasnya anggaran, Sebetulnya
anggaran bukan tidak ada, tapi sangat terbatas untuk dialokasikan
ke belanja modal dan barang, karena hampir 80 % alokasi APBD
terserap kebelanja tidak langsung (belanja pegawai).

Satu-satunya cara yang dilakukan Pemda untuk
membangun infrastruktur selaly menengadahkan tangan ke pusat
untuk meminta bantuan pembiayan pembangunan, maupun
perbaikan infrastruktur. APBD yang sakit sepertinya Pemda-
Pemda belum berupaya maksimal untuk menyehatkan, mereka
tetap cenderung memperbesar belanja tidak langsung. Kondisi ini
turut memperparah merosotnya daya tarik investasi di Indonesja
karena minimnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Paradoks ekonomi lain yang perlu dicermati, hampir
semua asumsi makro ekonomi tercapai sesuai target, itu artinya
perekonomian Indonesja sangat stabil, dan terus tumbuh. Hal ini
terbuka peluang untuk diinterpretasikan bahwa pertumbuhan
ekonomi seharusnya memberikan dampak yang baik terhadap
kesejahteraan rakyat, tapi ada pemandangan lain yang terlihat
seperti [PM Indonesia turun dari peringkat 108 pada tahun 2010
turun pada posisi 124 tahun ini.

Mengukur [PM setidaknya dilihat dari aspek kinerja
pendidikan dan derajat kesehatan, Kinerja pendidikan cenderung
membaik setiap tahunnya karena alokasi anggaran terus naik, ada
kemungkinan turunya IPM karena faktor munculnya berbagai
macam gangguan kesehatan, atau merebaknya berbagai penyakit
menular. Kendati anggaran di sektor kesehatan pada dasarnya
juga terus diperbesar, tapi anggaran bukan faktor dominan satu.
satunya untuk memperbaiki keadaan. Jauh lebih penting
komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan bangsa,
mulai dari pusat hingga ke daerah.

Dengan cara itu, paradoks-paradoks perekonomian
Indonesia (termasuk daerah) tidak mengelayut setiap saat,
ekonomi tumbuh tapi indeks pembangunan manusia turun, daya
saing melorot pula. Itu artinya pertumbuhan ekonomi tidak
berkualitas dan justru menyisakan berbagai persoalan baru, dan

rmﬂgmﬁumzbwmnmmﬂmﬁ_ pendapatan antar penduduk masih
sangat timpang. (1] .

Dengan (apaian Target Pertumbuban
e Ekonomi

isti ir kinerja
adan Pusat Statistik (BPS) sudah melansir :
ekonomi tahun 2011, indikator makro mrnwﬂE.E yang
kerap ditonjolkan sebagai capaian keberhasilan kinerja
perekonomian salah satunya _unu_...._z.&n_._m:. Hw_u:w, Dalam %Mmﬂw
2011 asumsi pertumbuhan yang dipatok n__r_mm,.ﬁ.._ 64 - m _,.“.:H
ada akhirnya memang perekonomian Hsnnummmm di EE:. .
W.._.E_uﬂr sebesar 6,5% dengan nilai PDB mencapai Rp 7.427 _._._E.s.r
tertinggi atau kondisi perekonomian terkuat setelah krisis
ekonomi tahun 1998.
Akselarasi kinerja pertumbuhan sebesar itu mmnm_”.m
otomatis mendorong peningkatan _unzmmﬂmﬁﬁ ﬂuﬁﬁ;ﬁmﬂ_wrﬂ
t ndapatan per kapita atas dasar harga
MM”M“HMM NH”M m_”_hm juta atau USD 3.5429. Dibandingkan dengan

tahun sebelumnya (2010), nilainya meningkat sebesar Rp. 27,1 juta

(USD 3.010,1). |
Deretan angka-angka di atas dengan terang imﬂwm:__.ﬁ"“
pesan bahwa perekonomian Indonesia makin maju, mﬂ_w M%u
capaian kinerja ekonomi sepanjang Erﬁ_ tahun Yesic:
diperhadapkan pada ketidakpastian perekonomian Eropa,
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itu capaian ini diapresiasi banyak pihak, dan seperti biasanya
pihak pemerintahpun akan bangga. Sebentar lagi partai akan ikut
serta  mengklaim  keberhasilan kadernya yang duduk
dikementerian ekonomi. Meski demikian kita patut hati-hati dan
mencermati peningkatan PDB, karena itu bukan alat ukur satu-
satunya untuk melihat kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Dengan mengandalkan nilai PDB semata terbuka peluang
penafsiran bahwa pemerintah lewat BPS berbohong, bagaimana
mungkin pendapatan perkapita secara nominal naik tapi
realitasnya rakyat begitu banyak yang masih susah. Namun yang
jelas, BPS dalam menghitung pendapatan perkapita sudah
melewati tahap analisis ilmiah, artinya angka-angka yang dilansir
oleh BPS (pemerintah) tidak salah, justru penggunaan PDB
menjadi bagian yang bermasalah seperti diungkapkan oleh
otiglitz, Sen dan Fitoussi (2010), bahwa PDB bukan tolok ukur
satu-satunya yang tepat untuk menilai kemajuan,

Tulisan ini tidak ingin terjebak pada perdebatan konsepsi
penggunaan PDB untuk mengukur kesejahteraan, namun lebih
melihat pada sisi teknis angka-angka yang justru lebih
memperjelas bahwa betapa pertumbuhan ekonomi menyisakan
problem tersendiri yang justru mempertontonkan paradox.
Pertama, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsij
masyarakat yang memberikan kontribusi hingga 546 9%.
Sementara peranan investasi hanya berkontribusi sebesar 32 %
terhadap PDB, meski harus diakui donasi investasj mengalami
peningkatan. Kedug, ketimpangan masih sangat mencolok baik
secara sektoral maupun spasial,

Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor
pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 10,7 %, sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 92 % dan sektor
keuangan sebesar 68 %. Hal ini menggambarkan bahwa
pertumbuhan  ekonomi Indonesia sepanjang 2011 belum
memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan, serta utilitas
penyerapan tenaga kerja masih rendah, sebab sektor-sektor
dominan tersebut merupakan sektor mnontradeable. Apalagi
pertumbuhan angka kerja setiap tahun 2,91 juta orang, dan
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pertumbuhan lapangan kerja tersedia hanya 1,6 juta orang, jadi
disparitasnya cukup tinggi. | "
Kalaupun pendapatan ﬁmnnwm_u:ﬁ _w_mEE“wm_mem_uan
inti nikmati, sederhanany |
o £ s> g iskin tidak beranjak jauh dar
kaya makin kaya, yang miskin
ﬂwr;mmzﬁ%ﬁwm semula, sebab pendapatan golongan nwgoﬁ_
bawah hanya meningkat 2,75%, sementara mu_o_._mnh EMEMME
tumb iji iperlihatkan dari kecenderu
uh 6,62%. Apalagi jika diperliha
kontribusi sektor pertanian kecil hanya sebesar 3,0 %, dan sekto
industri olahan 62 %, semestinya kedua sektor in
HFHmWrmeﬁm:ﬁg optimal karena mm_n_ﬁn.mmw_ﬁn *M_“.mmm%“
menyerap tenaga kerja banyak, pertanian mm_ﬁn,mu MM._E o
manufaktur sekitar 20 % menyerap tenaga kerja. sk
ertumbuhan  sektor  pertanian = makin  memperteg
mmnmﬁnmEnmmh daerah perdesaan makin _”m_.w:._mm»r karena rwﬁ
miskin lebih banyak di daerah rural ketimbang E_Hnm "
Idealnya, output ekonomi tumbuh berbarengan deng
penurunan angka kemiskinan yang cepat.

Sementara |
keimpangan  secara ihiEG
spasial terlihat dengan "y
mencolok, 57,6% :
ekonomi Indonesia iR

dikuasai pulau Jawa,
kemudian diikuti oleh
Pulau Sumatera sebesar
23,6 %, Pulau
Kalimantan 2,7 9%, T_.Mm:
: g._. m-:. . .

m._._—miwm_ P.Mm % di provinsi-provinsi _mE_”_mﬂm, .m.m&mmm_.jﬂn_
m.mwnw_s&hﬁmb provinsi-provinsi di Indonesia, tiga _uEM_.W.r_
e yumbang terbesar di Pulau Jawa adalah DKI ._m_ﬁ»”_.r.w M.J...Em_
Wﬂm Timur (14,7 %), dan Jawa Barat (14,3 %). Nmﬂﬂ..&ﬁr _m A
Sumatera urutannya adalah Riau (7,0 %), Sumatra Utara (: 2 nw
dan Sumatra Selatan (3,0 %). Apabila ﬂ_mﬁ,mm_oﬂﬁﬂrms rmm_E_Mnm
ekonominya dibedakan ke dalam sektor primer, sektor se
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dan sektor tersier, secara spasial sektor primer lebih didominasi
oleh wilayah luar Pulau Jawa (74,3 %). Sedangkan sektor sekunder
dan tersier, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar,
yaitu masing-masing sebesar 66,5 % dan 66,7 %.

Gambaran angka-angka ini tidak sekedar ditampilkan
yang nampak kaku, tapi dibutuhkan ‘pencermatan agar
pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya serius
melakukan pembenahan, sebab secara konsepsional pemerintah
terus melakukan pembaruan kebijakan untuk mendorong pusat-
pusat pertumbuhan baru, maupun menggeser pusat-pusat
perekonomian di luar Jawa. Salah satu model kebijakan
dimaksudkan yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kebijakan ini
diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang
baru.

Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari
pendekatan  sektoral dan regional. Setiap  wilayah
mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut
adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali
potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan
spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Efektifnya MP3EI mulai
berlaku tahun 2011, namun sayangnya, upaya pemerintah untuk
menggeser porsi pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa terutama
wilayah timur belum membuahkan hasil.

Porsi pertumbuhan tersebut justru menurun jika
dibandingkan tahun lalu. Pada 2010 porsi pertumbuhan untuk
Maluku dan Papua sebesar 2,4%, sedangkan pada tahun ini
sebesar 2,1%. Begitupun dengan kuartal IV, porsi pertumbuhan
kedua wilayah tersebut sebesar 2%. Porsi térsebut menurun jika
dibandingkan kuartal IV 2010 sebesar 2,6%. Bali dan Nusa
Tenggara pun juga mengalami penurunan dari 2,7% di 2010
menjadi 2,6% di 2011. Sebagai orang Sulawesi, patut kiranya
tersenyum sebab Sulawesi sedikit mengalami pertumbuhan dari
4,5% tahun 2010 menjadi 4,6% di tahun 2011.
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Dibalik itu semua, tidak salah kalau saya bertanya,
benarkah MP3EI salah satu solusi untuk mengakselarasi
perekonomian Indonesia secara simultan dengan membagi enam
koridor? Atau jangan-jangan kebijakan ini justru lebih banyak
menguntungkan daerah yang sudah lebih mapan? Angka-angka
yang sudah ditampilkan di atas mempertegas keadaan yang
sesungguhnya, maka inilah tugas berat pemerintah mengurangi
disparitas antar individu, sektoral maupun spasial yang
kelihatannya belum mengalami perubahan yang mendasar
kendati MP3EI sudah berjalan selama setahun. Bisa jadi program
ini justru menyedot sumber daya lebih banyak ke Jawa
dibandingkan mendorong pertumbuhan baru di luar Jawa?.(0
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Membaca Arah Perekonomian Menjelang Tahun Poliik

ajah perckonomian Indonesia semenjak pertengahan
% tahnn  hingga  menjelang me_._ Eﬂ.m:b 2013
. mmmsmmmp__.ﬁwm kurang cerah, terlalu kasar juga kalau
disebut suram. Berbagai indikator dapat dibaca sebagai signal
bahwa vﬁ“.m_nonnu._mmh kita sesungguhnya “lesu” sampai tahun
depan. Triwulan I perekonomian digerogoti dengan defisit
neraca perdagangan, sebagai dampak impor BBM meningkat,
komponen mobil, barang elektronik serta kelompok makanan
sereal termasuk berkontribusi peningkatan impor.

Defisit neraca perdagangan masi j
kendati level rasio ﬁm_.rmmwﬁ %Ummn._mm:._ mhwrum”ﬁmnww—mmﬂ% w_._‘.=.m%,
Walau masih dalam batas toleransi tetapi cukup Em_.”m:nmm“
cadangan dollar untuk pembiayaan defisit, paket kebijakan yang
m_ﬂmﬁ_uﬂ._._ pemerintah  efeknya jangka panjang dengan
memberikan insentif kepada pelaku ekonomi, diantaranya
menghapus pajak beberapa jenis produk. Disertai mendorong
peningkatan investasi, tetapi ini belum maksimal karena masalah

mendasar bel t ; ; e .
- _E_” Em.Eﬁ erselesikan dengan baik, daftar negatif investasi
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Pada saat yang
bersamaan, otoritas moneter
melakukan langkah menaikkan
suku bunga acuan, dalam
kurun waktu tuuh bulan, BI
telah menaikkan BI Rate total
sebesar 175 basis poin dari 5,75
persen, terakhir ~menaikkan
sebesar 25 basis poin dari 7,25
menjadi 7,5, Kebijakan ini
sebagai upaya untuk
mendorong tingkat tabungan, dan mengerem pertumbuhan
ekonomi, namun berdampak terhadap investasi. - Sekilas
bertentangan dengan kebijakan fiskal yang ditempuh pemegang -
otoritas fiskal (kementerian keuangan) dengan memprioritas
peningkatan investasi. Dampak defisit, kinerja ekspor melambat
serta tingkat inflasi yang masih tinggi mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi cukup terkoreksi (menurun) sebesar 5,62
triwulan 111-2013 persen dibandingkan pada triwulan II-2013
mencapai 5,8 persen.

Pertumbuhan yang terkoreksi masih dianggap “imnrah”
oleh pemerintah, bahkan berupaya menghibur diri bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan
negara-negara lainnya di Asia, termasuk tertinggi kedua setelah
China. Jika perekonomian kita dievaluasi dengan menyandingkan
beberapa negara, bahwa seolah kita masih “berprestasi” maka itu
bisa disebut terlalu naif. Sebab sesungguhnya banyak kebijakan
stimulasi belum berjalan = optimal yang mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Kinerja ekspor melemah,
gangguan investasi yang selalu berulang setiap tahun, seperti
kendala infrastruktur dan demo buruh yang cenderung kurang
proporsional sangat mempengaruhi perkembangan
perekonomian.

Apabila investasi yang kurang kondusif, dibarengi dengan

kebijakan instan dari otoritas moneter maka upaya mendorong
perbaikan kinerja ekonomi tidak berjalan sesuai ekspektasi.
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Pertumbuhan yang terkoreksi sudah barang tentu berpengaruh
terhadap angkatan kerja. Tahun ini angka pengangguran
meningkat, BPS mencatatkan peningkatan 6,25 persen atau 7,39
juta orang dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu 7,24
orang atau 6,14 persen, sebagai dampak melemahnya
pertumbuhan ekonomi. Boleh jadi jika tuntutan buruh dianggap
terlalu tinggi dan dunia industri tertekan, relokasi usaha bisa
terjadi. Bahkan Kementerian Bappenas merilis angka sampai
semester [-2013 pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai
44.000 terjadi di beberapa industri padat karya seperti tekstil,
sepatuy, dan kulit (Okezone-economy, 7/11/2013).

Tuntutan kenaikan upah buruh hal yang manusiawi, tetapi
terlalu memaksakan dengan memasukkan berbagai komponen
pembiayaan kelayakan jelas akan mengganggu investasi.
canyaknya serikat buruh, menyulitkan pemerintah dan dunia
usaha melakukan negosiasi untuk perbaikan upah minimum,
karena pasti akan alot. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDQ)
termasuk kelompok pengusaha yang enggan berdialog (tripartit)
karena bingung kelompok pekerja mana yang diajak negosiasi,
apalagi pemerintah tidak berdaya melakukan pendataan dan
“menertibkan” serikat-serikat pekerja yang jumlahnya puluhan,
bahkan ratusan mungkin.

Kelompok serikat pekerja yang begitu banyak, jujur harus
diakui sebagian dari mereka sesungguhnya bukan pekerja (atau
buruh). Pentolan serikat pekerja (buruh) lebih banyak
memanfaatkan organisasi buruh sebagai “gerakan politik”, sejalan
dengan agenda “tersembunyi” Kementerian tenaga Kerja dan
Transmigrasi cenderung berpihak pada buruh menghadapi
momentum Pemilu. Idealnya kementerian ini dipimpin dari
kalangan profesional non partai, buruh sebagaimana di negara-
negara Eropa maupun di Australia merupakan kelompok yang
memiliki kekuatan dalam perpolitikan.

Australi menjadi model politik perburuhan, salah satu
partai politik yang terkuat adalah Partai Buruh. Tulisan ini tidak
dimaksudkan untuk menegasikan tuntutan buruh, akan tetapi
jauh lebih penting menjaga investasi yang existing, serta berupaya
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i scitah
memperbanyak investasi yang akan nmnm_._.m. Dari sisi pemerin
_..mm._.._wmw n_m,.,_h._ perbaikan iklim H.H.Emmm_.bm nmﬂmmﬂu. “ﬁmﬁ
berbagai pemicu ekonomi biaya tinggi Emsﬂw_ﬁm_hn_nmmﬁ mmrmm*

erlu perbaikan dengan serius sebab daya saing Indone 't
wm_.__.mmF bahkan daya saing ekonomi Indonesia nm.n ﬁ._“
memprihatinkan. Dilihat dari peringkat wﬂ,ﬁ:nmﬂw_ﬂg _.HMH_.. M.”Em
(Doing Business) yang dikeluarkan mm.n.r.m Dunia. In .H.mm.”_ s ﬂ_ .F
menduduki peringkat 120, jauh dari mEmmm_:nm yang m___.H._H____MEm“__
peringkat 1 dan Malaysia di peringkat 6 Emrwmhmbnm_ ;
kalah dari negara-negara dikawasan ASEAN lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi dianggap c_m_w
vﬂzm_..w.,ﬁmr masih level aman, kepercayaan diri ?E‘..Eaﬁﬂmznm_
pemerintah terlalu tinggi, tingkat pertumbuhan _nnism#m o
sebesar 5,62 persen masih terlalu ,_.mﬂn__mr. mﬁﬁﬁwm mmHm_::
pengusaha menyebut dengan sarkastik partumbuhan gy
dapat dicapai tanpa pemerintah melakukan u..“_ﬂm Wmmnm A
pemerintah bekerja keras wmnnu.__u:rmn ekonomi mm__mE. mwm_.,..
sekitar 8 persen, meskipun E_.mr dapat dipungkint
pelambatan ekonomi global perlu dipandang sebagai gangguan
pertumbuhan ekonomi domestik.

Berbagai prediksi menunjukkan bahwa va“._ﬂaﬂrcuhmmm
ekonomi year on year (YoY) akan menurun, nm_ﬁ.ﬁ oo
ﬂmHEEw:rws ekonomi mencapat 6,23 ﬁm_.m_.wm &5 ﬂwnzou.nwﬁ
ditarget sebesar 5,8 persen. Eﬂ..mmn.m pada situasi HE.M.: it
tahun 2013, serta dampak ekonomi global target pe e
ekonomi tahun 2014 hanya sebesar .m. persen. .Hmw_.mmﬁ ini £
dibilang tidak ekspansif, postur belanja pemerin Eﬂm S
mﬁoﬁm_.EE_a:rmb itu terlihat dari besaran defisit E._mmﬁm. e
APBN-2014, defisit fiskal ditetapkan sebesar Rp. 175 tr m__.w._ iy
setara 1,69%. Angka defisit itu berada F._uﬁ _ren ah j
dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp. 224,2 triliun.

Belum lagi alokasi anggaran sangat besar untuk _EE_“EM.E
pengeluaran negara pada gaji pegawai dan ﬁmﬁ&mﬂﬂ%ﬂ mﬂﬁnm&wmn”
beban bunga, serta belanja barang, sementara belanja -
terutama sektor infrastruktur masih minim. Belanja vmm.wmrm
mencapai Rp. 264 triliun, pembayaran bunga sebesar Rp.
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triliun dan subsidi energi yang mencapai Rp. 282,1 triliun. Biaya
bantuan sosial juga relatif menurun, ini akan berdampak terhadap
menurunnya daya beli masyarakat, selama ini konsums
berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menghadapi
tahun politik, pelaku usaha biasanya akan cenderung menunggu
hasil Pemily, itu artinya pertumbuhan investasi akan melambat.

Kegiatan Pemilu pada dasarnya dapat menjadi faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi, karena tingkat konsumsi naik
untuk membeli barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan
kampanye, tapi biaya Pemilu turun dibandingkan dengan Pemilu
sebelumnya. Melihat postur anggaran pemerintah 2014 sepertinya
pertumbuhan ekonomi cukup rendah, maka penyerapan tenaga
kerja juga tidak akan optimal. Dengan demikian, akankah target
pro growth, pro job dan pro poor akan tercapai diakhir pemerintahan
SBY?.00
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Paling tidak apa yang terpaparkan dalam buku Ini merupakan potret perjalanan perekonomian
kita, Terutama masalah-masalah requlasi dan kebijakan sepanjang tahun 2009 sampai 2013, Tentu
saja ada banyak paket kebijakan atau UU maupun peraturan yang memberikan relasi terhadap
perkembangan ekonomi nasional luput dari perhatian penuls.

Saya yakin bahwa pemikiran penulis yang mengaitkan landasan teori Ekenomi Politik dan Regulasi
dengan fakta nyata di lapangan, akan dapat menambah perbendaharaan fimu ekonomi khususnya
yang fokus terhadap masalah regulasi (Dr. Setyanto P. Santoso, Dosen Ekonomi Politik dan Regulasi
FEB Unpad Bandung). .
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